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Sekretariat, saya kira di muka Bapak-bapak sudah ada risalah 
tersebut. Sesuai yang kita sepakati hari minggu yang lalu, hari 
Jum'at kita senin pagi jam 09.00 WIB. kita langsung memulai masuk 
kepada Pasal 17, yang paqa waktu hari Jum'at telah kita dengarkan 
bersama telah diberikan beberapa exercise yang untuk kita telaah 
dan kita fikirkan bersama, karena waktu hari Jumat tersebut telah 
diberikan alasan-alasan dan keterangan-keterangan oleh Pemerin­
tah. 

Izinkanlah pagi ini langsung saja kepada. Mungkin Pemerin­
tah masih ada tambahan dari keterangan yang hari Jumat yang telah 
diberikan alternatifnya pada kita bersama. 

Terima kasih Bu Pimpinan. 
Sebetulnya pada hari Senin ini Pak Menteri Keuangan diharap­

kan hadir. Dan saya kira, cuma saya agak tidak begitu mengkon­
firmasi apakah yang jam berapa begitu. Apakah yang pagi, apakah 
yang siang. apa jam 10.00 WIB, saya tidak mengkonfirmasi, tapi 
hari ini akan datang saya rasa kepada Pasal 17. 

Demikian. Jadi saya mengusulkan apakah mungkin juga dalam 
perjalanan ini atau yang lain barangkali kita juga punya pending 
yang lain yai tu Pasal 11 dan 11 a yang sudah diedarkan sesuai 
dongan h..;tsil rapat pada waktu i tu susunannya yang b.:1ru. 11 dan 
11 a dengan persandingan yang baru saya rasa sudah dibagikan 
bo9itu. Yahg' s~dah disempurnakan. 

Barangkali kita juga sebagai alternatif bisa memulai juga 
dengan Pasal 11. Saya persilahkan kepada Ibu Pimpinan_ 

Turima kasih. 

Terima kasih kepada Pemerintah. 
Saya kira memang kita pada hari Jum'at yang lalu telah 

bersepakat dengan Pak Menteri Keuangan untuk membicarakan bersa­
ma-sama dengan bel iau mengenai Pasal 17. Kalau . demi kian maka 

• 
saya kira kita teruskan saja Pak, lanjutan dari hari Sabtu yang 
htlu. Yaitu Pa~~al 25, nanti kita kombali bersama·-~>ama men'.)en.~i 
ptmding-pttnding akan satu p~rsatu dari catatan yang .:1da sejak 
d<.~.ri pormulaan. 

Kami. per~ilahkan yang Pasal 25 ayat 1. Jadi ini terusannya 
dari hari Sabt~ sore kemarin. 

Kwni· per~~;ildhkan Pak. 

PEMEHINTAH 
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Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh, 
Selamat pagi. 

Kami akan membacakan dan menyampaikan Pasal 25. 
Pasal 25 ayat (1): 

"Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak 
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh 
wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar 
pajak penghasilan yang terhutang menurut 

· surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 
tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan pajak 
penghasilan yang dipotong dan atau dipungut 
serta pajak penghasilan yang dibayar atau 
terhutang di luar negeri yang boleh dikredit­
kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibagi 12 
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun 
pajak. 

Dalam Pasal 25 ini, diatur mengenai besarnya angsuran bula­
nan yang wajib dilunasi sendiri oleh wajib pajak. Kalau Pasal­
pasal sebelumnya itu menyangkut pemotongan dan pemungutan, tetapi 
ini adalah Pasal yang mengatur mengenai angsuran bulanan yang 
wajib dilunasi sendiri oleh wajib pajak. Ayat (1) ini tidak 
banyak berubah dari ayat (1) yang lama, hanya lebih dipertegas 
saja, misalnya saja mengenai pph Pasal 24 itu ditambahkan dengan 
yang boleh dikreditkan. 

Jadi seperti kemarin telah dijelaskan bahwa tidak seluruhnya 
Pasal 24 itu dikreditkan, ada batas-batasnya. 

Saya rasa itu penejalsan yang kami sampaikan. 

KETUA RAPAT (DR. IDA __ _Y.USI DAHLAN): 

Terima kasih !bu. 

Kamli lanjutkan saja kepada komentar dari Fraksi-fraksi. 
persilahkan FPP. 

fP_P. _ _(QRS.L.-H .... .M....-.MVKROM .. A~'-1\PJ.: 

A~'S.:t.lamu"<Al.oikum Warakhmatull.eAhi Wabarak'-\tuh, 
Ibu Ketua. 
lbu dan B~pak para Anggota Panja yann saya hormati, 
Bapak-bapak dari jajaran Pemerintah. 
Pasal 25 ini kami melihatnya bahwa sudah sesuai rumusannya 

dengan dasar-dasar yang sudah kita mufakati pada mulai dari Pasal 
1 sampai kepada Pasal 24. 

Jadi ....... . 
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Jadi semua Pasal-pasal yang sudah ki ta mufakati merupakan 
dasar-dasarnya dari pada Pasal 25 ini mulai dari Pasal 1 sampai 
pada Pasxal 24 sudah dirumuskan di sini. 

Oleh karena itu FPP tidak keberatan atau setuju. 

KETUA R~PAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): 

Kami persilahkan FPDI. 
Selamat pagi Bapak Menteri, kalau boleh izinkan kami mener­

uskan ayat (1) ini dulu Pak. 
Terima kasih. 

FPDI (ABERSO~ MARLE SIHALOHO): 

Terima kasih Bu Pimpinan. 
Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati dan 

rekan-rekan annQota Panja pph yang kami hormati, 
FPDI berpendapat Pasal 25 ayat (1) ini missionnya adalah menentu­
kan be~arnya angsuran pajak dalam tahun berjalan. 

Dan kemudian cara penghi tungannya adalah didasarkan kepada 
SPT tahun yang lalu dan kemudian diperkenankan juga untuk mengu­
rangkan pajak penghasilan yang dipotong atau yang sudah dipungut 
dan yang boleh dikreditkan. 

Karena ki ta sudah menyetujui pada pasal-pasal yang disebut 
i tu adalah sebagai pajak yang dipotong yang boleh dikrdi tkan, 
maka dengan demikian FPDI untuk ini setuju. 

Terima kasih Bu Pimpinan. 

"fa rima k..:1si.h Bapak. 
Kami lanjutkan kepada FABRI, silahkan Pak. 

Terima kasih Ibu Pimpinan. 
Bapak Menteri beserta Staf yang kami hormati. Bapak-bapak 

beserta Ibu sekalian yang kami hormati. 
Melihat bunyi ayat.ini substansinya tidak ada perbedaan 

dengan yang lama dan hanya penegasan, dari FABRI setuju dengan 
ayat ini. 

Terima kasih. 

KE..IIJ.lLRAP.A.T_(QR_,_IOJL.Y.V$.l .. J~AHLftN) : 

Terima kasih. 
Kmni. ltm.1utkt:tn FKP. 

r K J' ••••••••••••• 
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FKP (H. ABDULLAH ZAENIE. SH.): 

Terima kasih Ibu Pimpinan dan Bapak Menteri yang kami hor-
mati, 

Kalau kita lihat Pasal 25 ayat (1), ini hanya memperjelas 
ketentuan yang ada di dalam Pasal 25 undang-undang, yai tu car a 
untuk melakukan angsuran bulanan, yang wajib dibayar oleh para 
wajib pajak. Disamping itu juga di dalam penjelasannya sudah ada 
contoh yang memberikan kejelasan bagi ki ta. bagaimana praktek 
ataupun cara untuk mengangsur itu. 

Jadi kami. karena Pak Aberson tidak melakukan warning up 
pada pagi ini. kami setuju saja. 

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN}: 

Terima kasih banyak. Rupanya Senin pagi ini penuh dengan 
kesegaran, sehingga semua dengan langsung bisa menyetujui dan 
menerima Pasal 25 ayat (1) dengan ini kita terima. 

Terima kasih. 

ketok palu 1 x 

Bapak Menteri yang terhormat. Kami telah tadi mulaui rapat 
dan sesuai dengan kesepakatan kita hari Jumat yang lalu, bahwa 
Pasal 17 yang exercise-nya telah diberikan disampaikan kepada 
kita bersama akan kita bicarakan pagi ini yang tentunya sesudah 
diendapkan selama 2 hari Sabtu dan Minggu ini. 

Saya yakin rekan-rekan dari Fraksi-fraksi telah betul-betul 
mengendapkan. sehingga betul-betul tidak ada yang lambangnya lagi 
dan oleh karena itu saya kira, atau mungkin Pemerintah ada tamba­
han dari keterangan hari Jumat. 

Terima kasih. 
Kalau boleh kami lanjutkan kepada tanggapan dari Fraksi­

fraksi hasil endapannya selama 2 hari. 
Kami persilahkan dari rekan FABRI. 

Ibu Ketua, Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hor­
mati, rekan-rekan FKP, FPDI dan FPP yang berbahagia, 

Setelah kami memanfaatkan libur panjang kemarin beserta 
keluarga. Mencoba menelaah kembali dan berkonsul tasi dengan 
Fraksi kami, maka mengenai Pasal 17 khususnya mengenai tari f 
lapisan. 

Kami telah sampai kepada kesi~pulan kongkrit yang nanti akan 
kami usulkan. 

Pertama-tama kami ingin mentampaikan dasar-dasar pertim­
bangan kami sebelum kami sampai kepada usul kongkrit nanti. 

Yang .••.•••••.• 
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Yang pertama kami berikan pendapat bahwa perubahan tari f 
Pasal 17 ini perlu dengan cermat dan teliti kita bahas dan untuk 
itu Pemerintah telah membuat berbagai exercise ditambah masukkan 
dari Fraksi-fraksi untuk juga dibuatkan exercisenya. Dan dari 
exercise-exercise ini pertama-tama ki ta hadapkan kepada peneri­
maan negara. 

FABRI berpendapat bahwa penerimaan negara yang telah berja­
lan selama ini dengan tingkat kenaikan yang cukup signi fikan 
hendaknya tidak terlalu anjlok pada tingkat-tingkat pertama 
penyesuaian dengan tarif baru. 
supaya sekecil mungkin terjadi 
yang nantinya diharapkan pada 

Karena itu kami berpendapat bahwa 
penurunan pada tahap-tahap awal 
tahap berikutnya dengan adanya 

rangsangan maupun ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan 
oleh Pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama maka keteko­
ran ini akan segera bisa diatasi atau tertutup kembali. 

Yang kedua kami juga berpendapat bahwa keadilan dan pemera­
taan serta progresifitas ini tetap kita jagas sejauh batas-batas 
yang masih mungkin tentunya kita tidak bisa memenuhi segala 
kriteria itu sekaligus. 
ruhan harus bisa untuk 
progresifitas yang kecil 
beban yang lebih besar. 

Ada flus minusnya, namun secara keselu­
mencerminkan keadilan, pemerataan dan 

dibebani kecil, yang besar menanggung 

Kami juga sependapat dengan Pemerintah bahwa sistem penta­
rifan ini dan lapisan ini agar dibuat sederhana. 
Memang kami sudah mencoba malam minggu kemarin di tengah kesi­
bukkan dengan keluarga coba menghitung-hitung, makin panjang itu 
makin sulit. Jadi kami bukan tidak setuju yang panjang, kadang­
kadang yang panjang juga baik, tapi kadang kala menyulitkan dan 
kecenderungan kekeliruan itu makin besar. Karena itu kalau yang 
sekarang ini kita menggunakan 3 lapisan barangkali loncat 1 
barangkali masih agak tidak menyulitkans tapi kalau 5, 6 dan 
seterusnya barangkali sudah agak menyulitkan. 

Yang ke-4 alasan kami s a tau pertimbangan kami juga bahwa 
sebagaimana telah dipaparkan oleh Bapak Menteri pada Minggu yang 
lalu, maka situasi global, regional. Ini sangat terpengaruh. 

Jadi kalau khususnya di dalam rangka merangsang investasi, 
karena pada dasdarnya para investor-investor i tu juga sekecil 
mungkin pajak makin menarik. Kami juga berpendapat bukan alat 
pemicu untuk meningkatkan investasi dari pajak, tapi faktor­
faktor lain mungkin seperti tenga kerja, faktor kestabilan poli­
tik dan ekonomi dan sebagainya itu juga merupakan faktor. Namun 
salah satu daripada yang diharapkan dari sistem perpajakan ini 
tentunya masalah tarif juga merupakan. 

Yang berikutnya selama ini kita lihat bahwa masyarakat 
dengan gambaran peningkatan pendapatan pajak untuk penerimaan 
negara untuk tahun-tahun sejak diberlakukannya undang-undang yang 
lama yang sekarang ini berlaku, maka makin meningkat. 

Dan tentunya dengan adanya keringanan-keringanan tertentu 
yang bisa dirasakan oleh masyarakat, maka diharapkan ini secara 
psykologis ada minat untuk lebih tertib di dalam menghitung 

kewajiban 
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kewajiban perpajakannya. 
Karena itu nuansa dari RUU dimana ada peringanan tarif 

kelihatannya satu hal yang baik sebagai start awal. Sehingga 
diharapkan pada waktu yang akan datang kesadaran masyarakat untuk 
menghitung dan menyetor kewajiban pajaknya akan juga dapat dipa­
cu. 

Selanjutnya kami membanding-bandingkan dari beberapa exer­
cise ini dan kami coba membuat grafik dengan data-data yang ada, 
maka undang-undang yang berlaku sekarang itu grafiknya agak 
steaf/tajam. 

Dari usul FKP kami melihat karena juga menggunakan patokan 
maksimal sejuhlah 35 persen. Perbedaannya dengan yang berlaku 
sekarang tidak terlalu banyak, jadi hanya lebih rendah sediki t 
jadi lebih kurang penerimaan negaranya tetapi grafiknya lebih 
kurang hampir sama ketajamannya. 

Dari exercise yang dibuat dengan usul dari FPDI kami melihat 
draping penerimaan negara sangat signi fikan. Jadi mungkin di 
atas 40 persen pada tahap-tahap awal dan i tu. Dan grafiknya 
sendiri agak lebih kurang terjal dan kalau dilihat juga mengenai 
tarif-tarif yang berlaku pada RUU ini juga berada di at?s peneri­
maan kalau dibandingkan dengan grafiknya usul FPDI sediki t di 
atas dari grafik yang ada dari usul FPDI. 

Dan k .. '\lau kami bandingkan dari alternatif 1 yang diajukan 
Pemerintah ini kelihatannya berada di tengah-tengah antara RUU 
dengan undang-undang nomor 7 tahun 1983. 

Dan dari gambaran grafik ini kami melihat bahwa khususnya 
untuk alternatif 1 kecenderungan progresifitasnya agak lebih 
kentara ketimbang dari RUU yang sekarang, yaitu mulai pada tahap 
penghasilan Rp. 10 juta, Rp. 50 juta, sampai Rp. 100 juta itu 
lebih baik. 

Jadi berdasarkan beberapa analisa dan pertimbangan-pertim­
bangan yang kami sampaikan di atas kami FABRI sepakat untuk 
menerima dan mengusulkan digunakan lapisan dan sistem tarif yang 
berlaku pada alternatif 1. 

Jadi di sini pengurangan terhadap penerimaan negara diban~ 
dingkan denoan undang-undang yang sekarang itu kalau pada Rp. 10 
juta kurang lebin 33. persen, pada Rp. 50 juta berkurang 30,4 
persen makin besar makin kecil selisih dengan penerimaan yang 
sekarang. Berarti grafiknya mendekati kepada grafik yang seka­
rang berlaku. Sedangkan pada RUU penurunan pada Rp. 10 juta itu 
33 persen hampir sama atau sama. Sedangkan pada Rp. 50 juta 
sudah lebih besar yaitu Rp. 45, 7 persen .. jadi anjloknya agak 
lebih besar. Sedangkan pada Rp. 100 juta kalau yang alternatif 1 

minus 20 persen.. kalau RUU minus 31 persen. Pada Rp. 500 juta i 

pada al ternati f 1= 15 persen, pada RUU 18 persen. . .. 
Jadi .lebih menguntungkan kalau ki ta menggunakan al ternati f · ·. 

1. Jadi demikian Ibu Ketua. 

J ad i ............ . 
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Jadi dengan pertimbangan dan perhitungan-perhitungan secara 
agak lebih teliti namun tidak terlalu jelimet tentunya masih ada 
yang bisa ditemukan yang agak pas sekali, tapi saya kira karena 
ini merupakan 1 patokan yang segera, barangkali nanti kalau 
dihitung-hitung secara lebih teliti nanti akan keluar sen-senan 
barangkali malah tidak praktis lagi. 

Sehingga berdasarkan semua pertimbangan dan alasan-alasan 
yang kami kemukakan tadi, sekali lagi kami mengajukan usul kong­
krit dari FABRI kami setuju dengan alternatif 1 yang disarankan 
oleh Pemerintah sebagai pengganti daripada lapisan dan tarif yang 
ada di RUU. 

Demikian Ibu Ketua dan rekan-rekan sekalian dan Bapak Men­
teri yang kami hormati usul kami. 

Terima kasih atas perhatian. 
Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. 

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN): 

Terima kasih dari FABRI, ki ta telah mendengarkan bersama 
pertimbangan-pertimbangan yang diambil yang kemudian telah dise­
tujui oleh FABRI untuk ·memilih alternatif 1 yang telah diajukan 
oleh Pemerintah hari Jumat yang lalu. 

Kami lanjutkan kepada FKP. 
Silahkan Pak. 

FKP (H. ABDULLAH ZAENIE. SH.): 

Terima kasih Ibu Pimpinan, 
Bapak Menteri yang kami hormati serta Bapak Dirjen Pajak, 
Sebagaimana kita ketahui bahwa kita panja ini sudah menerima 

6 exercise dari Bapak Menteri Keuangan dan digabungkan dengan 
yang lain menjadi yang berlaku itu menjadi 7. 

Dari alternatif-alternatif yang diajukan oleh Menteri 
Keuangan kami setelah membandingkan dengan saran ataupun usul 
dari pada FKP dan juga setelah melakukan konsultasi dengan Frak­
si, maka pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Pemerintah 
mengenai lapisan penghasilan kena pajak dan tari f pajak sebagai 
landasan dari pada memberikan dua alternatif, yaitu alternatif 1 
= 4 lapisan, alternatif 2 = 3 lapisan, dan juga sesuai dengan apa 
yang diungkapkan oleh Pemerintah ini sudah memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh usul ataupun saran dari Fraksi-fraksi yang ada di 
dalam Panja ini. 

Pemerintah tiba pada kesimpulan sebagai landasan 
dasar untuk mengajukan alternatif-alternatif itu yang 
dikaitkan dengan penerimaan negara. 

ataupun 
pertama 

Dimana diharapkan dengan adanya salah satu alternatif nanti 
yang dipilih, maka penerimaan negara itu nanti tidak akan banyak 

berubah .......... . 
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berubah tidak akan banyak berbeda untuk tahun 1995-1996, tetapi 
in the long range dia akan meningkat dengan baik. 

Dan sebagaimana ki ta ketahui pajak i tu salah satu andalan 
dari pada kita untuk membiayai pembangunan, sehingga bisa mele­
paskan diri setidak-tidaknya melepaskan diri dari ketergantungan 
kita terhadap bantuan dari luar negeri. 

Yang kedua juga setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh 
ataupun mempelajari dengan saksama alternatif-alternatif yang 
telah diajukan oleh Pemerintah. Keadilan dalam memikul beban 
pajak juga sudah diperhitungkan di sini. Sehingga di sini terda­
pat pemerataan dan progresifitas di dalam penarikan pajak. 

Yang ketiga alternatif yang diajukan oleh Pemerintah, teru­
tama yang menganut 4 lapisan i tu masih di dalam kerangka a tau 
ruang lingkup kesederhanaan, sehingga memudahkan para wajib 
pajak. 

Yang ke empat kita juga melihat bahwa dengan· adanya batasan 
tertinggi untuk penghasilan kena pajak sebesar 30 persen i tu 
nanti aka n dapat merangsang investasi baik dari luar maupun dari 
dalam negeri. 

Yang kelima juga dapat nanti dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dengan sistem self asesment. 

Berikutnya saya kira yang keenam ya, 
Kalau ki ta lihat usul ataupun saran dari pada FKP, dimana 

Pemerintah juga sudah turut memperhatikan untuk lapisan terutama 
yaitu 0 - 10 juta itu punya kesamaan, Rp. 10 juta sampai dengan 
Rp. 30 juta itu alter.natif FKP yang kedua. 

. : .~ 
... ,., 
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Jadi ada titik-titik persamaan disini, dan juga kalau kita 
berusaha untuk melihat keadaan tarif ataupun situasi tarif dengan 

alternatif -alternatif yang diajukan oleh pemerintah, maka 
nampaknya alternatif 1 itu yang paling baik, yang paling 

favourable untuk perkembangan perpajakan kita pada masa yang akan 

datang, kami 1 ihat disini umpamanya untuk PKP sebesar 10 juta 

tarif yang berlaku 15 % , tarif alternatif 1 itu 10 % maka 

penurunan tarif itu 5 %. 

Kemudian untuk penghasilan kena pajak 15 juta dan 

selanjutnya tarif yang berlaku sekarang 25 % tarif alternatif 1 

itu 15 % maka penurunan tarif itu 10 % dan 5 juta selanjutnya 

itu tarif yang berlaku sekarang 25% tarif alternatif 1 15% 

berarti ada penurunan tarif disini 10 % , jadi dia penurun.annya 

itu tidak terlalu jomplang begitu 15, 10, 15 10 yang dari atas 5 

10, 10. 

Kemudian penghasilan kena pajak 20 juta selanjutnya, tarif 

yang berlaku sekarang 25 % tarif alternatif 1 20 % , turun disini 

tarif itu berarti 5 % dan untuk tarif yang 35 % dengan 

penghasilan 20 juta selanjutnya, itu tarif yang berlaku 35 % tarif 

alternatif 1 yang kita lihat didalam alternatif pemerintah ini 30 

%, berarti turunnya tarif 5 % • 5 juta selanjutnya dari tarif 

yang berlaku 35 % tarif alternatif 1 30 % dan penurunan tarif 5 % 

25 juta selanjutnya tarif yang berlaku 35 % , tarif alternatif 1 

30 % jadi ada penurunan tarif 5 % Jadi selebihnya dari 25 juta 

itu 35 % alternatif 1 30 % penurunan tarif 5 % • Jadi disini 

kelihatannya penurunannya tidak terlalu drastis dari segi tarif 

pajaknya dan juga dari segi penghasilannya yaitu tarif lapisan 
penghasilan barangkali disini juga kelihatannya moderat begitu. 

Jadi dengan demikian dengan lapang dada FKP menerima alternatif 1 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT (dr. IDA YUSI DAHLAN) : 

Teriama kasih dari rekan Fraksi Karya Pembangunan kita telah 

mendengar juga pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dan. juga 

telah menerima alternatif pertama yang ·diajukan oleh pemerintah 

pada exercise yang diberikan pada hari Jum'at, kami lanjutkan 
silahkan Bapak-bapak dari Fraksi PP 

F • pp •• • ~ •••... • . 
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F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) : 

Ibu Ketua yang saya hormati. 
Ibu dan Bapak-bapak para anggota Panja yang saya hormati. 

Bapak Menteri Keuangan beserta staf yang terhormat. 
Setelah kami mempelajari beberapa exercise yang disampaikan 

oleh pihak pemerintah dan semula kami mendalami hanya 

membandingkan antara RUU dengan UU yang lama, maka kesempatan 

bagi FPP untuk mempelajari banyak setelah menerima exercise itu 
sehingga dapat membandingkan satu dengan yang lainnya. 

Sebagaimana dikemukan oleh Bapak Menteri bahwa 5 (lima) 
pertimbangan didalam menetapkan tarif dan PKP-nya, pertama adalah 
·pertimbangan mengenai penerimaan negara, yang kedua mengenai 

keadilan dalam memikul pajak, ketiga sederhana agar memudahkan 
Wajib Pajak maupun fiscus, keempat dapat dibantu dengan efektif 

fiscus dan tetap merangsang investasi, kemudian dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka sistem self 

assesment, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Menteri mengemukan 
pada waktu itu bahwa penerimaan yang paling besar dari lapis 
tarif tertinggi 35 %, sehingga dengan pengurangan 35 % menjadi 30 

% menjadikan penerimaan negara berkurang dalam jumlah yang cukup 

besar. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya investasi asing 
maupun dalam negeri hanya memperhatikan, kami garisbawahi disini 
»hanya memperhatikan tarif tertinggi" ~ kemud.ian yang ketiga 

penjelasan selanjutnya menurunkan lapis tarif tertinggi untuk 

merangsang investasi guna meningkatkan penerimaan negara. 

Saya kira pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan negara 
sudah terpenuhilah dengan kehendak kita untuk menurunkan menjadi 

30 % dari satu faktor ialah dari lapis tertinggi, kemudian 

pertimbangan yang kedua ialah mengenai azas keadilan didalam 

menganut azas daya pikul, itu penurunan tarif secara absolut pada 
masina-masing lapis. Jadi kita berupaya sekarang ini untuk 
m~nurunkan tarir' secara absolut dari masing-masing lapis dibuat 
proporsionot dnn bahkan sama. 

nienl;urana i progres i vi tas dar i 
Tentunya hal ini akan menimbulkan 
keadilan berdasarkan daya mampu, 

Judi kalnu klta bertitik tolak kepada UU yang lama, maka 

pengurangan secara me rata i tu menurut FPP i tu akan mengurangi 
progresivitas didalam pembebanan. 

Progresifitas yang mengurang tentu juga akan mengurangi 

keadilan, itu harus diperbaiki dengan menyempurnakan lapisan 

penghasilan kena pajak atau PKP, dan ini sudah diusahakan juga 

o 1 eh .......... . 
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oleh pihak pemerintah didalam usulnya. bahwa pengurangan .tarif 

s~cara proposional itu telah diperus~hakan atau telah ditampang 

atau telah diimbangi dengan usaha untuk merubah juga lapisan PKP 
yang diterapkan pada tarif-tarif yang menurun secara proposional 

itu. 
FPP mengemukakan asumsi 4 (empat) golongan besar dari pada 

masyarakat didalam bidang perpajakan yang dia berstatus sebagai 
Waj ib Pajak, pertama lapisan keci 1 sekal i, lapisan keci 1 dari 
pada lapisan tidak kena pajak dan kemudian lapisan berpendapatan 

rendah dengan tarif yang terendah, kemudian lapis menengah, 

kemudian lapisan tinggi dan tertinggi. 
Untuk itu dengan turunnya tarif lapis tertinggi 5 % dan 

lapis tarif lainnya sampai terendah, maka lapisan tertinggi tidak 

boleh lebih tinggi dari pada yang sudah ada, jadi PKP yang 

tertingi kalau kita mau menerapkan azas keadilan menurut FPP 
tidak boleh lebih tinggi pada yang ada sekarang ini, karena 

mereka sudah turun dari 5 % , maka ini adalah cocok dengan 

alternatif kedua ialah mencapai 50 juta keatas tetap dikenakan 

30 % 

Kemudian untuk lapios menengah, kami. mulai tadi sudah dari 

lapis ~ertinggi, 2 lapis tertinggi itu sudah menikmati tarif 5 % 

maka dia hanya mengenal PKP yang lama ialah 50 juta, setelah 50 

juta keatas akan diterapkan lapis tertinggi 30 %. Sebaliknya bagi 

lapisan yang tarif rendah dalam hal ini 5 % itu harus naik PKP­

nya karena kalau tidak mereka hanya menikmati 5 % sama dengan 
yang tert inggi, PKP-nya harus naik, · untuk i tu maka tari f yang 
terendah 10 % dengan PKP 25 juta saya kira merupakan imbanganlah 

torhadap yang terendah ini. Sedangka PKP dalam tarif 25 % yang 

sekarang dlpecah menjadi 20 " dan 15 % atau menurut alternatif 
kcdua tidak dipecah sama sekali tatap pada 15 % dengan batasan 
seperti yang lama 25 - SO , saya kira itu sudah pas, karena dia 
yang terendah akan menikmat i pembebasan 2S yang pertama dengan 
tarif 10 % kemudia yang menengah keatas dia akan menikmati 

pengurangan yang pertama maupun pengurangan yang ·kedua dari pada 

PKP dan tidak_ perlu menikmati untuk PKP yang akan datang mencapai 
jumlah yang 75 juta seperti yang dikonsepkan RUU. 

Kami juga mengemukakan beberapa grafik sepert i oleh FABRI 

tadi bahwa dari pilihan kami semula RUU maupun yang kedua, 

ternyata pada waktu pendapatan 25 juta 

terendah itu grafiknya tidak menyolok, jadi 

sesuai denga tarif 

pembebanannya pada 

t i ngka t •...•. · 
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tingkat 47 mulai 20 juta pada tingkat 50 rasionya pada tingkat 

47, kemudian dari 47 naik menjadi 54 kemudian naik menjadi 66, 

naik menjadi 73, naik menjadi 73 dengan belakang kama lebih 

besar, naik menjadi 83 kemudian naik menjadi 88, 8 pada 

pendapatan 1 mi lyar, pada pendapatan 500 juta dia naik menjadi 

83,57 itu hampir sama dengan RUU alternatif kedua, tapi kalau 

alternatif yang kesatu ternyata pembebanan dari 10 juta kebawah 

sampai kepada 25 juta itu mengalami perbedaan karena PKP-nya 

adalah 10 juta, sedangkan yang kedua maupun RUU, PKP-nya yang 

pertama itu tarif yang terendah adalah 25 juta. 

Demikian Ibu Ketua beberapa hal yang kami pelajari dari pada 

exercise yang disampaikan oleh Bapak Menteri atas nama pemerintah 

dan kami semula condong kepada RUU tapi sekarang condong kepada 

alternatif kedua, karena akan lebih sederhana ialah 3 (tiga) 

lapis dan akan berlaku seperti yang lama 3 (tiga) lapis dan juga 

dengan batas tertinggi PKP-nya adalah 50 juta dan batas terendah 
dari pada tarif dengan PKP 25 juta. Saya kira demikian Ibu Ketua 

Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih rekan dari FPP yang telah juga menyampaikan 

dasar-dasar pertimbangannya dan juga mengenai pemilihannya, yang 

semula dari RUU yang sekarang lebih berorientasi kepada 

alternatif kedua, kami persilahkan dari FPDI. 

F.PDI (ABERSON MARLE SIBALOBO) : 

Terima kasih Bu Ketua. 

Kami dari Fraksi POI pada prinsipnya kami mempunyai titik 

pandang dalam menentukan tarif beserta lapisannya ini sama dengan 

yang disampaikan oleh rekan dari FPP, ini mungkin kami sudah ada 

kesepakatan dengan Pak Mukrom, jadi -ternyata memang kesepakatan 

itu dilaksanakan benar-benar, walaupun kesepakatan itu dihal yang 

lain sebetulnya Pak Menteri, tapi rupanya juga· berlaku didalam 

penentuan tarif ini. Kami juga setelah menimbang dari berbagai 

aspek yang memang perlu, cuma perbedaannya kami lebih penekanan 
dan pendekatan kami adalah kepada penerapan azas keadilan, 
sehingga filosofi bahwa tanggung jawab untuk membayar pajak ini 

hatus didasark:,an kepada penghasilan atau kemampuan dan juga tidak 

me*gabaikan f~ktor-faktor ~taupun aspek-aspek lain yang harus 
kiia.perhitunikan didalam menentukan tarif ini seperti penerimaan 

I . 
I negara ..•.•.. 
I 
I • 

I 

I 
I 
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negara maupun juga masalah azas kesederhanaan bagi Waj ib Pajak 

maupun fiscus nan dan juga progresifitasnya maupun juga untuk 

memberikan insentif atau merangsang investasi sesuai dengan 
persaingan yang kita sedang hadapi sekarang ini dalam era 

globalisasi perekonomian ini. 
Kalau kami bandingkan memang dengan alternatif kedua, usul 

dari Fraksi PDI agak melemah pada pendapatan yang besar yaitu 
khususnya yang dari 100 juta keatas dibandingkan dengan RUU 

maupun dibandingkan dengan apalagi dibandingkan dengan UU yang 

berlaku. Sementara untuk lapisan yang terendah maupun juga yang 

menengah antara RUU maupun dengan alternatif dua dari pemerintah 

dengan usulan Fraksi PDI itu sama. Kalau dilihat dari 

pogresifitasnya_memang disitu yang alternatif kedua itu dari 

saran pemerintah adalah jauh lebih progresif dibandingkan dengan 

usulan dari Fraksi PDI dan juga alternatif kedua ini memenuhi 

azas kesederhanaan sebagaimana yang ki ta ketahui bahwa didalam 

pemungutan pajak ki ta ini, masalah administrasi yang sederhana 

itu sangat mempunyai peranan baik bagi fiscus maupun juga bagi WP 

apalngi dengan kita sudah memberlakukan sistem self assesment 

utau untuk m~nghitung sendiri penghasilannya yang terkena pajak, 

maka dengan lapisan tarif yang lebih sederhana ini kami kira akan 

kita bisa lebih mendekatkan pemungutan kita itu kepada efisiensi 
dan efektivitas. Tadi rekan kami dari FPP sudah melihat bahwa apa 

yang dinikmati oleh yang berpenghasilan relatif tinggi ini tadi 

yaitu baik dengan penurunan tarif, sedangkan lapisan besarannya 
itu adalah masih tetap sama 50 juta keatas dikenakan 30 % . 

kami 

kami 

Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa fraksi PDI setelah 
lakukan juga pembahasan 2 (dua) malam berturut-turut ini, 
menerima alternatif kedua dari pemerintah. 

Sekian Bu Pimpinan dan terima kasih. 

KETU.A R.AP.AT : 

Terima kasih, keempat fraksi Bapak Menteri telah memberikan 
pandangannya ~an pi 1 ihannya, jadi boleh saya ajukan bahwa FABRI 

dan FKP memilih alternatif p.ertama dan FPDI dan FPP alaternatif 
kedua,. Mohon tanggapan dari Pak Menteri sebagai Wakil dari 
pemerintah, silahkan. 

PEMERINTAH . . . . . . . . . . . 
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PENERINTAH (DRS. NAR'IE NUHANAD) : 
Pimpinan dan para anggota Panja yang kami hormati 

Kami setelah menyimak secara mendalam apa-apa yang telah 

disampaikan oleh para anggota Panja yang kami hormati dan kami 

sudah sungguh menyambut dengan gembira bahwa usul tanggapan yang 

disampaikan oleh para fraksi masing-masing dari ABRI, dari 

fraksi Karya Pembangunan, dari PPP dan ~DI, maka ternyata 

diantara kita tidak ada perbedaan dalam persepsi itu yang pokok. 

Sebenarnya baik alternatif satu maupun alternataif kedua 

memenuhi kriteria pertimbangan didalam kita menentukan tarif dan 

penghasilan kena pajak ini, itu yang pokok sebetulnya. Ini kan 

suatu perbedaannya terus terang saja satu dan dua i tu marginal 

kalau kita mau jujur ngomong, tetapi sebagaimana kami sampaikan 

bahwa didalam enam pertimbangan yang kami sampaikan yang 

mempengaruhi tarif dan lapisan kena pajak, memang tidak mungkin 

semuanya itu kita penuhi secara maksimal tidak mungkin, karena 

i tu ki ta coba mengkombinasikan tetapi tentunya satu sama lain 

pertimbangan itu tidak bisa kita beri bobot yang sama dan dalam 

keadaan sekarang saya kira penerimaan untuk negara tetap 

memperoleh pertimbangan yang paling utama, kemudian dengan tidak 

mengurangi pentingnya pertimbangan yang lain. Jika itu saudara 

Ketua dan para anggota yang kami hormati, kami telah membuat 

perhitungan kembali alternatif satu dan dua itu berapa hilangnya, 

kan itu tidak terlalu banyak perbedaannya. Itu yang kami katakan 

marginal tadi. 

Alternatif satu kira-kira hilangnya ini pes sekali dak 

mungkin itu order of magnitude itu perhitungan kami dengan 

berdasarkan rekaman SPT yang terakhir yang masuk, jadi itu 

fakta bukan bikin teori-teori tidak, berdasarkan rekaman SPT yang 

masuk tentunya keadaan lain adalah semen tara ceterus paribus, 

maka al ternat if satu ki ta hi langnya kurang lebih satu tri lyun 

lima puluh milyar, 105, 1050 kurang lebih. 

Sedangkan alternatif kedua kita hilangnya hampir 1,1 

meskipun ini memang lebih sedikit lebih rendah dari pada RUU 1,1 

kalau alternatif dua kalau alternatif satu hilangnya 1050 kurang 

lebih, pokoknya bedanya satu dan dua itu hilangnya penerimaan 

negara kurang lebih 50 milyar bedanya. Karena itu 50 milyar 

dalam order trilyunan itu kita menganggap itu marginal istilah 

kami. 55 mi lyar ya something past i 55 mi lyar berapa bisa ki ta 

bangun Puskesmas macam itu lagi, kita kan. mesti begit~, yang 

pokok-pokok •••.••••••. 
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pokok-pokok untuk rakyat i tu tetapi tetap. marginal didalam 
kese.luruhan penerimaan negara dari sektor pajak. 

Nab karena itu kami sangat gembira dan kami ucapkan terima 
kasih bahwa akhirnya kita mencapai kesamaan persepsi didalam hal 
yang ini cukup crucial, karena itu bagi kami dua-dua tidak ada 
soal, nab kami kembalikan kepada Bapak sekalian, ini perbedaannya. 
hanya 55 milyar terus terang saja karena itu marginal, nab 
sekarang banyak alternatif satu maupun dua adalah exercisenya 
kami sampaikan. Jadi manapun yang diambil oleh kita, kami tidak 
keberatan, bedanya hanya itu 55 milyar kami sudah hitung-hitung, 
kalau alternatif satu, 1 trilyun 50 milyar kurang lebih/order of 
magnitude, alternatif dua 1,1 trilyun, berarti bedanya 50 milyar 

rupiah marginal. 
Jadi karena i tu Pimpinan dan para anggota Panja yang kami 

hormati, kami tidak ada keberatan dan kalau boleh usul, kami 
lebih cenderung Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat. 
kita putuskan ini karena ini crucial yang lain-lain sedikit 
dibandingkan ini lebih prinsipil, kita katakan apa adanya terus 
terang saja, diseluruh dunia bicara pajak ini yang paling crucial 
sebetulnya khususnya PPh, PPn orang tidak terlalu, biasanya PPh 
ini yang paling sensitif. Karena itu kalau kami boleh usul 
Pimpinan dan para anggota yang terhormat apa boleh kita skors 
sepuluh, lima belas menit sambil kita minum-minum kopi sebentar, 
kita break sebentar, katakanlah sekitar lima belas menit coba 
kita cari mungkin ada jalan itu, sebab tidak bany~k bedanya kita 
coba lebih mendekatkan, ini sudah dekat lebih dekat lagi. 
Tcrimn kasih. 

KHTUA KAPA'I' 

Tcrima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan 
tanggapan terhadap penelaahan dari keempat fraksi, yang saya 
yakin telah kita endapkan dua hari, dimana memang tergambar bahwa 
persepsinya sudah tidak ada perbedaan dengan pertimbangan­
pertimbangan yang sama, hanya tentunya tadi seperti Bapak Menteri 
sampaikan pembobotan dari pertimbangan ini yang mungkin ada 
kurang lebihnya. 

Dan karena kedua alternatif yang dipilih keempat fraksi ini 
yang juga ol.eh Bapak Menteri dikatakan sa.ngat marginal 
berbedanya, jadi saya kira sangat simpatik Bapak Menteri 
menau~ulkan kopada kita untuk break dulu dan sementara itu 
tuntunya kita bisa salina jawil rnenjawil ddmiklan, sambil 
nsobf()l-n;obrul. Jndi r:~nyn kirca frn.kesi ... frAk:si t!dak kobcratan 
kita skors 15 menit sambil minum kopi. 

(RAPAT SETUJU UNTUK DISKORS) 
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KETUA RAPAT; 

Setelah kita melampaui beberapa saat berbincang-bincang di 

tuangan lain yang terpisah tadi, tetapi ternyata setelah keluar 
ruangan semuanya tersenyum. Jadi saya kira apa yang akan ki ta 

dengarkan dari fraksi-fraksipun suatu kabar gembira, dengan 

demikian pertemuan yang kita skorsing tadi. dengan ini saya cabut. 

Kami persilahkan fraksi ABRI memberikan tanggapan setelah 

berbincang-bincang tadi Pak, silahkan. 

F.ARRJ : tR. SOEDJALMO 

Terima kasih Ibu Ketua, setelah kita tadi bertemu dengan 

suasana yang sangat akrab dan terbuka serta penuh saling menerima 

dan memberi maka pada dasarnya tadi kami ingin tetap mempertahan­

k·a n pad a a 1 t e r n a t i p s a t u d e n g an a 1 a s a n - a 1 a s a n y an g t a d i p a g i 

sudah kami sampaikan. Masalah yang berbeda yang disampaikan oleh 

F.PP dan F.PDI pada dasarnya berbeda pada penilaian fraksi kami 
terhadap kepemihakan kita. 

Saya kira kita semua setuju untuk memihak pada yang lemah 

dalam hal ini yang pendapatannya menengah kebawah itu. Namun 
karena itu kami memecah 0 s/d 10, 10 s/d 30, sedangkan dari rekan 

F.PDI dun F.PP menyatukan 0 s/d 25. Namun setelah kami 

mendengarkan penjelasan rekan dari F.PDI dan F.PP maka kami bisa 

memahami. Memang kalau dilihat dari kesederhanaan 3 (tiga ) lapis 

itu cukup sederhana, lebih sederhana dari 4 (empat) lapis, ini 

konsisten dengan sikap kami lebih sederhana lebih baik. 

Kalau dilihat dari dropping daripada penerimaan negara tadi 

sudah di tegaskan oleh Bapak Menteri bahwa marginal sekal i. Jadi 

atas perti.mbangan-pertimbangan itu kami dari F.ABRI dapat 

menerima saran dan pendapat dari rekan-rekan F.PDI dan F.PP. Kita 

terima demi musyawarah mufakat yang selalu kita jadikan dasar 

dalam penyelesaian pembahasaan ini dan untuk itu kami tidak 
bersikukuh pada alternatip 

sepenuh hati alternatip ke 
Rp. 25 juta sebesar 10%, 

diatas Rp. 50 juta sebesar 

satu tetapi kami dapat meherima dengan 

dua yaitu dengan batas lapisan 0 s/d 

25 s/d Rp. 50 j uta sebesar 15%, dan 
30". 

Namun kami 'juga menghimbau karena disini penerimaan negara 

sudnh akan merosot, ka 1 au j usa kit a mas i h akan mtlmbeban i pada 

saat bersamaan dengan berkurangnya penerimaan akibat meningkatnya 

PTKP yang notabene belum 1 (satu) tahun diberlakukan dan didalam 
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close pasal 7 ayat 3 it u juga masih ada kemungkina untuk 

meningkatkan PTKP dimasa yang akan datang sesuai dengan situasi 

dan kondisi kami menginginkan karena penerimaan negara pada hake­

katnya a~alah tanggung jawab kita bersama demi kemandirian kita 

didalam pembiayaan pembangunan dimasa mendatang, kami menginkan 

agar PTKP kemabali kepada RUU sesuai dengan konsep yang 

dicantumkan dalam RUU. 
Jadi demikian Ibu Ketua pendapat dari F.ABRI dan atas 

perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

KETUA RAPAT 

Terima kasih rekan dari F.ABRI yang telah menyampaikan 

pendapatnya setelah mengadakan pembicaraan pada waktu skorsing 

tadi, selanjutnya kami persilahkan F.KP. 

F.KP H. ADIMIR ADIN, MA 

Terima kasih Ibu Ketua, pada dasarnya _apa yang ingin 

disampaikan oleh F.KP setelah melakukan pembicaraan diluar 

ruangan, sama dengan F.ABRI karena di dalam pengusulan tadi 

mempunya i pendapa t yang sama. Te tap i in i be rupa t anggung j awab 

duri :>o.suutu yung bcsur untuk kitu duput mcmbcri pudtt tolcrunsi 

tcrlcntu~ untuk. mcncrimu, muku kuml dupul mcncrim11 usul d11ri F.PP 

dun F.PDI mcngcnui lupi~Htn tnrip pujuk yuitu nllcrrwtp 2 (dun). 

Tcntu suju scperti dikemukakan oleh F.ABRI dengan catatun untuk 

PTKP pada dasarnya kita serahkan pada pemerintah dan tentu tidak 

berubah dari apa yang sudah di dalam RUU, sekian terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih rekan dari F.KP yang kalau bisa saya sampaikan 

karena tadi F.ABRI dan F.KP inilah yang memilih alternatip lain 

sekarang telah dengan besar hati dapat bersama-sama untuk memilih 

Juga apa yang telah di beriakan oleh pemerintah pada alternatip 2 

(dua), Jadi saya kira catatan dari ke dua rekan fraksi ini untuk 

~upuyu juga tiduk terlcpas mcnghimbau pada rckan dari fr~k5i lain 

untuk jugu dikai,an pada PTKP yang lain yang akan kita bahas pada 

pembahasan pending dari pasal 7. 

Jadi saya kira himbauan dari ke dua fraksi tersebut tolong 

pula untuk fraksi-fraksi lain untuk dijadikan catatan yang sangat 

berarti untuk kita majukan pada hari ini. Saya persilahkan F.PP 
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saya kira untuk kita garis bawahi lagi, silahkan Pak. 

F.PP H.M. MUKROM AS'AD 

Ibu Ketua yang k~mi hJrmati, karena persepsi antara empat 

fraksi dan pemerintah sebagaimana yang terumus di dalam ke dua 

alternatip maka pada pembicaraan yang terbuka rumusan alternatip 

kedua dipandang lebih baik daripada rumusan alternatip satu yang 

dianggap sudah baik sehingga basil musyawarah untuk mufakat ke 

empat termasuk F.PP menerima alternatip ke 2 (dua) dan oleh 

karena F.PP membahas lapisan tarip yang dikaitkan dengan PTKP 

maka sekaligus F.PP juga memberikan persetujuan pula kepada PTKP 

sesuai dengan rancangan undang-undang setelah di tambah 

penjelasannya disamping penjelasannya ada dengan penjelasan 

tambahan yang berbunyi "sebagai pertimbangan juga adalah 

perkembangan harga kebutuhan pokok daripada masyarakat" maka 

dengan alhamdulilah syukur pada Allah bahwa sekaligus pada masa 

skorsing tadi ke dua masalah tersebut dapat dimufakati oleh F.PP 

bersama dengan fraksi-fraksi yang lainnya, terima kasih. 

KETUA RAPAT 

Terima ksih rekan dari F.PP yang telah juga menggarisbawahi 

himbauan dari kedua fraksi lain dan untuk hal tersebut memang 

kita patut ssyukur dengan adanya skorsing tadi menjadi 

kesepakatan bersama. Kami persilahkan F.PDI. 

F.PDI ABERSONMARLE SIHALOHO 

Terima kasih Ibu Pimpinan, F.PDI berkenaan dengan masalah 

tarif sejak pembicaraan kita tadi kami memang sudah menentukan 

pilihan ka~i pacta alternatip ke dua dan kami mengucapkan terima 

kasih kepada rekan-rekan dari F.ABRI dan F.KP setelah kita 

melakukan lobby dan mempertimbangkan secara luas dalam kaitan 

dengan kepentingan negara kita khususnya, penerimaan negara, yang 

kemudian dapat menerima alternatip ke dua yang disampaikan 
pemerintah. 

Karena kita juga masing-masing sudah sepakat bahwa 
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membicarakan tarif PPh ini juga tidak terlepas dengan PTKP yang 

di atur dalam pasal 7. Dalam hal ini dengan fraksi F.PDI ada 

perbedaan keci 1 dan kami tadi dapat memahami dengan sepenuhnya 

penjelasan rekan-rekan fraksi yang lain terutama dari pemerintah 

bagaimana dampak dari pada PTKP terhadap penerimaan negara atau 

penerimaan APBN sampai secara kuantitatip-pun diperhitungkan. 

F.PDI dapat memahami sepenuhnya penjelasan pemerintah bahwa 

pemerintah menghendaki apabila kita menerima alternatip ke dua 

maka PTKP didalam RUU ini tidak mengalami perubahan. Ini 

pemerintah juga sudah menjelaskan bukan sekedar ngotot, tetapi 

memang ada perhitungan-perhitungari yang sudah di perhitungkan 

sejak semula sampai masuk didalam RUU menjadi demikian. 

Tadi juga kita sudah sama-sama mendengar berapa kekurangan 

penerimaan negara diperkirakan berdasarkan SPT yang masuk tahun 

pajak yang lalu dan demikian juga apabila ada perubahan terhadap 

kuantitatip dari pada PTKP ini yang ada dalam RUU maka penerimaan 

tersebut akan berpengaruh secara berarti, maka F.PDI dapat 

memahami ini tetapi karena kami tadi malam memang sudah diberikan 

garis oleh fraksi tetapi dengan diterimanya tadi oleh pemerintah 

maupun juga oleh fraksi yang lain dan malah urusan perumusannya 

ini datang dari P.ak Menteri Keuangan sendiri sehingga di dalam 

penjelasan pasal 7 ayat 3 di dalam RUU ini dinyatakan cukup 

jelas. Diberikan penjelasan bahwa akan kita masukan penjelasan 

bagaimana nanti kalimat resminya tetapi substansinya bahwa 

perubahan dari PTKP itu disesuaikan denga harga kebutuhan pokok 

masayarakat setiap tahunnya, ini kami kira nanti Timus dapat 

menyelesaikan. 

Sekali lagi kami katakan bahwa perubahan PTKP ini dilakukan 

sesuai dengan perkembangan harga pokok kebutuhan masyarakat 

setiap tahunnya. Dengan penjelasan ini pacta ayat 3 terutama Pak 

Yahya akan dapat kemudian kita bersama-sama memberikan 

persetujuan seperti apa yang kita sudah sepakat i terhadap 

kuantitatip daripada PTKP sebagaimana yang ada didalam RUU ini. 

Jadi kami minta maaf kalau kami belum dapat bersama-sama 

kami juga sepenuhnya sebetulnya ingin bersama-sama tetapi mohon 

bahwa ini bukan sekedar untuk mau berbeda tetapi memang kami kira 

kami juga untuk membiasakan diri untuk mendisiplin apa yang kita 

sepakati kalau kita mau berubah yach berubah bersama-sama, tetapi 

kami yakin bahwa kita akhirnya akan bersama-sama dalam kesepaka­

tan yang sudah kita ambil tadi. Sekian dan terima kasih Ibu Pim­
pinan. 
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KETUA RAPAT 

Terima kasih Pak Aberson dan Bapak Menteri tadi telah kita 

dengar bersama ke empat fraksi telah menyetujui alternatif ke dua 

yang diajukan oleh pemerintah dengan beberapa himbauan dan 

catatan bahwa ke empat fraksi memang mengkaitkan dengan PTKP yang 

di pasal 7 kita pending yang mengharapkan untuk pemerintah tetap 

tidak berubah pada RUU yang diajukan namun tadi Pak Aberson dari 

F.PDI telah menyampaikan karena 

tersebut jadi namun ki ta maklum. 

masih tersirat persetujuan 

Tad i d i kat akan dengan adanya 

Pak Yahya yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di F.PDI kami 

harapkan apa yang masih tersirat sudah sebentar lagi tidaka akan 

tersirat lagi. 

Jadi kami kembal ikan kepada pemerintah bahwa keempat-empat 

fraksi telah memilih alternatip yang Bapak pilih, silahkan. 

PEMERINTAH : MENTER! KEUANGAN MARI'E MUHAMMAD 

Sekull lagi kami ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya 

buhwu dcngun lklim musynwurnh untuk mufukut ukhirnya bolch 

dikutukun humpir sudah mencupai kesepakatan, tiduk hanya mengenai 

·lupisan, tari f, dan penghasi lan kena pajak tetapi juga mengenai 

PTKP. Meskipun sepenuhnya kami bisa memahami tetapi bahwa F.PDI 

terlebih dahulu akan melaporkan perkembangan ini kepada Pimpinan 

Fraksi dan kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

F.ABRI dan F.KP dengan kebesaran hati yang harus kita akui luar 
biasa. 

Inilah iklim musyawarah untuk mufakat. Kalau dinegara-negara 
liberal tidak bisa itu terjadi bahwa kalu sudah berbeda yach 

sudah langsung voting saja, kita tidak. Ini kita menunjukkan 
buguimanu hikmah yang blsa kita petik dari pada musyuwurah untuk 

mencapai mufakat. Ini menunjukkan kebesaran hati dan 

nlhumdulliluh kitu semua dituntun oleh kearifan dan oleh hikmah 

konstitusl kita, ini penting, bahwa musyawarah untuk mencapai 
mufukat. 

Kami tadi juga sudah sampaikan dalam pembicaraan lobby bahwa 

kami sepenuhnya memahami tentang penyesuaian PTKP dan kami 

gembira juga bahwa rekan-rekan dari seluruh fraksi juga memahami 

sepenuhnya keterbatasan negara. Kami inikan hanya menyampaikan 

langkah untuk membantu saja supaya kita mengambil keputusan 

supaya ki ta mengambi 1 keputusan yang betul-betul prop(Hsional, 

dilihat dari segi apapun juga bisa kita pertanggungjawabkan. 
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Karena itu dari pihak pemerintah tidak berkeberatan jika didalam 

pasal yang mengenai PTKP diberikan penjelasan, bahwa dalam 

penjelasan 

perkembangan 

bahwa PTKP akan disesuaikan sesuai dengan 

ekonomi moneter dan perkembangan harga kebutuhan 

pokok sehari-hari daripada masyatakat setiap tahunnya, kira-kira 

begitu nanti akhirnya kami rumuskan dan sekali lagi kami ucapkan 

penghargaan dan ter ima kas ih sebesar-besarnya dan dengan i j in 

Pimpinan jika dapat kami meninggalkan ruang ini karena kami 

sendiri ada sidang kabinet dan nanti malam kami ada disini 

kembal i. 

Atas ijin Pimpinan kami bisa ke tugas yang lain, terima 

kasih. 

KETUA RAPAT 

Terima kasih Bapak Menteri, ijinkanlah dahulu kami mensahkan 

ini pasal karena kita tadi telah mendengar kesepakatan bersama 

bahwa pasal 17 ayat 1 ini telah kita terima bersama adalah 

alternatip ke dua yang ditawarkan oleh pemerintah yang lapisannya 

itu terdiri dari tiga tarif 10%, 15%, dan 30% dimana PKPnya Rp.25 

juta batasnya, Rp.25 juta s/d Rp.SO juta, dan Rp.SO juta keatas. 

Dengan catatan juga telah disetujui oleh Menteri yang ada 

kaitannya dengan PTKP yang akan kita bicarakan nanti dengan pasal 

7 dengan juga tambahan dari pada penjelasan seperti yang 

maksudnya nanti akan dirumuskan oleh Timus. Oleh karena itu pasal 

17 ayat 1 ini dapat kita terima dan sahkan, terima kasih. 

------------ palu di kotok 1 kali --------------

Terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya pagi ini dan 

telah kita ketokkan pasal 17 ayat 1 dan kami ucapakan selamat 
siang dan terima kasih. 

Demikian pula saya kira Ibu-ibu dan Bapak-Bapak dan kita 

lanjutkan kepada pasal 25 ayat 2, kami persilahkan pemerintah. 

PEMERINTAH DRA. SRI RAHAYU 

Terima kasih Ibu Pimpinan, kami akan melanjutkan ke pasal 25 

ayat 2, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri olen 

Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sarna dengan 
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besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak 

yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan 

tahun pajak yang lalu. 

Dalam ayat satu tadi di sebutkan bahwa dasar perhi tungan 

atau besarnya angsuran pajak adalah berdasarkan SPT tahunanPPh 

tahun pajak yang lalu, namun mengingat batas waktu penyampaian 

SPT tahunan PPh itu adalah pada bulan Maret, maka SPT sebelum SPT 

tahun itu disampaikan maka dasarnya adalah angsuran bulan 

terakhir pada tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan disini bulan 

Desember namun sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran 

bulanan tahun pajak yang lalu, disini disampaikan sepanjang tidak 

kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu 

karena kemungkinan pada tahun yang lalu ada pengurangan­

pengurangan angsuran PPh pasal 25 mungkin dimulai pada bulan 

Oktober misalnya ada pengurangan PPh maka itu harus dibuat rata­

rata angsuran dalam satu tahun. 

Jadi tidak otomatis sama dengan bulan Desember. Misalnya 

saja dari bulan Oktober nihil sampai bulan Desember tidak 

otomuti.s Januari dnn Pebruari itu adalah nihil tetapi harus 

diratu-rata dari bulan Januari sampai dengan Desember dibagi 12, 

sckinn penjelasan kami. 

KETUA RAPAT 

Terima kasi.h, kami silahkan tanggapan dari fraksi-fraksi, 
F.PDI. 
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F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) 
Terima kasih Ibu Ketua, kami dapat memahami maksud dari Ayat 

(2) Pasal 25 ini. Jadi missionnya itu adalah jelas dan menentukan 
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh waj ib 
pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Karena kalau kami tidak 
salah SPT itu terakhir harus disampaikan 31 Maret setiap tahun, 
~H·tlnuJJknll lnh1111 pnlnk ilu henthlr pncln .11 lh.•Ncmht11·. YnnJI, inJ~,in 

I·'''" I .... ,,,,,, e··• t e·• ,, I, I,, .. ·••• ··••· •I II• I I I,, It.. ,,,,.,,.I,, I·, .••.•• ',, .• ,, l•tt ,,,.,.,, 

be::~ u.r ny tl tlng~ u1· till .i t u ~ tl.llltl. 

bulan terakhir. Jadi tentu 
dc::ngtl.n Ut:tstl.!'HYtl 

angsuran bu 1 an 
ung:sunut vuJuk. 

Desember, dar i 
uuluk. 

tahun 
I''' lo•lt ,. ' ''''' I,, I'' \ II II II I II II I II " "Ill I Ill I II I .... "II I"'" I•· I It •Ill II •H· '""' I II fill 
tlduk 

lalu. 
kUi'tl.Ug dtl.f i .ftl.ll1-1'tltl1 

Jad i maksudnyakan yang 
tLHMI:IU!'tLU l.IUltLUtLU l.uhuu VtLJUk. YUUt;£ 

bulan Desember itu besarnya tidak 
k11rn11M tlnrl rntn·r·ntn nHJotNUrnn hulnunn l11hun pn.lnk ynnM lnlu, 
•I ..... , " t.d• II " I ... 1 I It II I II II I ... I " ,, It I I I I II ..... , lo II I Oil I .... ~•••tttl••· I • " .. It I I II 

tentu menjadi tahun pajak yang lalu, karena kita sudah masuk SPT 
sudah diamasukkan 31 Maret, jadi maksudnya tentu angsuran yang 
l11tttt•~ '"" l~tl~ttl""' ttllltt" huln11 FPhlttnrl ''"" Mnt.-1, knn lltt 11'11111· 

uya. Nat'l ulo:alul h.aml lllt;£111 lllCll\.lapal vcujcla.:>atl "1'" .)'Uilt!, '""I"""'"'' 
kan dengan sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan 
tnhun pn.ink ynnJ,r, lnlu. Knronn mcnurut knmi tndinyn sudnh jelas 
"II·........... 1111 ..... I •· I .. I· It I I ·I·• I I I'"'"" I'" I .. I. I' IOIIJI I .. I .. ' 110111 I II I 

ditambab dengan sepanjang nab ini yang ••• cobtl. miutu kc::l.c::.l'uuguu 

dan supaya bagaiaman kita merumuskan supaya kita lebih berkepas-
1 inti'"'"'"" hPJJilll, qpftfnJLilR fllf>lnrknn tnrfinvn AHrlAh kitA putuRkRn 
l•11l<t11 1<-1~-tldllt oluel l~d11111 t•u.lub .Y411at l~tllf. llnh 1"1" •1•·1111"" m•t••lll• 

nya klousul sepanpajang tidak kurang dari rata-rata angsuran 
hulnnnn tnhnn pn,jnk ynn~ l~thl schinJZ~ft kepnstifln yanJZ sudah ada 
I •I I I I I I II 111•• II I "ol I •• I 01 •t I I <I I II JJ I I II I " "Ill I ..... h"" I"' II I •. I " ~ II " ~ ,. " I " II 

ll>u 1'1111V111tlll lc::t·lmu kn~lh. 

KETUA RAPAT, 

·1 · • · 1 I m" I• " • • lit I'" I• 1\ 1 .. • 1 "" tt • " n 111 I I''· t Pl I I n h lu11 1 F 1\ 1\ U I 

F.ARRT, (PUDJJARTO) 

..... ' I ""I " " • ' I It I ' I "' .. I I II It I • Ill f. " IJ. I " ... " ' II I' " ' I " I J'l 'If I " I' f' II " II " ,.. I II R 

dt.tll jut;U •lutl llltJ'-'1.1 l'ttjt.th ll.>lt.th llll.>lljl.>luo:.I\UII tnnl'"' 1".,·\111\l lloiHI> 

berkeberatan, setuju, terima kasih. 

Jo ................ . 
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KETURA RAPAT~ 

Terima kasihrekan FABRI, kami persilahkan FKP. 

F.KP, (H. MUCHAMAD SUPARNI) 
Terima kasih Ibu Pimpinan, fraksi kami setelah mendapatkan 

penjelasan dari pihak Pemerintah dan sekaligus kita kaitkan 
dengan penjelasan dari pada Ayat (2) ini dari fraksi kami menilai 
permasalahannya sudah cukup jelas tentu ini kami dari fraksi 
karya bisa menerima. Terima kasih. 

KETUA RAPAT, 

Terima kasih kami teruskan ke FPP. 

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) 
Ibu Ketua menanggapi Pasal 25 Ayat (2) beberapa substansial 

yang dimuat di dalam Ayat ini adalah kami melihat sebagai usaha 
untuk supaya angsuran pada tahun anggaran yang berbeda dengan 

tahun taqwim dari pada pajak itu tidak mengecil pada tahun beri­
kutnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga dibuat dua 

perbandingan itu, perbandingan akhir tahun taqwim yang lalu 

dengan perbandingan rata-ratanya, dan ini sama dengan UU yang 

lama jadi ini kami dapat rnenerirna dan rnernahami. Terima kasih. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih, saya kira ada pertanyaan dari FPDI, kami per­

silahkan Pemerintah. 

PEMERINTAH, (DR. FUAD BAWAZIER) 
Terirna kasih, tentunya sudah dijawab oleh Pak Mukrorn yang 

sudah menjelaskan, jadi memang setelah Desember itu terserah 
kepada siwajib pajak, tetapi sarnbil menunggu SPT masuk itu Janua­

ri, Februari, Maret itu rnusti ada pegangan, berapa yang mesti dia 

setor. Sedangkan kalau dipakai hanya setoran Desernber saja pada . . 
umumnya Desember normalnya Desember itu setorannya itu mesetinya 
itu normalnya itu tinggi paling tidak rata. Kalau rata-rata itu 
kan jadi more diamankan, cuman dia kalau Desember bulan itu dia 
rnenga t akan· ada t ransaks i rug i at au nih i 1 at au ada rnus i bah sengaj a 
dikecilkan sengaja dipakai bayarnya sedikit saja, nab tiga bulan 

terakhir itu pegangannya itu. Negara dirugikan, dia stel yang 

Desember untuk ngatur Januari, Februari, Maret dikecilkan, nah 

jadikan untung dengan cara itu, karena itu ini boleh Desember 

. tapi t idak ................ . 
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tapi tidak boleh kecil dari rata-rata, kalau rata-rata jadi 

diamankan. Terima kasih. 
KETUA RAPAT, 
Bagaimana Pak Aberson ? 

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO) 
Sudah cukup jelas, oke punya itu, terima kasih. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih, karena itu oke punya semua berarti ke empat 

Fraksi dapat menerima Ayat (2) Pasal 25 ini dan ini dapat kita 
syahkan. Terim kasih. 

(Rapat setuju) 

Kami lanjutkan kepada Ayat (3) Pasal 25 silahkan. 

PEMERINTAH, (DRS. SRI RAHAYU) 
Ayat (3) apabila telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 

untuk dua tahun pajak sebelum tahun surat pemberitahuan tahunan 
pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengha­
silkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran paiak berda­
sarkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tersebut maka besar­
nya angsuran pajak dihi tung berdasarkan surat ketetapan pajak 
tuhun pajak terakhir. 

Ketentuan ini sebenarnya lebih memberikan kepast ian dari 
pada ketentuan yang lama karena ketentuan yang lama di Ayat (2) 
a, itu disebutkan bahwa menyangkut juga Ayat (1) lama yang dimak­
sud dengan pajak yang terhutang dalam ayat ini yaitu pajak terhu­
tnna ynn~ dipukui ~cbu~uJ du~ur untuk pcrhJtungun bc~urrJyu ung~u­
rung pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajuk adalah 
pa.jak menurut surat pemberitahuan tahunan terakhir yang tadi 
sudah dimuat di Ayat ( 1) kecual i apabi Ia pajak yang di tetapkan 
terakhir oleh Dirjen Pajak jumlah lebih besar. Dalam ketentuan 
yang lama itu tidak ada batasan surat ketetapan pajak untuk tahun 
kapan, mungkin surat ketetapan pajak itu diterbitkan akibat dari 

basil pemeriksaan. untuk tahun pajak misalnya 4 tahun yang lalu 
atau 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Dalam ketentuan 
yang lama itu tidak diberikan batasan sehingga di dalam pelaksa-

nnunnya .......... , 
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naannya sering wajib pajak itu menyatakan bahwa untuk dasar itu 
tidak realistis karena didasarkan atas pajak yang terhutang pada 
4 tahun yang lalu. Oleh karena itu ini dibatasi hanya 2 tahun 
saja, untuk dasarnya. Jadi lebih memberikan kepastian supaya 

lebih realistis. Sekian penjelasan kami. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih, kami minta pendapat lagi kepada Fraksi-fraksi, 

silahkan F.ABRI. 

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO) 
Terima kasih Pimpinan, setelah mendapatkan penjelasan dari 

Pemerintah jadi dalam hal ini masalah -aktu dan juga cukup jelas 
kejelasannya maka F.ABRI tidak ada masalah terima kasih. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih kami persilahkan FKP. 

''"" 1111" """'lla Jlou '''"''""' ''"''-·1111 l''""'uJ .... tu .. nu 1'<-·lll .... alutoolo lui 

memberikan lebih pasti dari pada yang pasi dan FKP selalu menga­
nut ynng lcbih pasti maka tentu setuju. Terima kasih. 

t• I' I II.\ I• .\I·,, I , 

.Terima kasih kami persilahkan FPP. 

r 1'1'. fltl''l II M Mllfdlttl\l 1\~1'1\11) 

I I • II t-• ._. I II tl •HI .I' u It I 1 11 J. I I u ._. ._. I II .Ill • 

KETUA RAPAT, 
'I' I' r I 11111 k 11 .r~ i It. FPil I ? 

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO) 

Ya memang Pasal 25 Ayat (3) memang mencoba memberikan kepas­
tinn kepndn hal ynn~ bisn menjadi tidak pasti yaitu karena disini 

·•·•·• , .. ,, .•• ,,,,,, .,,,,,,,., .. , ' '''''"'"''''' ''"''"'' ''''"" ft .. l•flt ,,., ...... , ,.,. .. ., dutfnl• 

dilakukan itu dari angsuran pajak yang b~rdasarka11 suraL vcmbcri­

tahuan tahunan pajak penghasilan tersebut. Nab ini memang bisa 
menimbulknn ketidnkpnstinn mnkn diRini din te~asknn bahwn dnlnm 

1 .. ,, .... , ••. ,11 11.11 ............ , .• , ' '""'''"''"' '"'''"' "'"''"""' ltt·trlt1•1"''''"' 

:.;ur·at kclt:lapuu pajak tahun pujak tt:r·akhir, nah iui ktuui kua 

fntli nu•nutng. titlnk hc'l'k<•JliHdinn Jl<'fiRtiwnnyn nnh ini diheriknn 

ulcll l'cmca Jntnla ........... . 
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oleh Pemerintah kepastian melalui ayat ini. Jadi kami karena 
doyan juga kepastian bu, jadi kami setuju ini oke punya. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih, kelihatannya ke empat fraksi sudah dapat 

menerima karena kepastiannya maka ·saya kira ke Pasal 25 Ayat (3) 
ini pun juga bisa kita terima. Terima kasih. 

RAPAT SETUJU 

Kami persilahkan tentang pasal 25 Ayat (4) silahkan. 

PEMERINTAH, (DRA. SRI RAHAYU) 
Terima kasih Ibu Pimpinan, kami teruskan ke Ayat (4) apabila 

dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak 
untuk dua tahun pajak sebelumnya yang menghasilkan angsuran pajak 
yang lebih besar dari pada angsuran pajak bulan yang lalu yang 
dihi tung berdasarkan ketentuan pada Ayat ( 1) Ayat ( 2) dan Ayat 
{ J) rnaka besarnyl:l angsuran pajak dihi tung kembal i berdasarkan 
surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir dan berlaku mulai 
bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. 

Perlu kami sampaikan disini bahwa apabila dalam tahun berja­
lan telah diterbitkan surat ketetapan pajak juga batasannya untuk 
dua tahun pajak sebelumnya jadi misalnya saja Januari, Februari, 
sudah berdasarkan bulan Desember tahun lalu atau sepanjang dari 
rata-rata tadi kemudian bulan Maret, April, Mei itu berdasarkan 
SPT Tahunan, kemudian bulan Juni diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak untuk dua tahun pajak terakhir maka yang menghasilkan 
angsurang pajak yang lebih besar maka angsuran pajak bulan berik­
kutnyu scteluh tanggal surat kctetapan pajak tersebut disesuaikan 
dengan surat ketetapan pajak. Jadi sifat dari PPh Pasal 25 ini 

adalah bersifat dinamis dimana kalau memang penghasilan kena 
pajaknya atau pajak yang terhutang bertambah maka mulai bulan 
berikutnya angsurannya juga bertambah, sekian penjelasan kami. 

KETUA RAPAT, 

Terim kasih, FKP silahkan. 

F.KP, (H. MOCHAMAD SUPARNI) 

Tcu-im kti~ih Ibu Pimpinu.n, jadi untuk Ayat (4) ini wu.laupun 
ini kctcntuan · buru dan sifatnyu untuk mcnampuna pork~mbnngnn 

tahun berjalan., ........ . 
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tahun berjalan dan bersifat tekhnis sekali kami bisa menerima 
penjelasan Pemerintah dan Fraksi kami setuju. 

KETUA RAPAT, 

Terima kasih, F.PP ? 

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) 
Terima kasih, kami menilai Ayat (4) ini untuk lebih rumit 

dalam pelaksanaannya dan isya allah akan menghasilkan penerimaan 

PPh yang lebih besar dan karena konsepnya datang dari Pemerintah, 
dan sanggup untuk melaksanannya kita setuju. 

KETUA RAPAT, 

Terima kasih, F.PDI silahkan. 

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO) 
Kami tertarik tadi keterangan Pemerintah yang terakhir ini 

yang memang juga menjadi kedoyanannya PDI juga, yaitu ini rupanya 
membuat supaya penentuan angsuran pajak itu oleh karena berbagai 
hal tadi itu dia dinamis, untuk itu doyan juga bu yang dinamais. 
Jadi bukan cuma yang pasti kami doyan, jadi kami pasti doyan 
dinamis juga doyan bu, nah ini karena tadi berkepastian dan juga 
dia dinamis nah itu ya doyan bu, oke punya. 

KETUA RAPAT, 

Terima kasih, bagaimana F.ABRI ? 

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO) 

Saya kira Fraksi ABRI juga tidak ada masalah. 

KETUA RAPAT, 

Doyan juga semuanya, j ad i ka I au kit a mendengarkan keempa t 

fraksi semuanya tidak keberatan untuk menerima konsep Pemerintah 

mengenai Pasal 25 Ayat (4) ini dan terima kasih, maka berarti 
kita dapat terima. 

RAPAT SETUJU 

Silahkan Ayat (5). 

PEMERINTAH, (DRA. SRI RAHAYU) 

Ayat (5) apabila pajak penghasilan yang terhutang menurut 
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang 

lalu lebih ........... . 
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lalu lebih kecil dari jumiah pajak penghasilan yang telah dibayar 
dipotong dan atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan 
maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan 
angsurang pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) sampai dikeluark~n­
nya ·Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan untuk bulan-bulan 
berikutnya angsuran pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang 
terhutang menurut keputusan tersebut. 

Di Ayat (5) ini diatur mengenai apabila wajib pajak itu 
memasukkan SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu mengajukan 
permohonan restitusi mengajukan permohonan pengembalian pembaya­
ran karena yang dibayar dan dipotong atau dipungut lebih besar 
dari pada pajak yang terhutang, nab untuk menentukan apakah itu 
memang benar-benar permohonan wajib pajak bisa dikabulkan, maka 
Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan lebih dahulu 
mengenai kepastiannya. Oleh karena itu sebelum diputuskan oleh 
Dirjen Pajak permohonan restitusinya maka angsuran setiap bulan­
nya tetap sama dengan bulan-bulan terakhir dari tahun pajak 
sebagaimana dimaksud ayat-ayat sebelumnya. Kalau sudah dikeluar­
kan surat keputusan mengenai kelebihan pembayarannya mungkin 
keputusannya malah tidak lebih tetapi malah menjadi kurang bayar 
maka angsuran pajak berjkutnya dihitung berdasarkan keputusan 
yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Sekian penjelasananya. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih, kami persilahkan F.PP ? 

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) 
Ibu Ketua kami sempat bingung dengan keputusan Dirjen Pajak, 

tetapi setelah mendengar menyangkut permohonan restitusi ini 
dapat kami pahami dan kami setuju. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih Pak, Bapk F.PDI silahkan ? 

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO) 
Terima kasih Ibu Pimpinan, jadi ini juga memang masalah 

kepastian mengenai apabila yang dipungut itu lebih besar dari 
pada yang seharusnya sehingga terjadi restitusi, nah maka disini 
angsuranny~ sudah ditentukan tetap yang berlaku itu adalah angsu-

ran pajak .•••.••••••• 
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ran pajak unt.uk :bulan terakhir sampai dikeluarkannya keputusan 
.DirjenPajat.·.·.Nah iadi karena memang selama ini juga yang menge­

luakan keputusan meng~nai ini ad~lah Dirjen Paj~k ini juga masa­
lah tekhnis sehingga kami juga bisa menerima rumusan ini. Terima 
kasih Pimpinan. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih Pak, saya kira· masih ada kepastian atau ada 

doyan, silahkan Pak dari F.ABRI ? 

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO) 
Terima kasih Ibu Pimpinan, karena ayat ini untuk mengimbangi 

ayat-ayat sebelumnya dan sudah cukup jelas apa yang dijelaskan 
oleh Pemerintah saya kira tidak ada masalah. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih, kami silahkan F.KP. 

F.KP, (H. ABDULLAH ZAENIE, SH) 
Terima kasih Ibu Pimpinan, bagi FKP Ayat (5) ini tidak ada 

permasalahan dalam rumusan yang ada disini, tetapi kami juga 
ingin mendengar penjelasan ataupun keterangan Pemerintah yang 
dlkaitkan dengan Pasal 28 A, mengenai restitusi. Banyak yang kami 
dengar khususnya di FKP, dan juga banyak yang datang kepada kami 
mengenai permasalahan restitusi ini, umpamanya masalah kelamba­
tan, masalah ketidakcocokan perhitungan dan lain sebagainya. 
Pertanyaan kami adalah di dalam · rangka peningkatan pelayanan 
terhadap wajib pajak apakah tidak mungkin disaat-saat yang menda­
tang itu yang aktif itu bukan wajib pajak tetapi fiscus, jadi 
bagaiamana kalau umpama dalam komputernya i tu ketahuan si Pak 
Aberson itu kelebihan bayar pajak, ya langsung saja dikirimkan 
ini rest i tus i punya anda, apa i tu mungkin untuk mas a yang akan 
datang. Terima·ka~ih. 

;•, , I 

KETUA lAPAT;; 

Terima'k~aih F.KP, kami persilahkan keterangan dari Pemerin~ 
.tah •. · , 

PEMERINTAH.,. (DR. PUAD BAWAZIER) 

Tel-us t.;';r~~~ ~a)~ Pak Zaeni i tu yang bapak sampaikan barang­
kali sesuatu yang sangat ideal tapi harus jujur diakui ·kayaknya 

r ~·:, 
belum timengnya •••..•••••••• 

.·,; 

,,· '· 

': '] ,·.·, •'', ', 

. l,;. 

.. ,: ,, 



belum timengnya saatnya untuk kita baik dari sudut aparat maupun 
dari sudut wajib pajak sistem otomatis seperti itu, bahkan saya 
beri tahukan kepada · bapak mungkin bapak kaget tapi bapak t idak 

bisa nuntut, di Amerika Serikat itu malah sudah pakai program 
komputer raksasa itu otomatis, ceknyapun sudah otomatis, yang 
keluar yang masuk itu mana keluar dengan sendirinya tiap bulan 

Oktober begitu, itu memang baru boleh dibilang yang bisa itu 

negeri di dunia seperti itu rasanya baru satu dua Amerika yang 
saya tahu yang lainnya itu masih jauh dari tingkatan seperti itu. 
Disinimasih diperlukan karena pemahaman pengisian SPT sendiri 
dengan mana yang diterima masih banyak yang salah karena itu pada 
umumnya disini itu masih memerlukan pemeriksaan ini betul apa 
tidak, memang kurang atau lebih baik dari sudut kuantitas pengi­
sian kejujuran dan segala macamnya itu, sehingga sistem otomatis 
set iap orang mengisi i tu lebih dikeluarkan begi tu barang kal i 
yang masuk kuatir yang masuk dan keluar bisa sama otomatis itu. 
Jadi ini soal waktu yang barangkali masih-memerlukan satu sistem 

tapi sebetulnya itu tidak langsung kepada UU itu bagaimana pen­

ingkatan kualitas pelaksanaan di kedua belah pihak sehingga 

mungkin itu dapat dipikirkan untuk dipenuhi kepada level yang 

dibawah Perundang-Undangan lebih banyak pada tekhnis pelaksanaan 

itu Pak. Sekian terima kasih. 

KETUA RAPAT, 

Terima kasih, bagaimana F.KP ? 

F.KP, (H. ABDULLAH ZAENIE, SH) 
Kami setuju sekali ini bukan masalah UU, tetapi ini masalah 

level pelaksanaan itu. Jadi ini kami sudah oke dan sebelum bicara 
saya sudah oke. 

KETUA RAPAT, 

Terima kasih, keempat fraksi telah dapat menyetujui Ayat (5) 
Pasal 25 ini, kalau demikian bisa kita terima. Terima kasih. 

RAPAT SETUJU 

Kami teruskan kepada Ayat (6) a, b, c, d, e, f, saya kira 
sekaligus saja, karena ini ada kaitannya. Silahkan. 

PEMERINTAH, (ORA. SRI RAHAYU) 

Terima kasih Pimpinan, kami teruskan ke Ayat (6) Direktur 

Jenderal Pajak .......... . 
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Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghi tungan besarnya 
angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, 
antara lain apabila a, wajib pajak berhat atas kompensasi keru­
gian; b, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; c, 
surat pemberi tahuan tahunan pajak penghasi Ian tahun yang lalu 
disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; d, wajib 
papjak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan; e, wajib pajak membetul­
kan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak p<mghasilan yang 
mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari pada angsuran 
bulanan sebelum pembetulan; f, terjadi perubahan keadaan usaha 
atau kegiatan wajib pajak. 

Dalam ayat ini diatur mengenai penghitungan besarnya angsu­
ran pajak dalam tahun berjalan yang sifatnya sangat tekhnis, 
misalnya saja yang a, wajib pajak berhak atas konpensasi kerugian 
contohnya kalau misalnya SPT tahunan tahun yang lalu yang disam­
paikan i tu memperhi tungkan adanya konpensasi kerugian misalnya 
saja penghasilan nettonya 100 juta kemudian ada konpensasi keru­
gian tahun yang lalu 100 juta dengan sendirinya PPh yang terhu­
tarig adalah nol nihil, nah kalau PPh yang terhutang nihil dengan 
sendirinya angsurang PPh Pasal 25 1n1 kalau dihitung sesuai 
dengan Ayat (1) maka angsuran PPh Pasal (25)nya juga akan menjadi 
nihil. Padahal konpensasi kerugia~ yang 100 juta itu sudah habis 
dikonpensasikan pada ta.h·un pajak yang lalu sehingga tahun yang 
akan diangsur pajaknya ini sudah tidak perlu lagi memperhitungkan 
konpensas i kerugi an, sehingga penghi tungannya semes t inya ada 1 ah 
100 juta ditarif kemudian dihitung angsuran PPh Pasal 25 nya. 
Jadi ini sangat tekhnis. Oleh karena itu diatur atau ditetapkan 
oleh Dirjen Pajak. Demikian juga misalnya wajib pajak memperloleh 
penghasilan tidak teratur, contohnya yang mudah adalah misalnya 
wajib pajak tersebut tahun yang lalu menerima kontrak sewa rumah 
untuk lima tahun, penghasilan tersebut hanya diterima untuk tahun 
yang lalu, tahun sekarang sudah tidak akan menerima lagi yang 
kontrak rumah lima tahun. Kalau itu dijadikan sebagai dasar 
angsuran tahun sekarang maka itu akan terlalu memberatkan wajib 
pajak. Prinsipnya i tu yang diatur di a sampai dengan f sangat 
tekhnis yang di dalam penjelasannya juga sudah kami sampaikan. 
Sekian penjelasan kami. 

KETUA RAPAT, 
Terima kasih kami persilahkan FPDI ? 

~ 0. 
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JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) 

Ibu Pimpinan. 

Memang di dalam ~im kami, ·kami mengharapkan penjelasan leibh 
rinci, tapi tadi sudah dijelaskan karena di dalam RUU penjelasan­
nya juga relatif terlalu singkat dibandungkan dengan apa yang 
ingin untuk dicapai oleh ayat (6) Pasal 25 ini. 
Kami hanya mohon dipertimbangkan bagaimana kalau dalam Penjelasan 
ayat (6) ini yang tadi kami tangkap agak lebih jelas tadi yang 
disampaikan oleh Ibu itu tadi daripada yang ada di dalam Penje­
lasan RUU ini. 

Jadi kami sarankan, jadi prinsipnya kami setuju apa yang ada 
di dalam Batang Tubuh ini, cuma kami mengusulkan agar bagaimana 
nanti kepada Timus kita serahkan supaya Penjelasan ini lebih 
disempurnakan supaya dia menjadi lebih jelas. 

Sekian Bu dari kami, terima kasih. 

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) 

Terima kasih. 

F-ABRI, kami persilakan. 

JURU BICARA F-ABRI (ISMU AKSOPUTRA) 

Terima kasih Pimpinan. 

Dari Fraksi ABRI hanya menyarankan karena pada pasal-pasal 
sebelumnya kata-kata "antara lain" saya kira kami sarankan untuk 
dihapus saja karena kata-kata "antara lain" ini kurang mengandung 
kepastian hukum. Apabila "antara lain" ini dihapus, saya kira 
kesemuanya tidak ada masalah. 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT (Dr, IDA YUSI DAHLAN) 

Terimn kasih. 

S i I ukttn 1-'-KP .. 

JQRU BICABA F-KP (H, MOCHAMAD SUPARNI) 

Terima kasih Ibu Pimpinan. 

Walaupun ayat (6) ini ketentuan baru, dan tadi juga 
sakan dan maknanya dalam rangka untuk menyesuaikan 

dijela­
angsuran 
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bulanan dengan keadaan dari wajib pajak prinsipnya mengenai 
materi kami bisa menerima, hanya Fraksi Karya mengusulkan mungkin 
hampir sama dengan Fraksi PDI, kami .di Penjelasan dapatnya yang 
ada sekarang ini diberi tambahan Penjelasan, jadi Pemerintah kami 
membuat sebagai tambahan Penjelasan untuk ·ayat (6) ini untuk 
kemudian disampaikan kepada Timus, sehingga nanti mempunyai bahan 
dalam rangka untuk kejelasan daripada ayat (6). 

Demikian Ibu Pimpinan, terima kasih. 

KETUA RAPAT CDr. IDA YUSI DAHLAN) ; 

Terima kasih. 

Silakan F-PP. 

JURU BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) 

Terima kasih Ibu Ketua. 

Jadi 
penjelasan 

terhadap 
karena 

ayat 
ayat 

(6) ini sebaiknya memang 
(6) ini berisikan hal-hal 

diperlukan 
yang tidak 

mungkin untuk diberlakukan seperti ayat-ayat sebelumnya, · dan 
masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri-sendiri, butir a 
sampai dengan f, sehingga penjelasan tersebut dapat menjelaskan 
masing-masing butir secara tersendiri-tersendiri yaitu dari a 
sampai f tersebut. 
Walaupun ini kita jelas arahnya tapi pengertian dari masing-
masing itu perlu penjelasan sendiri-sendiri. 

Untuk ini kami serahkan kepada Timus. 

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) 

Terima kasih . 

. Jadi keempat fraksi tadi substansinya telah bisa diterima, 
hanya tiga fraksi yaitu F-PDI, F-PP dan F-KP memintakan penjela-
sannya lebih ditambah kejelasannya dan akan dirumuskan oleh Tim 
Perumus mengenai tambahan penjelasan ini, kemudian F-ABRI mengu-
sulkan perkataan "antara lain" dihilangkan. 

Kami kembalikan kepada Pemerintah. 

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) : 

Menanggapi usul dari F-ABRI mengenai perkataan "antara 
untuk kepastian hukum, Pemerintah dapat menyetujuinya, 
dihilangkan. 

lain" 
jadi 

Kemudian juga menanggapi fraksi-fraksi yang lain mengenai 
perlunya tambahan penjelasan, rasanya memang tepat bahwa ·penje-
lasan itu harus ditambah sehingga lebih jelas. 

Terima kasih. 
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KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) 

Terima kasih. 

Jadi mengenai tambahan penjelasan saya kira keempat fraksi 
telah sepakat, substansinyapun sepakat, kemudian penghapusan 
perkataan "antara lain" Pemerintah bisa menerimanya. 
Bagaimana fraksi lain ?, saya kira F-PP bisa, F-PDI ?. 

JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) : 

.Kami ingin bertanya kemudian Pak melalui Ibu Pimpinan, kalau 
perkataan "antara lain" itu dihilangkan apakah memang cuma ini 
saja. Kalau ada hal lain nanti yang memang memerlukan perlakuan 
khusus, kalau memang hanya ini saja .tidak ada masalah, ini kan 
resikonya banyak ini, jadi bahwa yang bisa kita nanti yang Direk-
tur Jenderal Pajak hanya ini saja. 

Untuk ini kami mohon penjelasan, kalau memang hanya ini saja 
yang diperkirakan ya kami oke saja, tapi kalau memang masih ada 
yang lain-lain, tentu harus kita pikirkan lagi ini. 
Perkataan "antara lain" ini saya kira ini justru dia untuk anti-
sipatif ini, nah itu tadi yang kalau mau pinjam kata-katanya Ibu 
Sri tadi, "supaya dinnmis" dia, ini kan kita doyan yang dinamis 
in i. 

Sekian Bu, terima kasih. 

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) 

Silakan langsung saja Pak. 

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) 

Terima kasih. 

Kalau kita lihat baca huruf f, huruf f itu luas 
ditampung dalam huruf f, "terjadi perubahan keadaan 
kegiatan Wajib Pajak". 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) 

Terima kasih. 

itu, 
us aha 

Jadi sudah terakomodir disini, jadi kita bisa setuju ? 

Bagaimana F-.KP mengenai "antara lain" ?. 

JURU BICARA F-KP {H. ABDULLAH ZAENIE. SH) 

Judi saya kiru begini ya, kita juga senang dinumis. 

sudah 
a tau 
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Jodi kolou memong mnu supoyo kito tidnk rngu-rogu antoro lpin 

itu b1so hopus top1 digont1 •sepert1" pojnk dolam tohun pojok 
berjalon dolom hol tertentu seperti. Jodi din sudoh tidok te£ 
botos bony sampoi f soja. 

Terimo kosih. 

KETUA {Dr .a IDA YUSI DAHLANl: 

Terimo kosib. 
Sekornng ado usulon boru, jodi ontoro loin sudoh biso di­

hilongkon, sekorong usulon FKP mengenoi penombohan "seperti•. 
Ini perumuson soya kiro. Bogoimnno kolnu soya toworkon untuk 
opokoh seperti , otou bngoimnno , kito sernhkon kepodo "timus". 

Soya kiro korenn kito teloh setuju, bogoimono Pemerintnh 
Jugo ? Terimo kasih. 

Berorti posol 25 oyot (b) biso kito terimo dengon cotnton 
nont1 timus okon menyempurnoknn perkotoonnyo pntaro loin otnu 
d Terimo kosihh. on loin-loin mengenoi knlimotnyn. 

Sekarong kitn terusknn kepodo posol 25 oyot (7) don (tl). 

Silnhkon. 

PEM.ERINT J\H (SRI Ri\HA YU) : 

Ayot (7) : "Penghitungon besornyo ongsuran pojok bogi wn­
jib pojok boru bonk, badon usoho milik negoro, 
bodon usoha milik doeroh don usnho milik doe­
rob don wojib pojok tertentu loinnyo ditetnp­
knn oleh Menteri Keuongon•. 

Dolnm oyot (7) ini diotur ketentunn-ketentuon mengenni 
penghitungon besorny0 ongsuran pojnk yong tidnk dopot ntou yang 
oknn lebib mendekntai keodoon ynng~benarnyo, n0 mun tidok di­
hitung sesuoi dengon ayat (1) don oy0 t-ayot sebelumnyn. 
Sebogoi fontoh, misnlnyn wojib pojak bnru. Wojib pnjok boru itu 
oda~nh boru terdoftor belum diketahui SPT tohun yong lolunyo 
belum diketnhui pohok terhutang tohun yang lnlunyo, mokn itu 
perlu pengoturnn tersendiri. 

Kemudian bank itu yang selomo ini sudoh dilaksnnnkan ndn­
lnh~suui dengon loporon tri wulonnn yang disompoikon kepndo 
BI. 

Kemudion bodnn usaha milik negora, don bodon usoha milik 
doerah berdosorkon rencnnn onggornn RKAP (Rencono Anggornn 
Perusohoon) yang dibuot poda nwol tohun. 

Ini •••••• 
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Ini memong tidnk bisn dihitung sesuoi dengon ketentuon-ke 
tentuon di otos, moko diberikonlob disini kepodo Menter! Keuo­
ngon untuk menetopknnnyo, 

Sekion penjelnson komi, tertmn knsih, 

K.,ETUA {Dr, IDA YUSI DAHLANl: 
Terimo knsih, Komi persilnhkon FABRI, 

FABRI (ISMU AKSOPUTRA): 

Terimo knsih, 
Soya ingin mohon penjelosnn kemboli, d1s1n1 tercontum kn­

ta-kotn bogi wojib pojnk baru, kemudian d1s1n1 juga tercontum 
wnjib pojak tertentu lninnyn, Ini perbedaannya bagnimnna. 

Disomping itu juga komi mohon ··do!om penjeio~rin perlu di­

tombnh npo yang disompniknn oleh ibu todi, mosih belum tercon-
tum dipenjelnsan, Terimo knsih, 

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN): 

Terimo knsih, Knmi persilohkon l''KP, 

r.J<P (H,MOCHAMMAD SUPARNI): 

Terimo knsih, 
Dori FKP sebelum memberiknn per*etujuon podo oynt (7) in1 

mosih meminta tnmbnhnn penjelnsnn yang berknitnn dengDn isti­
lnh wnjib pnjok tertentu loinnyo, Seteloh kitn mendnpotkon pen 
jelnsnn bnru komi nonti oknn beriknn bogoimonn pen1ln1on komi, 

Terima kasih, 

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN): 

Terimo kasih, FPP dipersilohkan, 

FPP (ERS, H,M, MUKROM AS'AD): 

Soya kira soma FPP juga aeminto seknli lngi penjelnsan me­
ngenoi wnjib pojok boru ini don juga wnjib pojnk tertentu 1n1, 
Jodi mnsud komi mengenoi wajib pojok boru ini, npa setiop wnjib 
pojak boru begitu ber!oku otou wojib pojok boru yang mempunyoi 
kekhusunon, 

Soya kiro demikinn dnn terimo koaih. 

KE'Nt. (Dr.· IDA Y\lf\ dA})lqb) : 
Terimo kns1h, FPDI silnhknn. 
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FPDI { ABERSON MARLE SIHALOHO) : 
Terimn knsih. 
Memang ayat ini masih memerluknn penjelasnn lebih rinci 

knrenn kitn 1n1 sesungguhnya hnnyn mengennknn pajnk atas peng 
hasilan dalom sotu tohun pajak, tetapi koreno kito untuk ke -
pentingnn penerimonn negnra 1n1 musti juga mengongsur ; yo ke 
mungkinon besornyn ini don disini dikntokon podo wnjib pojok 
boru. Ini soya kiro sotu kelompok. Boru kemudion bonk, ini 
tentu bank disini moksudnyo bukan wojib pojok boru. Jodi kotn 
in1 terpisoh. Boru bodan usoho milik negoro, bodon usoho mi -
lik doeroh don wojib pajak tertentu loinnyn. 

Tridi pertomo somo dengon seperti yang dimoksudknn oleb 
rekonmri FPP bohwo prinsipnyo wojib pajok boru itu ditentu­
kon besnrnyo ongsuron pojoknyo. ~egitu juga bogi bonk, ini -
kolou din bukon boru don juga bodon usoha milik negoro, bodan 
usahn milik doerah, ini kenopa din horus diperlakukon khusus, 
kennpa tidok seperti yang tndi kon ado oyot-nyat yang sebel~ 
nyo kan sudah ado mengontisiposi bebernpo ini, Kolou wojib po­
jok boru komi biso mengerti topi kenopo kepodo bank, kepodn 
bodan usohn milik negoro, bodon usnho milikmeroh,Itu pertonyo 
on komi logi, boru kemudinn yang ketigo pertonyoonnyo odoloh 
wojib pojok tertentu lninnyo, opo logi kiro-kiro. 

Komi mohon diberikon penjeloson terlebih dohulu boru nnn­
ti kito menentukon pendopotnyo. Terimo kosih. 

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN): 
Terimo. knsih. 
Keempo.t froksi memintnknn penjelosnnnyo. lebih lonjut do.• 

ri Pemerinto.h, moko komi persilohko.n. 

PEMERINTAH (ISMAIL MANAF): 

Terimo ko.sih. 
Seperti diketohui kalau wojib po.jok boru, wojib pnjok 

boru to.hun 1995 menjo.di wajib po.jnk, tohun-to.hun sebelumnyo. 
kon belum ado SPT. Oleh kareno. itu tidnk biso dihitung beropo 
ongsuran bulnnon, oleh koreno itu perlu dihitung tersend1r1. 

Kemudion bngi wojib pojok bonk, bonk itu diwojibkon mem­
buot neroco. rugi lnba triwulonon dimosukkon ke bonk Indonesio. 
lehih tepot pojnknyo dihitung berdo.snrkon rugi lobo triwulo.non. 
Jodi sepertigo doripodo. lobo triwulonon yong lo.lu. Itu lebih 
mendekotoi jumlnh pojok yang t erhutong ttns ··ydng Eebenornyo.. 

Demikinn jugo. bodon usoho. milik nego.ro, bodon uso.ho milik 
do.ero.h setiop o.wol tohun membuo.t rencono kerjo don onggoron 
peruso.hoan (RKAP), disonn sudoh diproyeksiko.n beropo penghosilon 



- - --------------, 

41 

yang bersangkutnn don itu yang dijodikon untuk menghitung ong­
suran bulonon. 
Disamping itu perkembongannyo terokhir mengenoi wojib pojzk 
tertentu ini kita juga mengenal finance list, finance list itu 
juga diwojibkon membuot neroco rugi lobo triwulnnonno yang be­
lum disebut disini. 

Jodi sebenornyo untuk finance list itu kito tentukon juga 
seperti hnlnyo untuk bonk lebih okurot, kemudion perkembongon 
selonjutnyo, kito melihot sekorong bohwo di posor modal Indone­
sia ndn trnnd keuntungon drown sotu,drown duo kolou diboco di­
surot kobor, lobo triwulnn II lebih besor dori triwulon III,lo­
bH triwulnn III lebih besor dori triwulon IV. Kon kito okon 
memusnohkon supoyo negoro itu dopot uong penerimoon pojok ini 
lebih meddekoti keuntungon don lebih cepot. 

Oleb koreno itu perlu diotur ketentuon yang memungkion 
bohwo 0ngsuron kelimo itu lebih dinomis bogi .Don okbirnyo bo­
bogimono juga prinsipnyo od0 loh bnhwo kito okon memberi nng -
surnn itu lebih mendekoti jumlnh pojnk yongterhutnne don mosuk 
nyo ke negaro lebih cepot, jongon wojib pnjok menundo-nundo, 
mokonyo kitu buko ~esempoton disano untuk melihot perkembongon 

• 
perkembnngon selonjutnyo, 

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN); 

Terimo kosib, komi kembolikon kepndo FABRI, 

FABRI (ISMU AKSOPUTRA): 

Boikloh, opo yang disompoikon oleb Pemerintoh perlu odonyo 
suotu rumuson di penjelnson, sehinggn memberikon penjelnson 
podo oyot yang tercontum dis1n1, 

Soya kiro demikion pok, juga diserohkon podo Tim Perumus, 
Terimo kosih. Substonsinyo soya kiro komi tidok ado mosoloh. 

KETUA (pr, IDA YySI DAHLNi)s 
Terimo kosih, komi serohkon FKP, 

FKP (H. MmiAMMAQ SUPARNI): 

Knlou GFKP mengeno1 substnnsinyn sudnh biso mener~, 
hnnyo nonti kitn bersnmo-snmn dengnn Timus kolnu memungkinkon 
dari pihok eksekuti~ ado tnmbohon penjelnaan yong loin untuk 
lebih memperjelas. 

Terima knsih, 

KETUA {Dr, lDA_YUSI DAHLAN): 

Terimo kos1h. Silnhkon FPP. 
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FPP (DRS, H.M. MYKROM AS'AD): 

Kitn mnu mendnlnmi pengertinn wnjib pnjnk bnru ditetop­
knn oleh Menter! Keuongnn. Yang wnjib pajnk boru 1n1. Kolnu 
ynng lninnyo kitn dopnt menerimo, Knlnu bentuk bogoimnnn ini 
pok, soya kirn lnngsung bisn kitn eros bentuknyn bngnimann 
npo pengoturnyn itu menyeluruh tapi dikennkon setinp yang bn­
ru keno pernturnn menyeluruh ntnu setinp yang bnru dibuot per 
nturon atnu bagnimnnn ? Ini implementnsinyo. Knlnu umpomonya 
wnjib ojnknyo kecil, perusnhannya kecil lontos ~e~buot per­
aturon, soya kira repot, 

Terimo k(•sih. 

KETUA §Dr, IDA YUSI DAHLANl: 
Terimn knsih, dipersilnhknn Pemerintnh. 

PEMERINTAH (ISMAIL MANAFJ: 
Kolau Pnk Menter! itu mengotur ndolnh menyeluruh bukan-

nya untuk' : sntu-dua wnjib pnjnk, tnpi bisn diombil pntoknn 
dosnrnyn odalnh omzet, sekinn persen dari omzet. Jodi itu ber­
lnlu untuk: -_ ~ semun wajib pajnk baru, 

Terimn kasih, 

FPP (DRS. H.M, MUKROM AS 1AD): 

Komi bisn menerimo seluruhnyn, 

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN): 
Terimn knsih, Silohkan FPDI, 

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO): 

Terima knsih, soya kirn melnngkoh bisn lebih serius lngi 
pembicarnnn, Secorn umua penerimaan perpajnknn ini snngat 
tergantung kepoda pengembongan dunin usahn, Kitn sendiri juga 
disntu pihnk RUU Perubahan ini kita perlukan salnb satu juga 
itu odilnh dolnm rnngka pengembongon dunia usahn kbusunya in­
vestor nstng, Ini bagi perusahaon yang baru, kita belum apa­
apa terus kita pajaki,sedangknn mereka sebetulnya punya bak 
bahwn penghnsilan yang dikenakan pojak itu pnda prinsipnya ada­
lob penghasilnn dolnm ntu tahun pajok,Int terlalu jnuh snya 
kira kita, c~unter productive terhodap keinginnn dntuk mengem­
bangkan dunia usnho, sehinggo komi mengusulknn dengan demik1on 
wnjib pajok baru sedapat mungkin satu tahun pertnmo itu dio 
tidok ado diwojibkan untUk memberikan ongsuron. Ini komi k~ro, 
ini sesuai dengnn pr1ns1p korenn penghosilon itu tadi don bahw0 

ndoloh sntu tohun pojok dnn yang keduo pengembongan dunia usaha 
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tRdi. Hngntmonn orang din mosih boru,berusoho knnsnyo untuk ber 
untung itu kecil dibondingkon dengon kons untuk bangkrut jelns 
lebib besnr. Jodi bognimono yo, kito perlu pikirkon, komi mohon 
jugo penjeloson pemerintoh. 

Knlou bonk komi setuju koreno memong mereko odo kunjibon 
untuk mempubliknsikon secorn berkoln loporon keuongonnto teru­
tomo nernco don perkiroon rugi labonyo. Memong semuonyn selomo 
ini ki to lihot l tu,:li kosmetik 1 tu, cnntik 1 tu emuo.Hegi tu juga 
Bonk Summn bnru sotu bulon din mengumumkon nernconyn don per­
hitungon rugi lnbonyo yang begitu contik ekoli, tetopi bulan 
berikutnyn din sudob collnps. Noh ini memnng bisn, memong podo 
wnktu itu FPDI menghendoki supnyn itu di audit oleh Akuntnn pu­
blik supnyo tidnk ;: seenoknyo sojo. Itu knn nerocnnyo don per­
kiroon rugi lobnnyn itu kon hnnyn llireksinyn soja. Siapo sib 
yang mou meneloncongi dirinyn. Kitn jujur soja. 

Kepn9o bodon usohn milik negoro, don bndon usohn milik doe­
rob sebngoimono yong kitn ketohui juga itu rencononyo hebot itu, 
korenn Direksinyo mou ingin~rus, din biiin cantik. Tnpi benar 
kito bernni mendosorko.n nngsuronnyn kepndo proyeksi din itu. 
Ini kon Pemerintnb dengon ~emerintnh, kitn ini jujur snjolnb 
dulu, opo benor ? Kitn kon mnsyornkot tidok tohu bognimonn pro­
yeksi A:-=w...'lt.m~-ul otou yong rencono kerjo tohunon dan limn tnhun . 
an itu~ri pndo BUMN itu don BUMD. Mosyoroknt ini kon tidnk 
tnhu, itu bnnyo Pemerintah soma Pemerintab yang tohu. Pemeriksn 
juga pemerintab, okuntonnyo juga dari BPKP dsb. 

Komi juga meminto penjelasan mengenni hal ini don jugnme­
ngenoi tndi wo.jib pnjnk tertentu lninnyn logi don seperti npn 
logi, yong bogn1mnnn log! WP tertentu lninnyo ini. Ini bonynk 
yong tido.k tronspnrnn ini komi 11hnt. 
Jodi ko.lnu dibnndingkon dengon penjelnsnn yang begitu singknt 
ntnu persoolonnyn yang begitu luns, komi juga mnsih tetop 
menghendnki penjelosnn supnyo lebih jelos don komi mohon tong 
gapan dori Pemerintoh. 

Terimn knsih. 

KETuA (Dr. IDA YUSI DMILAN): 

Snyn kira longsung snjn dari Pemerintnb. 

PEMERINTAH (SRI RAHAYl.Jl: 

Mengenni wnjib pnjnk bnru, perlu komi snmpnikon bohwn me­
mong todi yang diso.mpniko.n i tu honyo a1loh contoh untuk pengn -
turon don sekornng 1n1 jugn sudnh berjolon untuk WP boru itu 
kitn bo.gi menjodi duo, ynng&tu yong sudoh mempunyo.i/yong meng 
gunokon pembukuon don yang tido.k menggunnkon pembukunn. 
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Kolou yong mempergunokan pembukuon itu tetop berdosnrknn 
pembukuon wnjib pnjnk, Jodi kolnu tidok ado keuntungon podn 
bulan yang bersongkuton dimnno perbitungonnyn diotur debitur 
ticiok perlu meilboyor, sedongkon knlou yong tidok odo pembuku­
on, yong mungkin seowol-owol sudoh menyotokon uotuk menggunokon 
normo .penghitungon yoitu longsung berdosorkon omzetnyo, sesuoi 
Posol 14 yong telab disetujui. 

Mengenoi bonk soya rosa FPDI setuju, mengenoi BUMN don BUMD 
itu juga sudab diloksonakon selomo 1#1 don memong benor itu 
berdnsorkon rencono kerjo onggaron pendopoton (RKAP) yang dibu 
at don itu memong seperti yang bopnk sompnikon yang mungkin me 
reka mou membuat yang tinggi-tinggi mesti koreno ado konsek­
wensi pnjoknyo mereko tidok ado beroni. 
Jodi dengon ketentuon din horus memboyar pojok, S:!suoi dmgon 
RY~P, moko mereko nkon lebih hoti-hoti logi didolom membuat 
RKAP-nya don ini juga perlu komi sampoikon sudoh diloksonokon, 

Memong ketentuon oyot (7) i~i sebenornyo honyo untuk mem­
berikon sotu kepostion hukum yong dimono selnmn ini juga sudoh 
diloksonokon nomun dosornyo odoloh peroturan pemerintah, tetopi 
lebib diongkot sehinggo lebib posti logi sesuoi engon prinsi­
nyo Bopok Aberson, supayo ado kepostion, 

Terimo knsih, 

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN): 

Soya kiro todi Pemerintoh teloh memberikon penjeloson bo­
goimtmo Pok, kolou frnksi-frnksi loin meminto tombobon penje -
loson dipenjelosan ditnmbohkon supoyo lebih jelos, 

Komi kembolikon, bogoimona FPDI, 

FPDI (TIOP HAROEN SITORUS): 

Wajib pojak tertentu loinnyo tndi itu, tolong yang mono 
log! mnksudnyo, 

KETUA EDr, IDA YUSI DAHLAN): 

Silohkon Pemerintoh. 

PEMERINTAH lDIRJEN): 
Yang dipikirkon itu semocom leasing, kemudion WP nantinyo 

itu WP Posor Modal knreno kolou posor modo& itu dio memberikon 
publiknsi secorn terotur, podo nkhirnyo nonti okon ado per­
oturnnmri BAPEPAM supoyo perusnhoon-perusohoon yang go public 
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itu secoru terntur tiap tiga bulan membikinkan loporon opn 
yang progress-nyu din tiap tigo bulonon. Jodi din mokin ri 
il logi, tidok logi lebih okurat koreno publikosinya itu 
sudoh ilmiah, sudah di review. Itu lebih up to dote korena 
berdosorkan opo yong seodonyo seknrong ini. Itu untuk me -
nnmpung hnl-holmperti itu disomping tadi leosingnyo. Kemung 
kinnn-kemungkinonnyo okon berkembangon knrenn kolou kita -
biso menetapkon, pertimbangonnyn begin! secarn okurot yang 
lebih pnsti kito mempergunokon yong okuron lebih pasti to­
pi yang oman otou mereko .YJIUBg memong saeoro tehnik songot 
difficult seperti todi yang diceriterokon todi. Topi kolou 
misolnyo WP-nyo industri, WP boru, Investasi baru memong be 
lum odo penjunlonnyo, woloupun itu koreno memong belum ado 
penjuolonnyo itu tidok mosuk dolom klasifikosi ini, belum -
ado penjunlon dimonn ado penghnsilon. Topi odo juga yang me 
mong klosifikosi kelompok boru topi sudoh berpenjuolon itu 
loin logi. 

Hol-hol 'eperti ini yong selolu horus diontisip<:tsi un­
tuk menjoring penerimnon don kuojibon mereko dnpot terpenu­
hi. 

·~ '. 
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KETUA RAPAT 

Bag a imana F. PDI. 

F.PDI ABERSON MARLE SIHALOHO 

Setelah memperoleh penjelasan ini berarti kami makin 

dapat memahami ayat ini tetapi khusus mengenai Wajib Pajak baru 

tadi dan Wajib Pajak tertentu lainnya ini kami kira ini dalam 

penjelasan perlu, karena itu kami serahkan kepada Timus kami kira 

dengan pemerintah nanti dapat merumuskan. Kalau dengan catatan 

itu tadi kita bisa menerima nab kami dari fraksi PDI dapat dengan 

catatan penjelasan tadi nanti kita sempurnakan, terima kasih Bu. 

KETUA RAPAT 

Terima kasih Pak Aberson, jadi ke empat fraksi telah dapat 

menerima substansinya permintaan tambahan penjelasan dipenjelasan 

yang nanti akan dirumuskan oleh Timus dan dengan demikian pasal 

25 ayat 7 bisa kita terima, terima kasih. 

------------- palu di ketok 1 X ------------

Masih ada satu ayat, ayat 8 kami persilahkan. 

PEMERINTAH DRA. SRI RAHAYU 

Ayat 8, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar 

negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur derigan 

peraturan pemerintah. 

1ni memang ketentuan baru namun sudah berjalan. Ini masalah 

pembayaran fiskal luar negeri yang dahulu diatur oleh Keputusan 

Presiden dan ini untuk mencari keputusan hukum lagi dimasukanlah 
ke ayat 8 ini. 

KETUA RAPAT 

Kami persilahkan F.KP. 

F.KP H. MOCHAMAD SUPARNI 

Setuju. 

. I 
I 

I 
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KETUA RAPAT 

Kami persilahkan F.PP •. 

F.PP DRS. H.M. MUKROM AS'AD 

F.PP mengusulkan supaya ini ditiadakan Bu, kenapa ? karena 

dalam pelaksanaannya agak sulit karena beberapa kali kita 

bertengkar dengan bawahan Pak Fuad untuk i tu kami mengusulkan 

d i't i adakan. 

KETUA RAPAT 

Terima kasih, kami persilahkan F.PDI. 

F.PDI ABERSON MARLE SIHALOHO 

Kami dapat memahami tentunya karena ini bisa direstitusi 

tetapi kalau dibandingkan dalam prakteknya memang ini terasa 

berat, kami lebih cenderung sebetulnya kalau apa yang disampaikan 

rekan dari F.PP, terlalu banyak masyarakat kita dibebani dengan 

berbagai pungutan. Karena juga keberangkatan ke luar negeri itu 

bukan untuk bersenang-senang a tau kalau set idaknya kami hanya 

dapat misalnya kalau dia hanya untuk turis kami setuju, toh itu 

restitusi yach bisa, tetapi kalau untuk keperluan-keperluan yang 

lain berobat atau yang lain, anak yang disekolahkan di luar nege­

ri ini terasa sui it sekal i. Jadi kami memang lebih cenderung, 

tetapi coba kami diberikan gambaran dahulu berapa banyak 

sebetulnya selama · ini hasi 1 dari fiskal luar negeri ini. Coba 

kalau bisa data beberapa tahun terakhir ini disampaikan dahulu 

supaya kami nanti juga dapat menentukan sikap lebih lanjut, 

sekian Bu terima kasih. 

KETUA RAPAT 

Terima kasih F.ABRI. 

F.ABRI ISMU AKSOPUTRA 

Terima kasih Pimpinan, fraksi ABRI berpendapat bahwa ayat 

ini sangat perlu. Hanya yang perlu diwaspadai adalah apabila 

memang ada yang dirugikan masyarakat ini yang perlu dibenahi, apa 
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yang diusulkan F.PP saya kira perlu diwaspadai, terima kasih. 

KETUA RAPAT 

Terima kasih, kami kembalikan kepada pemerintah atas 

pertanyaan dan usul dari F.PP dan F.PDI, kami persilahkan. 

PEMERINTAH DIRJEN PAJAK 

Terima kasih, saya rasa ayat ini sebetulnya sangat penting 

karena ini adalah sumber ekstensifikasi dan intensifikasi 

penerimaan negara dari wajib pajak perorangan yaitu orang pribadi 

ini adalah dari sini. Yang tidak pernah ada NPWP-nya dan tidak 

ada kabar angin apa-apa itu kenanya disini, mereka itu dan jelas­

jelas UU memberikan hak kepada mereka untuk restitusi dan orang 

yang ke luar negeri ini bagaimanapun juga orang yang relatif 

mampu. 

Dalam praktek malah sebagian itu kalau bisa menghindari itu, 

jadi ada orang yang sangat memperhitungkan dengan teratur berapa 

pembayaran fiskal ke luar negeri dalam SPT-nya karena ini 

pembayaran dimuka, sebagian lagi mencoba menghilangkan filenya. 

Ini berarti yang dikasih tanggung jawab tidak betul, ini yang 

dijadikan saran-saran untuk ekstensifikasi dan intensifikasi 

Wajib Pajak. 

Didalam pelaksanaannya itu, misalnya berdasarkan Keppres 

yang baru yang be 1 urn ada 1 t a hun i tu j e 1 as d i kas i h rambu-rambu 
disana yaitu orang yang belajar, tugas belajar, tenaga kerja, 

naik haji, orang sakit, ABRI yang tugas itu jelas. List yang 

bebas itu sebetulnya panjang sekali, sangat rinci. Jadi yang 

kira-kira tidak semestinya akan kena diluar list. Kalau dia itu 

sebagai pegawai yah sebagai biaya, sebagai biaya yang masuk ke 

perusahaan. Jadi karena rambu pengaman ini sudah ada oleh sebab 

itu tidak ada masalah karena umumnya justru dahulu ini adalah 

yang sangat menimbulkan iri orang yang ke luar negeri tidak 
terdekteksi membayar fiskal. 

Misalnya penjelasan-penjelasan perincian tentang siapa yang 

dibebaskan itu list-nya panjang, itu memang banyak sekali. Terus 

terang saja sampai beberapa lembar, untuk mengamankan mereka kita 

inventarisir seperti petugas sampai diperinci petugas dipesawat, 

petugas di perbatasan, itu semua dibebaskan, diluar itu yah kena. 

Demikian Bu terima kasih. 
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KETUA RAPAT 

Terima kasih, kami kembalikan ke F.PP. 

F.PP DRS. H.M. MUKROM AS'AD 

Minta tambahan penjelasan ada tidak perkiraan bahwa bukti 

pungutan fiskal di bawa ke luar negeri, bahwa fiskal itu akan 

hilang oleh yang bersangkutan sehingga tidak merupakan bukti yang 

hidup sebagai pungutan. 

Kemudian mengenai jumlah besarnya Rp.250.000,-, apakah naik 

lagi atau tidak 1 

KETUA RAPAT 

Saya kira langsung saja Pak. 

PEMERINTAH : DIRJEN PAJAK 

Tarif itu tidak semuanya Rp.250.000,- Pak. Kalau yang pakai 

pesawat terbang itu Rp.250.000,-, kalau yang laut Rp.lOO.OOO,-, 
kalau yang darat Rp.SO.OOO,-. 

Tentang bukti yang hilang terus terang saja saya tidak 

pernah mendapatkan informasi dan laporan karena nampaknya dengan 
bukti setoran mereka pada umumnya menyimpan dengan baik, kecuali 

seperti yang tadi yang sengaja-sengaja malah disobek atau 

dibuang, tetapi tidak pernah ada laporan itu Pak, terima kasih. 

-KETUA RAPAT 

Terima kasih, masih ada ! saya kira keempat fraksi bisa 
menerima pasal 25 ayat 8 ini dengan tambahan 
yang dibutuhkan ·dipenjelasan, terima kasih, 
silahkan. 

F.PDI ; ABERSON MARLE SIHALOHQ 

penjelasan tadi ada 

oh mas i h ada Pak, 

Yang dikatakan Ibu tadi, kami ingin ini supaya ada di 

penjelasan. Jadi khususnya ini ada yang dikecualikan, karena 

dipenjelasan ini cukup jelas dan yang kedua didalam penjelasan 

ini dikatakan bisa direstitusi atau ini bisa dikreditkan. 

Kami memang mengerti Pak Dirjen bahwa ini PPh perorangan 
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jadi memang kita harus mengintensifikasi dan ekstensifikasi dari 

PPh orang pribadi, ini memang harus kita tingkatkan salah satunya 

melalui fiskal luar negeri ini. Tetapi kami mohon supaya ada di 

penjelasan bahwa ada ini kekecualiannya dan yang kedua bahwa ini 

dapat dikreditkan sebagai pajak yang dibayar duluan, sekian 

terima kasih. 

KETUA RAPAT 

Terima kasih, jadi keempat fraksi · substansinya telah bisa 

disetujui hanya mohon pemerintah dan Timus menambahkan didalam 

penjelasan mengenai apa-apa yang diminta oleh fraksi-fraksi. 

Dengan demikian pasal 25 ayat 8 bisa kita terima. 

-------------- palu diketok 1 kali -------------

Terima kasih. Dan karena waktunya sudah terlewat maka kita 

skors untuk bertemu kembali jam 14.00 WIB untuk makan siang, 

terima kasih. 

KETUA RAPAT LOEKMAN R. BOER 

Skors saya cabut, yang menjadi perhatian kita bersama titik 

8 rapat sinkronisasi antara Panja dan Pemerintah, masing-masing 

Panja mengirim 2 orang anggota Tim Sinkronisasi, Pimpinan 

Sinkronisasi adalah Pimpina Pansus, rapat Tim Sinkronisasi akan 

dilakukan secepat mungkin. Dengan demikian Panja kita tentunya 
mengirim 2 orang. 

KETUA PANJA DR. IDA YUSI DAHLAN 

Boleh· saya usul sebentar Pak. 

KETUA RAPAT 

Silahkan Bu. 

KETUA PANJA DR. IDA YUSI DAHLAN 

Kami tadi telah berbincang-bincang dengan Pak Boer bahwa 

salah satu dari dua orang ini kami usulkan adalah Pak Loekman R. 
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Boer dan bersama salah seorang dari anggota yang kami kembalikan 

kepada Bapak~bapak dan Ibu-ibu semua siapa lainnya, terima kasih. 

KETUA RAPAT 

Usul diterima Bu, terima kasih atas kepercayaannya namun 

demikian karena ini merupakan panja tentunya saya serahkan : 
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Pada Panja, bahkan ada usul lain untuk Tim Perumus diambil 
salah seorang Tim Perumus akan ikut pada Tim Sinkronisasi supaya 
jangan nanti kacau lagi dengan Tim Perumus biar sama apa yang 
sudah diutarakan daripada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. 
Silahkan pendapat, sebelum kita, karena bersifat mungkin bersi­
dang ini. 

Ketua Tim Perumus, karena Tim Perumus juga berjalan terus 
tentunya saya harapkan Ketua Tim Perumus tidak bisa ikut, karena 
Tim akan terus berjalan. Jadi mungkin salah seorang anggota Tim 
Perumus. 

FABRI = 2 orang, FKP = 3 orang, dari FPP = 1 orang, dan dari 
FPDI = 1 orang. Dan di cadangan anggota pengganti ada 1. 
Bagaimana. 

Kalau Pak Adimi r berarti Tim Perumus berarti supaya terus 
bersidang, supaya hal-hal yang sudah ki ta selesaikan, dan yang 
perlu dikembangkan supaya bisa dicicil. Jadi siapa salah satu 
dari Tim Perumus, Pak siapa yang ikut Tim Sinkronisasi Pak Sabar 
Koembino dari FKP. 

Panja juga terus bersidang. 
Baik terima kasih, dengan demikian kigta putuskan saya 

mewkili Panja bersama Pak Sabar Koembina dalam Tim Sinkronisasi. 
Terima kasih. 
Sekarang kita lanjutkan saja acara kita membahas Pasal 26. 

Kami persilahkan Pemerintah untuk dapat membacakan dan memberikan 
penjelasan, silahkan: 

Pasal 26 ayat (1): 

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
dibayarkan atau yang terhutang oleh badan 
Pemerintah, subyek Pajak dalam negeri penye­
lenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau 
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
kepada wajib pajal< luar negeri, selain bentuk 
usaha tetap di Indonesia. Dipotong pajak 
sebesar 20 persen dari jumlah bruto oleh 
pihak yang membayarkan; a. Dividen, b. Bunga, 
sehubungan dengan jaminan pengembalian uang 
c. royalty, sewa dan penghas i lan lain sehu­
bungan dengan penggunaan harta. d. imbalan 
sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan ke­
gia tan e. hadiah dan penghargaan f. pensi un 
dan pembayaran berkala lainnya. 

Da 1 am ........ . 
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Intinya sama yaitu 
pajak luar negeri. 
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Pasal 26 RUU ini ada beberapa perubahan. 
penghasilan yang dibayarkan kepada subyek 
Sebagai pemotong di dalam RUU ini di tambah 

selain di tegaskan subyek pajak dalam negeri, juga penyelenggara 
kegiatan dan bentuk usaha tetap, seperti telah kita ketahui dalam 
RUU ini bentuk usaha tetap dianggap sebagai subyek pajak luar 
negeri, tetapi dalam pengelan pajaknya di Indonesia diperlakukan 
sebagai wajib pajak dalam negeri. 

Jadi apabila wajib pajak, apabila BOT membayarkan pengha­
si lan yang di sebut oleh pasal 2() aya t ( 1) i ni BOT juga waj i b 
~emotong berdasarkan pasal 26 ayat (1) yaitu 20 persen. Ada satu 
tambahan lagi yaitu disebutkan perwakilan perusahaan luar negeri 
lainnya. 

Oalam hal perusahaan luar negeri yang berkedudukan di negara 
yang mempunyak trity ddengan di Indonesia ada kemungkinan bahwa 
perusahaan tersebut mempunyak prwakilan di Indonesia, tetapi 
bukan dianggap sebagai BOT berdasarkan di finisi yang disebut di 
dalam tryty yang bersangkutan. 

Salama ini ratio dalam pelaksanaannya karena memang di dalam 
Pasal 26 yang sekarang berlaku di sana disebutkan waj ib pajak 
dalam negeri. Perwaki lan perusahaan luar negeri yang bukan BOT 
di luar cakupan sebagai pemotong apabila membayar penghasilan 
yang dicakup di dalam Pasal 26. 

Perubahan yang ada di samping yang disebutkan di muka ialah 
jasa yang dilakukan di Indonesia di sini dihapus karena selama 
ini dalam praktek merupakan celah bagi waj ib pajak luar negeri 
sebagai contoh seorang disigner lapangan gal f mendesain suatu 
lapangan golf di Indonesia, memang disain itu dilakukan di luar 
negeri, tetapi secara logisnya apakah bisa suatu disain lapangan 
golf tanpa hadir di Indonesia walaupun dalam waktu sangat sing­
kat. 

Ini di dalam praktek sering menimbulkan pertentangan, perbe­
daan pendapat karena perusahaan asing ini berargumentasi bahwa 
disiainnya dilakukan di luar Indonesia, oleh sebab itu kata-kata 
imbalan jasa yang di lakukan di Indonesia ki ta hapus Indonesianya 
Pak. sehingga setiap imbalan akan ki ta kenakan pengenaan pajak 
berdasarkan pasal 26. 

Dan tambahan lain lagi yai tu hadiah dan penghargaan yai tu 
misalnya ada pemberian hadiah dari Indonesia kepada penduduk luar 
negeri akan dikenakan pemotongan 20 persen yang lain adalah 
pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 

Seperti ki ta ketahui pemerintah mendorong dibentuknya dana 
pensiun, perusahaan-perusahaan itu didorong untuk membentuk dana 
pensiun. Per~sahaan-perusahaan ki ta sekarang ini karyawannya 
terdiri bukan saja dari orang Indonesia ada juga dari orang bukan 
Indonesia. 

Dalam keadaan demikian, maka nanti apabila mereka ini pensi­
un mereka akan ke luar dari Indonesia, tapi pensiun itu tetap 

di bayark.-m ........... . 



di bayarkan oleh 
Yang begini ini 
dari pasal 26. 
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dana pensiun yang berkedudukan di Indonesia. 
juga ki ta tegaskan agar i tu merupakan cakupan 

Demikian keterangan Bapak Pimpinan, terima kasih. 

Terima kasih. 
Saya minta tanggapan dari FKP. 

Terima kasih Saudara Ketua. 
Dari pasal 26 ini secara substansial tidak ada permasalahan, 

hanya ada sesuatu masalah yang kami sampaikan pada kesempatan ini 
kalau dikaitakan dengan penjelasan. 

Penjelasan dari pasal 26 itu suatu memberikan suatu itu atas 
penghasilannya yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar 
negeri dari Indonesia, tetapi di dalam rumusan yang pada batang 
tubuh yang .seharusnya merupakan payung dar:l pada mulai pasal 1 
dan seterusnya itu tidak ada. 

Terus bagaimana kira-kira pendapat dari pada pemerintah, 
sehi ngga untuk me rumuskan sesua tu hal yang ki ra-ki ra di dalam 
nanti akan menckup mengenai ayat (1). (2) dan selanjutnya. 
Karena dari ayat (1) ini sudah mulai, ".atas penghasilan tersebut 

di baw .. "'.h ini" berarti kaitannya mengenai soal jenis maupun 
kegiatan dari pada wajib pajak sudah mulai dirumuskan, tetapi 
kewaj i ban apa yang di i ngi nkan. dan masalah apa yang menyangkut 
mengenai masalah perpajakan i tu tidak muncul di dalam rumusan 
sekarang ini. 

Jadi barangkali dari Pemerintah bisa memberikan penjelasan~ 
Terima kasih. 

KE :ru_A _RAI?AT _(_!_,.QE:JSM_A_N_ R , _____ fi_Q_E RJ: 

Terima kasih Pak Sabar. 
Saya silahkan pada FPP. 

F_l?,P __ i_()R$, __ __!:L M_~ __ M_V_KJ:iQtLA9_'_f\_Qj_: 

Bapak Ketua, jadi secara substansial Pasal 56 ini membedakan 
te rhadap pendapa tan- pendapa tan yang sama sum be r-sumbe ,. pengha­
silan yang sama itu dikenakan 20 persen bagi wajib pajak luar 
negeri. 

Sedangkan ........... . 
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Sedangkan bagi pajak dalam negeri sebagai pasal yang lalu 15 
persen. Kami menyetujui pembedaan 15 dan 20 tersebut. Oleh 
karena i tu maka kami menyetujui supaya substansi seperti yang 
dirumuskan dalam pasal 26. 

Namun dikemukakan oleh FPP tadi bahwa tidak cukup, di sini 
menjelaskan terhadap wajib pajak luar negeri dikenakan 20 persen 
sebagai suatu masalah yang esensial. Jadi hendaknya dipertegas 
tidak dalam penjelasan saja, tetapi dalam rumusan ini bahwa 
kepada wajib pajak luar negeri i tu, i tu dikenakan 20 pesen dan 
itu sudah adil dibandingakan dengan wajib pajak laar negeri yang 
15 persen. 

Barangkali kalimat-kalimat di 
kan lagi atau lebih diperjelas. 
menyatakan setuju sepenuhnya. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER}: 

Terima kasih Pak Mukrom. 
Saya silahkan kepada FPDI. 

Terima kasih Bapak Pimpinan. 

sinilah yang perlu disempurna­
Jadi tentang substansi kami 

FPDI pada prinsipnya kami sudah dapat memahami rumusan pasal 
26 ayat (1) ini sampai dengan huruf f. 

Dan juga dapat menerima perubahan materi yang pada huruf d 
yang dalam undang-undang ada dilakukan di Indonesia memang se­
baiknya itu harus dihilangkan seperti penjelasan Pemerintah tadi 
supaya itu jangan dijadikan alasan yang sesungguhnya penghasilan 
itu memang adalah 
di Indonesia tadi 
golf banyak yang 

berasal dari Indonesia, tapi karena perketaan 
seperti mendisain ya itu tidak hanya lapangan 
lain-lainnya dikerjakan di luar negeri. tapi 

imbalannya dibayarkan dari Indonesia. 
Memang perlu ada penjelasan, karena ini dari bruto apakah ya 

kalau alasannya benar kami setuju saja berakpa 20 persen begitu 
ya, tapi kalau sekedar juga hanya membeda-bedakan atau barangkali 
ada maksud lain yang ingin dicapai kalau untuk dalam negeri dan 
i tu hanya ki ta potong 15 persen dari bruto, tapi kenapa untuk 
luar negeri· yang diterima oleh wajib pajak luar negeri itu kenapa 
kita jadikan 20. 

Kami hanya ingin back main yang ini ya lebih besar ya prin­
si fnya karena i tu di transfer di luar negeri kami setuju saja, 
tapi pengenaan 20 perrsen ini apa kira-kira yang menjadi alasan 
utamanya. Kami mahan diberikan penjelasan. Sekian Pak Pimpinan, 
terima kasih. 

KETLJA ......... . 
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_l5ETU~L.Bl:!.e.€1T ( LOEKMAN R_. BOER): 

Terima kasih Pak Abersan. Saya silahkan FABRI. 

FABRI (ISMU AKSOPUTRA): 

Terima kasih Bapak Pimpinan. 
Hanya kami menanggapi masalah antara batang tubuh dengan 

penjelasan ini hampir sama, apakah tidak perlu diberikan ini 
sebagai saran cantah-cantah yang kangkrit, sehingga lebih memper­
jelas daripada ayat tersebut, karena kelihatan antara batang 
tubuh dengan penjelasan ini sama ini. 

Ini saja Pak, terima kasih. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER): 

Berarti substansi ini setuju ya. 
Baik terima kasih kepada FABRI. Jadi keempat Fraksi sub-

stansinya sudah disetujui. Tinggal sekarang memerlukan penje­
lasan tambahan baik mengenai masalah bruta maupun besarnya 20 
persen. Kemudian ditambah dengan penjelasandi perjelas, ini kami 
mahan tanggapan dari Pemerintah. 

Silahkan. 

PEMI;J3J:.f!TAH_lDRS. RACHMANTO): 

Terima kasih Bapak Pimpinan. 
Saya mulai dengan pertanyaan yang paling mudah, yaitu menga­

pa 20 persen, selama ini juga 20 persen, apa yang sudah berlaku 
sekarang 20 persen. Jadi untuk menghindari kebingungan bahwa 
tarif-tarif dan pasal-pasal ini sama sehingga tidak terlalu 
membingungkan begitu Pak Abersan. Dan mungkin yaitu secara garis 
besarnya demikian. 

Mengenai saran penjelasan dari bunyi penjelasan dengan 
batang tubuh yang sama saya rasa.memang 
purnakan bahwa penjelasan nanti bisa 
cantah, sehingga lebih jelas lagi. 

benar artinya bisa disem­
diberikan dengan cantah-

Mengenai pertanyaan dari Bapak Sabar mudah-mudahan saya 
tidak salah tangkap Pak, kalau salah tangkap barangkali perlu 
lagi. Yang jelas di dalam Pasal 26 ini ki ta menyebutkan siapa 
pematang pajak, berapa besarnya · pematangan yai tu 20 persen dari 
bruta dan kepada siapa penghasilan i tu dibayar dan jenis-jenis 
penghasilan yang dicangkup dalam penghasilan itu. 

Pasal ini sebetulnya sama dengan pasal 23 

penghasilannya adalah wajib pajak dalam negeri. 
hanya penerima 

Sedangkan pasal 
26 yang menerima pembayaran adalah wajib pajak luar negeri. 

Demikian Pak Terima kasih. 

KETUA ........ . 
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KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOE~: 

Benar, ada itu. Kalau yang di pasal 23 itu kami ingin tanya 
supaya lebih jelas. Untuk sewa dan penggunaan harta i tu masuk 
netto ya. kalau luar negeri brute. Alasannya apa itu. 

FKP (H. MOCHAMAD SUPARNI): 

Karena dia ada di luar negeri Pak, jadi tidak ada SPT dia 
tidak wajib memberikan laperan keuangan, sehingga untuk menyeder­
hanakan brute dan ini lazimnya di luar negeri juga demikian di 
brute. 

KETUA RAPAT (LOEKM~N R. ~OER): 

Terima kasih. 
Bagaimana dari FPP. 
Penjelasan, 

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD): 

Setuju. 

KETUfLBAPAT (LOEKMAN R. BOER)_: 

Dari FPDI. 

E.eQJ (AB_ERSQIL_MAR_LE $IHALOHO}: 

Terima kasih Pak Pimpinan. 
Tapi ada sedikit lagi, tapi ini final ya. 
Apa tidak perlu dipertegas seperti di undang-undang. 
Oh di ayat berikutnya. Baik kalau begitu set.uju Pak. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER}: 

Terima kasih Pak Abersen. 
FABRI sudah terjawab tadi, jadi memang qi dalam penjelasan 

akan disempurna~an. Jadi dapat kita putuskan Pasal 26 ayat (1). 

FKP ......... . 
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FKP (DRS. S_ABAR KQEMB_INO~:Intrupsi. 

Sebentar, Pak masih ada dari FKP. 
Jadi yang dimaksudkan di sini Pak Ya, yang pertama i tu bahwa 
dalam rumusan Pasal 26 itu langsung nanti dengan istilah atas 
penghasilan dan sebagainya ... dan sebagainya. 

Ini memang kewajiban untuk memotong. Petugas yang berkewa­
jiban memotong itu, tapi di dalam penjelasan halaman 83 itu dimu­
lai. dengan: "atas penghasilan diterima atau oleh wajib pajak 

luar negeri" jadi kita subyeknya itu siapa. 
Jadi yang dipentingkan di dalam hal ini adalah kewaj i ban 

daripada wajib pajak luar negeri mereka tahu bahwa yang lain­
lainnya itu petugas-petugas yang wajib memotong-motong itu berda­
sarkan atas ketentuan-ketentuan besarnya 20 persen, instansi 
mungkin tidak mempermasalahk~n. itu yang kami tanyakan, sehingga 
supaya nanti jelas di dalam perumusan ini, itu yang pertama. 

Yang kedua ada masih yang ingin ditanyakan itu mengenai soal 
imbalan yang d. ya Pasal ayat (1) d "imbalan sehubungan dengan 
jasa yang tercantum dalam kegiatan i tu ada suatu masalah yang 
ingin kami tanyakan terutama mengenai soal hubungan kerja atau 
perjian mengenai soal hubungan telepon luar negeri, internasio­
nal, Telekomunikasi. 

Ini bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana memasuk­
kannya mengenai soal ini. 

Demikian.Pak~ terima kasih. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER): 

Terima kasih Pak Sabar. Yang pertanyaan pertama saya rasa 
tadi sudah dijawab bahwa nanti di panjelasan akan disempurnakan 
dan tentunya diserahkannya kepada Tim Perumus nanti untuk menyem­
purnakan penjelasannya. Kemudian yang kedua, karena ini merupa­
kan contoh kasus, mungkin ada penjelasan dari Pemerintah. 

Kami persilahkan. 

E£MERINTAH (DIRJEN): 

Terima .kasih Pak. 

Kalimatnya ini memang panjang Pak. Jadi kalau dipenjelasan 
disebutkan "yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri begi tu 
Pak Sabar ya. di penjelasan ya kan" Nah di batang tubuh juga ada 
cuma sudah di ini apa namanya di-agak bawah, jadi di baris 1, 2, 

dan 3, 4, 5. Di baris ke 5 Pak kepada wajib pajak luar negeri. 
Jadi karena di sini yang ditonjolkan itu yang kewajiban 

memungut, kewajiban luar negeri kita tidak kenal, kita tidak bisa 
menjangkau. kita tidak tahu menahu itu sebetulnya. 

J.:tdi 
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Jadi yang kita tekankan kepada siapa yang bertanggung jawab 
untuk memungut uang pajak itu untuk kepentingan negara. Itu yang 
kita tekankan, tetapi tetap masih di baris ke lima kepada wajib 
pajak luar negeri ada Pak sasarannya begitu. 

Kemudian mengenai pertanyaan Bapak yang kedua misalnya 
telepon, kalau telepon itu ada ketentuan-ketentuan internasional. 
Pada dasarnya orang kalau membayar telepon i tu adalah kepada 
kantor telepon dimana kita itu melakukan telepon kan begitu. 

Ki ta membayarnya kepada telekom untuk Indosa t rekeningnya. 
Misalnya ki ta telepon ke luar negeri. Itu umumnya i tu dibagi 
fifty fifty uangnya ki ta di terima oleh Indosat nanti orang 
Indosat itu yang telepon ke Amerika, oleh Amerika itu dikasihkan 
kepada orang Amerika melalui Kantor Telepon Amerika, ini kan juga 
mempunyai instalasi di sana bisa menyambung ke sana, tapi 50 
persen. 

Jadi oleh kita itu seluruhnya diterima dulu oleh Indosat dan 
itu sebagai tax fice untuk ppn itu 10 persen seluruhnya yang 100 
persen itu. Kita sudah dapat pajak, nanti diterima oleh Indosat 
sebagai refree yang 50 persen itu sebagai pengeluaran. Dan 
sebal i knya ya, apakah orang-orang yang telepon jadi kalau Pak 
Sabar i tu telepon dari Amerika misalnya ke Indonesia walaupun 
Bapak bayarnya itu di Amerika. Yang masuk ke Amerika itu sebe­
tulnya oleh Kantor telepon kita 50 persen 50 persennya itu diki­
rimkan ke Indosat, itu sudah ada ininya recief lokal (imbal 
balik). 

Jadi tidak ada yang lolos sebetulnya. 
nasional dalam hal telekomunikasi Pak. 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT lLOEKMAN R. BOER): 

Sudah jelas mungkin Pak Sabar. 

Itu ketentuan Inter-

Jadi dengan demikian Pasal 26 ayat (1) sudah kita sepakati 
dengan catatan pada penjelasan akan disempurnakan oleh Tim Peru­
mus dan bahkan mungkin diberikan contoh-contoh. 

Sudah setuju ini. 

floor setuju palu diketok 1 x -------------

Terima kasih. 
Kit~ lanjutkan kepada ayat (2), kami persilahkan Pemerintah. 

PEMERINTAH ......... . 
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PEMERINTAH (DIRJEN): 

Pasal 26 ayat (2): 
"Atas penghasilan dari penjualan harta di 

Indonesia kecuali yang diantur dalam Pasal 4 

ayat (2) yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap 

di Indonesia dan premi asurasi yang dibayar­

kan pada perusahaan asuransi 1 ua r neger i 

dipotong pajak sebesar 20 persen dari perki­

raan penghasilan netto. 

Salah satu tujuan dari ayat ini adalah membantu perkembangan 
asuransi di Indonesia. Selama ini perusahaan Asurasi Luar Negeri 
untuk menghindari dianggapnya mempunyai BOT di Indonesia mereka 
melakukan promosi lewat surat menyurat. 

Jadi kalau ada penduduk Indonesia yang tertarik akan asuran­
si luar negeri dengan korespondensi itu cukup menutup polis dan 
uangnya ditransfer langsung ke acount Yuar negeri. Ini menimbul­
kan menyempitnya pasar asuransi di dalam negeri. 

Oleh sebab itu supaya adil maka atas semua premi yang diba­
yarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri kita kenakan pemo­
tongan 20 persen, tetapi dari perkiraan penghasilan netto. 
Kebijaksanaan yang begini juga dilakukan oleh negara-negara lain 
termasuk negara-negara besar seperti ke Amerika, ·Jepang dan Korea 
kalau tidak salah. 

Demikian penjelasan kami Pak. 

Terima kasih. 
Saya serahkan kepada FPP untuk memberikan tanggapan awal. 

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD): 

Bapak Ketua. 

Terhadap ayat (2) ini ada pengecualian terhadap Pasal 4 ayat 
(2) keadaan mengenai tanah, saham dan bunga deposito ada berapa 
janis Kami akan bertanya terlebih dahulu terhadap masalah ini 
adalah mengenai pengecualian itu. 

Jadi pengecualian Pasal .4 ayat (2) ini dalam persoalan ini 
ditempatkan sebagai obyek pajaknya tentunya, sedangkan pemotongan 
20 persen adalah merupakan ketentuan yang membedakankannya dengan 
Pasal 4 ayat (2) juga. 

Jadi pertanyaan kami. secara kongkri t kami akan bertanya 
apakah umpamanya terhadap suatu interaksi seperti tanah yang 
dilakukan oleh wajib pajak luar negeri ini dia akan dikenakan 20 
persen, berbeda dengan ki ta dikenakan umpamanya 3 persen. Apa 
begitu maksudnya kemudian terhadap yang lain juga demikian. 

J ad i ......... . 
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Jadi · terhadap 20 persen dengan 3 persen atau 20 persen 1 

permil atau menyangkut perbedaan dengan obyek pajaknya di luar 
dari pada pasal 4 ayat (2). 

Saya kira demikian pertanyaan kami dulu. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER): 

Terima kasih Pak Mukrom, kami lanjutkan kepada FPDI. 

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO): 

Terima kasih Bapak Pimpinan kami pada prinsipnya juga tidak 
ada masalah dengan Pasal 26 ayat (2) ini. Jadi kami dapat menye­
tujuinya. 

Terima kasih Pak. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER): 

Terima kasih Pak Aberson, saya lanjutkan FABRI. 

FABRI (ISMU AKSOPUTRA): 

Terima kasih Pimpinan. 
Dari FABRI saya kira tidak ada masalah. 

Terima kasih. 
Saya lanjutkan kepada FKP. 

Terima kasih Saudara Ketua. 
Jadi dari FKP tidak ada masalah. 

diatur di dalam ·· Pasal 4 ayat (2). 
legis. 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER): 

· · Terima ·kasih. 

karena memang 1n1 sudah 
Memang hal-hal yang sudah 

Jadi ketiga Fraksi sudah menyetujui FPDI, FABRI dan FKP 
sudah setuju, namun FPP sebelum menyetujui mohon tambahan penje­
lasan. 

Kami persilahkan Pemerintah. 

~ ... , . _, ... ... 



62 

PEMERINTAH · : · 

pengecualian ini untuk , misalnya di 42 itu saham-sahan perusa• 
haan yang go public. Tr&nsaksi disana kan eepat eemuanya. ntea­
na s•sah kalau kita bedakan ini nalam wegeri. ini Luar wegeri, 
jadi itu dikecualikan. Jadi •••••• orans luar negeri itu men­
jual hartanya, hartanya ini berbentuk saham. ,1tau dengan bangunan 
itu, itujjusananti diatur ~!sana sama, sebab kalau nanti d*t.n­
jukkan itu barangnya jelae, tidak boleh di)eda-•edakan nanti su-
sahj juga dalam ••••• historis tetap titip keeana kemari, ma-
na yang murah mana yang mahal. 

niluar itu, harta-harta ini bisa surat-surat berharga komer­
eil paper yang lain, oblisaai ata•pun apa, ini di)erikan treat- . 
ment lanssuns seperti ini untuk WP-WI luar negeri tadi, eedans­
kan kalau untuk asuranei 1 tu memanr; j•ga didalam ranska a•paja ' 
sumber penghasilan yang dari rndoneaia jangan semuanya loloe 
ltegi tu saja ke luar negeri, karena 1 tu sumbernya dari sini, yang 
diasuransikan disini, yang bayar asuransi disini tapi kita tidak 
menerima apa-apa. tolos terus selama ini, terus terang saja, ae­
)ar;ai nirjen pajak sangat sedih dan kadang-kadang sakit hati. 
A~uranei luar neseri itu menjadi besar kita makin kerdil fpalagi 
nanti kalau mereka makin \anyak memDikin-\1kin orans saja nanti 
supaya dikirim asuransinya tam\ah tidak ada cost-nya, tidak ada 
pajaknya. Ini pasal yang sangat penting juga untuk pertumbuhan 
asuransi. 

Terima kasih. 

D'l'U.l : 
Terima kasih, ~ puad. 
~ami persilahkan kepada FPP. 

... . ~ 
FPP (DRS. H.M. MUlROM .lS'AD) : 
~ami memahami dan dapat menyetujui • 

• • 
XE'l'UA : 
Terima kasih. 
Berarti keempat fraksi sudah dapat menyetujui, dengan demi­

kian pasal 26 ayat (2) kita setujui. 

DTOK P.lLU 
Terima kasiho 
Kita lanjutkan dengan ~sal 26 ayat (3). 
gilahkan pemerintah. 

PEMJfJRIN!AH : ••••••••• 
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-·· --- ·····-·· ··- ··~·· -
PEMERDT'l'AH (DRS. RACHMANTO) : 
AYat (3) npelakaanaan xetentuan sebagaimana dimaksud pa.da 

ayat (2) ditetapkan oleh Menter! xeuangann. 
Jad! didalam ayat (2) dikatakan dasar pemotongannya adalah 

20% dari perkiraan penghasilan netto. Dengan xeputusan Menter! 
xeuangan nanti dttetapkan berapa penghasilan netto atas jenis• 
jenis penghasilan tertentu yang dicakup didalam paaal 26 ayat 
(2) tersebut. 

Demikiano 

KETUA: 

Terima kaaih. 
xami persilahkan PDio 

- .. ·-
FPDI ( ABERSON MARLF. SIHALOHO) : 
Terima kasih pak xetua. 
Tidak ada masslah. 

rE1'UA : 
Terima kasih. 
}i'raksi ABRI • 

.. ·-·-· .. --·- '····· . 

Ji'ABRI (ISMU AKSOPUTRA) : 
praksi ABRI Tidak ada masalaho 

XETUA : 

PKP (DRS. SABAR KOEM'BINO) : 
tUW8So gama pak. 

XETUA : 

FPP. 

PPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) : 
gama, pak. 

PEMERINTAH (DRSo RACHMAN'l'O) : 

AY&t (4) "Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak 
dari suatu bentuk usaha tetap di yndonesia, dikenakan pajak se­
besar 20% keeuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di 

yndonesia ••••••• 
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Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan xe­
putusan Menter! xeuanganw. 

pada dasarnya pengenaan tambahan sebesar 20% dar! penghasil­
an setelah dikenakan paj&k itu sudah ada dalam undang-undang yang 
eekarang berlaku,. lazimnya ini disebut baands prof'! t tex., 

perubahan dar! ayat ini adalah untuk mendorong penanaman mo­
dal pengenaan 20% ini tidak dikenakan apabila penghasilan setelah 

. -
kena pajak tersebut ditanamkan kembali d1 rndonesia dan ketentua~ 
nya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menter! xeuangan. 

nemikian. 

X:MUA: 
Terimakasih. 
saya persilahkan praksi ABRI• 

... -·. ------- .. -·~·· ..... ·~·---.... '· ... 
FABRI (ISMU AXSOPU!RA) : 
Fr&ksi ABRI tidak ada masalah. 

XETUA : 
FKP 

_:ru_.-..< ------' :. 
Tidak ada masalah, bisa diteruskan. 

KETUA : 
ppp 

--·-··-· ... - .... ~ ....... ~- .. ~. ······ .... _ .... -· . -- -- -k - -
FPP (DRS. H.M. MUXROM AS'AD) : 
saya kira sama. 

KETUA : 
Terima kasih. 
praksi PDI. 

FPiii. (uiiso!l-·Mini ·s:riuroiio > : 
Terima kaaih B&Pak pimpinan. 
M811&ll£ 1n1 aeqrik · jup dan pada prinaipuya. kami aetuju, 

tap1 kaai ingin mendapat penjelasan lebih lanjut sampai aejauh 
mana etektititaanya in1 selama in1, untuk kita bia~ mereka itu 
menanamkan keabali keuaiungann,a itu di rndone•ia tentu ini kon­
sen k1ta mengenai mission in! barang in1. 

J&di •••••••o 



65 

Jadi pada prinsipnya kami oke saja, cuma kami in gin mend.a­
Pat stor,y-nya bagaimana, pelaksanaannya se!ama ini,,sampai ae­
jauh mana kita berhasil dengan barier ini mereka memang mau me­
nanamkan kembali keuntungannya itu sesudah dipotong pajak di 
rndonesia, hanya minta itu saja. 

KETUA : 
Terima kasih pak Aberson. 
nengan demikian pak Aberson ini sudah yakin, cuma supaya 

jadi aiqul yaqin minta penjelasan lagi. 

silabkan. 

PRMERINTAH- (DIRJEN-· PAJAK7rii .. -FUAD- BAWAZIER) : 
pemikirannya adalah uang yang sisa dana yang ada disini, 

supaya tetap ada di rndonesia saja, ditanam didalam negeri saja. 
Ini sebagai satu rangsangan dan ini memang dirasakan akan perlu 
karena disatu pibak kalau uang yang dari luar negeri itu datang 
kemari sebagai penanaman modal dari luar negeri, itu kan tidak 
dipajaki, makanya yang sudah di dalam negeri ini kita bilang si­
lahkan ditanamkan aaja disini nanti tidak dipajaki. yang dari 
luar negeri saja datang well come, malah kita kadang-kadang kirim 
delegasi keliiing-keliling luar negeri untuk mencari modal, jadi 
su~aya yang disini juga mempunyai rangsangan kuat untuk tetap 
tinggal di rndonesia. 

Kita bilang, kalau yang sudah di dalam negeri ini you ang­
kat lagi ke luar negeri, kita kenakan 20, you tinggal disini 
yang sudah ada jangan keluar lagi. sambil kita mengundang keli­
ling terus mencari modal yang baru. 

rtu filosofi yang dianut. 

FPDI (AEERWON MARLE -SIRALOHO) : 
selama ini belum ada. Kami kira sudah ada. 
Karena E itu yang undang-undang keuntungan sesudah dikura­

ngi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di rndonesia, itu kan 
juga maksudnya kan demikian juga. 

P~MERINTAH (DIRJEN PAJAxlnR: FUAD-BAWAZIER) : 
rni kecualinya baru. 

- ---· ... -- -FPDI (ABERSON MARLF. SIRALORO) : 
oh, ini baru sama sekali, belum pernah. Jadi kecualinya 

yang •••••••••o 
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yang baru. Maksud kami, selama ini belum ki ta lakukan. xami kira 

selama ini sudah pernah dilaksanakan sehingga kami mau yang tadi 
bagaimana kira·kira basil insentit yang kita berikan inl sudah 
efektifitasnya. oh ini sama sekali baru. ya oke punya Bapak pim­
pinan. 

KETUA : 
oke p~a keempat !raksi, dengan demikian kita putuskan. 

m (DRs.· ·sABAR. ·xoE~INO) : 
(rnterupsi) . 
MUngkin sebelum aisahkan ini pada halaman 84 penjelasan, 

masih tercantum 4 lapisan, jadi nanti perlu disesuaikan. 
Terima kasih. 

KETUA : 
BQik, terima kasih dan tentunya penjelasan ini akan dise­

suaikan dengan yang sudah diputuskan atau ketentuan yang lain. 
Jadi dengan demikian kita putusk~ ayat (4) ini kita teri-

ma. 

KETOK 1 ICALI 
xita lanjutkan dengan ayat (5). 
gilahkan. 

.. . . . ,~ .. " .. ·----··· . . . .. .. .. . .... 
PF.MERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) : 
AJ&t (5) npemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2) dan ayat (4) bersifat final, kecuali a pemotongan 
ataa penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) 

hurut B dan hurut c·, ~ pemotongan atas penghasilan yang diteri­
ma atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang 
beru~ah status menjadi bentuk usaha tetap atau wajib pajak da• 

lam negerino 
. pada dasarQYa pemotongan pasal 26 ini final, tetapi ada 
beberapa pengecualian yaitu;1 seperti kita ketahui didalam pe-

. . 
ngenaan pajak ataa ~e~tuk usaha tetap, kta menganut prinsip 
toat evetraction rule, artinya kalau induk perusahaannya d1 lu­
ar negeri memper~leh penghaailan yang sama dengan bentuk usaba 
di rndoneai~ aaka pengbasilan tersebut dianggap aebagai pengha­
silan bentuk usaha tetap. 

Misalnya bentuk uaaha tetap in! •emberikan jasa di rndone­
sia, pada saat bersamaan induk perusahaan di luar negeri juga 

memberikan ••••ooo 
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memberikan jasa yang sama. Ada kalanya pemotongan pajak kepada 
jasa yang dilakukan oleh kantor pusat ini mengacu pada pasal 26 
sehingga seolah-olah final, pad&hal berdasarkan pasal 5 ayat 
(1) huruf B penghasilan yang diperoleh kantor pusat tersebut 
merupakan penghasilan dari bentuk usaha tetap dan kita tahu di­
dalam pasal 23, kalau bentuk usaha tetap memperoleh imbalan jasa 
itu dipotong 15~ dari netto. yang semacam ini walaupun sudah 
terlanjur dipotong 20%, itu tidak final tetapi dikreditkan kepa-

\' 

da pajak y~ng harus dibayar oleh bentuk usaha tetap. 
yang kedua, B yaitu misalnya orang pribadi luar negeri mem­

berikan jasa di rndonesia, seperti kita ketahui definisi wajib 
pajak nalam Negeri kita adalah mereka yang berada di rndonesia 
lebih dari 183 hari. 

Kalau seorang profesional di luar negeri, katakanlah mem­
punyai kontrak dengan perusahaan di rndonesia memberikan ~asa 
dalam waktu 4 bulan, misalnya$ rtu jelas kurang dari 183 hari 
sehingga imbalannya dipotong 20%, tetapi didalam perjalanan wak­
tu kontraknya diperpanjang sampai 7 bulan, sehingga dia menjadi 
a8jib pajak dalam ne'geri dan wajib yang sudah terlanjur dipotong 
berdasarkan pasal 26 bukan lagi final tetapi dapat dikreditkan 
terhadap pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang bersangkut­
an untuk wajib pajak tersebuto 

perima kasih Rapak pimpinan. 

KETUA : 
Terima kasih. 
Kami persilahkan pada FKP. 

FKP (DRS. SABAR KOBMBINO) : 
sebenarnya tidak ada satu masalah yang prinsipil untuk bisa 

dirubah, maka dalam hal ini dari FKP bisa menerima. 

KETUA : 
Terima kasih pak gabar. gaya silahkan pada FPPo 

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) 
pertanyaan kami kepada ?oyat-(5) hut'uf B• nisana itu ada 2 

atau, orang pribadi atau badan luar negeri yangbberubah status 
menjadi bentuk usaha tetap atau ~ajib pajak dalam negeri. 

Jadi maksudnya barangkali orang pribadi itu akan menjadi 
wajib pa~ak dalam negeri, kemudian badan usaha luar negeri itu 

menjadi •••••••o 
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aenjadi bentu.k .. usaha . tetap, jadi begi tu sama dengannya. 
Terima kasih, dengan demikian kami formil supa'a dijelas­

kan supaya langsung bisa setuju. 

KETUA : 
Terima kasih. 
gaya silahkan pada PDI. 

mi -f!i:ERsow- mRii-·srmLoHo' = 

Terima kasih BaPak pimpinan. 
rni juga karena masalahnya memang yang tadinya sudah dinya­

takan final karena dia wajib pajak luar negeri tapi karena sta­
tusnya berubah dia bisa diperlakukan sebagai wajib pajak dalam 
negeri karena dia juga aempunyai usaha tetap, berubah menjadi u 
usaha tetap,.tentu ini harus bisa dikreditkan, itu saja kami ki­
ra. rtu f'air, memang harus demikian. 

J&di oke punya, ini fair playo 

XETUA : 
gudah saya tulia, PDI ace. 
:rraksi ABRI. 

0 ~-~ '.,. • ·-ow·-
FABRI (IR. SOEDJALMOl : 
Fraksi ABRI tidak ada masalah. 

KF.TUA : 

B&ik, kalau sudah keempat fraksi sebetulnya sudah setuju, 
namun pp tadi sedikit minta penjelasan tambahan. 

Kami persilahkan Pemerintah supaya lebih mantap pak MUkrom. 

Pimiw!ii r ·.··-···---·· ·-·-· -·- , = 

pada dasarnya usul dari praksi persatuan bisa diterima se­
betulnya hanya perlu diketahui.berdasarkan definisi BUT kita, 
Bentuk usaha Tetap juga bisa berupa kepQnjangan dari orang pri­
badi, ~adi tidak saja b&danl tapi ini dibalikpun tidak akan me-
ngubah arti. · 

'!'erima kasill. 

D!UA: 
setuju pak MUkrom ? 

-
FPP: ••••••••• 0. 
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FiP LDRS.H.M. MUKROM AS,'AD) : 

Komi semulo. meng\l.B.t!,;lkailbegini. Orang pribodi kemudion Wo­
jib Pojok pribodi didohuluknn podo otnu keduo, podo ntou perto­
mn 1tu orang pribndi don nbodon usohn tetop otou bodnn. Jodi 
orang pribodi ntou bodon lunr negeri yong beruboh status menjo­
di Wokib Pojok dolo.rn negeri otou bodnn usoho tetopo 

KETUil. : 
Jodi bisn diterimn don nnnti dirumuskon yong lebih enok. 
Tt:!rimo kosih. 
Ki to setuju! Posol 26 .::yat, (5) in! .dengnn pen.r:~ton.an kemboli 

oynt B-nyo. 
Terimn knsih. 

Y..ETOK 1 KALI 
Kito lnnjutknn podo. Posol 27 lomo, ini teloh dihopus de­

ngan oloson perubohon in! dihnpus knreno sudoh tertnmpung dolom 
ketentucn Posnl 35. 

Snyo. rosa. tidok perlu dibo.hos, nonti kitn lihot soja podo 
Posol 35 tertompung otou tidok. 

Kito lonjutkon sojo podo Posul 28. 
Komi persilnhkan poda Posol 28 oyot (1) sampai F. 

Silohko.n, ko.lou perlu sompni o.ynt (2) ini o.do koitnnnyo, 
sekolieus soyo rasa in!, biso dibohos sekol!gus. Eisa diberikon 
penjelnson. 

i~IERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR) : 
Terimo kosih. 

Pnsnl 28 oynt (1) "Bog! Wnjib Pnjok dnlnm negeri do.n ben­
tuk usohn tetop. 

nyo 
npn 

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) : 

Jndi knrenn i:n1 merupokon so.tu bogio.n YD.ng boru 
itu ndo perubohon, soyo mohon juga untuk dibnco 
itu berubnh dnripndn ynng lnmo. ' 
Terimn kasih. 

KETUf. : 

dnlom bab­
korenn bnb-

3ebetulnyn juga bnb VI juga, judulnyn Yang berubnh. 
Silah.kc:m Pnk. 

PE:NffiiNT /tH. . . . . . . . . . 
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PEMERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR) : 

Bob VI Perhitungan Pajak Poda Akhir Tahun. 
Ketentunn Pnsnl 2~ disempurnnknn dnn·ditnmboh dengon ke­

tentoun boru sehinggo seluruhnyo berbunyi sebago! berikut "Pn­
sol 2~ Bngi Wojib Pajak dolom negeri don bentuk usohn tetnp, 
pojak yang terhutong d1kurangi dengon wnjib pnjok untuk tohun 

pojnk yang hersnngkutnn berupn : 
n. Pemotongon pojok ntos penghnsilnn dori pekerjann, jnsn 

don kegiotnn, semun dimnksud dnlam ~nsnl 21. 

b. Tnmbnhan-tambnhnn pnjnk atns penghasilan dari kegiatnn 
dibidong import ntau kegioton besor yang loin sebngni­
mona dimaasud dnlnm ~nsol 22. 

e. Pemotongan pajok otns penghasilnn berupo diViden, bungn, 
royolti, sewn, hndiab don penghorgoan don 1mbalon joan 
sebogoimonn dimoksud dolam Pnsol 23. 

d. Pnjok yang dibnyor otos terhutnng ntas penghasilan dari 
lunr negeri yang boleh dikreditknn sebngnimnnn dimnk­
sudkon dalnm Pnsnl 24. 

e. Pemboyaran Yang dilnkuknn oleh Wnjib Pnjnk sendiri, se­
bngaimana dimnksud dalom Pasal 25. 

f. Pemotongnn pnjak ntas penghosilnn, sebogaimano dimoksud 
dnlnm Pnsnl 26 oyat (5). 

Ayot (2) Sonksi administrosi berupo bunga, dendo don ke­
noiknn serto sonksi pidono berupo denda yang berkenonn dengon 
pelnksonoon pernturori perundnng-undnngon dibidong Perpojoknn 
yong berloku tidnk boleh dikteditkon dengon pojok yang terhu­
tong, sebogoimnno yong dimoksud pod oyot (1). 

Jodi podo hokekotnyo Woji&Pojok poda okhir tohun mengisi 
Surot Pemberitnhuon menghitung seluruh penghos1lnnny0 , menghi­
tung beropo pojo.knyo kemudion pojok tersebut dihodnpkon dengon 
jumloh pnjok yang teloh diboyor den terhutong, boik yong dibo­
yor aendiri moupun dipungut oleh pihok ketigo. 

Sedongkon mengenoi snnksi-sonkai, berupo snnksi odminis~ro­
si, bungo, dendo, wojor itu tidok boleh dikurongkon, knlou bo­
leh dikurongkon tidok ndn ortinyo lngi sanksi. 

Demikion. 

KETUA : 
Tertmo koaih. 

Soyo silohkon PP untuk menonsgopi. 

FPP • ......... . ...... . 
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FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AS) : 
Ibi sesuoi dengon judul bobnya, perhitungan pojnk poda nk­

hir tnhun. Kernudion bnik dolom butir ~ snmpoi dengnn butir ! 
semun posol yang kito lewoti semuanyo dikut1p, bornngkali tidok 
lupo mengutipnya, dengon demikion knmi dopnt menyetujui. 

KETUA : 

Terimo kos ih. · 
Soya silohkon dori PDI. 

~PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) : 
Oke aojn Bapok Pimpinon. 

KETUA ~ 

Twrimo kosih 
FABRI silnhkon. 

FABRI (IR 1 SOEDJALMO) : 
Setnloh mempelnjori Posal 28 1n1, knmi juga berpendopot 

bnhwa ini memuot hal-hal yang bersongkut pout dengon poso-posol 
yang teloh kito sepokoti, jodi memong logis dari penghosilon 
terutomo dikurongi don koreno 1ni okhir tohun pojok-pajoknyo ju­
ga diperhitungkon dengan pojok-pajak yang dopat dikreditkon. 

Jodi oyot (1) seluruhn~o komi setujui dan oynt (2) sekoli­
gus juga komi setuju knreno kolnu dendo snnksi itu masuk dido­
lam pengurongon logi berorti tidok ado sonksi dendo. 

Jodi betul, terimo kosih. 

KETUA : 
Terimo kosih. FKP. 

FKP i ) : 
Dori FKP pt:r~nrurao mengenoi sool perubohon dori judul bob 

VI, ini dopot ~enyetujui kareno lebih simpel, lebih sederhono. 
Ynng keduonmengenni oynt (1) don (2) doj juga oyot (1) n sompoi 
f knreno ini mos;.,loh-mosoloh teknis yong horus diperhotion oleh 
Wojib Pajak maupun oleh fiskes, moko kironya tidok ado bebon. 

Terimn kosih. 

KETUA : 
Terimo knsib. 

Dengon ··········~ 
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Dengnn demikion Pnsnl 28 nyot (1) o,b,c,d,e,!, don oyot (2)­
nyo dopot kito setujui. 

KETOK 1 KALI 
Terimo ko.sih. 
Kita lnnjut podo Pnsnl 28 ~ 
Komi persilohkon Pemerintnh. 

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO) : 
Bopok Pimpinnn yang soyn hormoti, 
Posol 2~ 1~1 ado kesnlahon ketik, kami mohon diperboiki 

seborusnyn bukon Pnsol 28 topi tepntnyn odolnh ~osnl 28 nyot (1) 

di alineo keduo. 
Jodi knlou komi bncokon kemboli " Apnbiln pajok yong ter­

hutnng untuk sotu tohun pojok ternyoto lebih kecil dori jumloh 
kredit pojok sebngoimono dimoksud dolom ~osnl 2~ oyot (1), moko 
seteloh dilokukan pemeriksonn, kelebibnn pemboyoron pojok dikem­
bolikon seteloh diperhitungknn dengon hutong pojok berikut sonksi­
sanksinyn". 

Jodi opobilo Wnjib Pajak mengisi SPT, kemudian din menghi­
tung penghosilonnya dppot dikethai jumloh pojoknyo, jumloh po­
jak ini dihndapkon dengon kredit pnnjong, artinyn yang diboyor 
sendiri dori pihok ketigo, ado kemungkinon menurut perhitungon 
dio ado kelebihon, din mengojukon permogonon redtitusi dnlnm 
hol ini untuk memastikon bohwa permohononrestitusi 1tu bennr-be~ 
nor, benot menurut peraturnn ynng berlaku, bennr dengon kepyo­
toonnyo moko nyot ini memberikon tugos melokukon pemeriksoon 
untuk memostikon benor-benor teloh odo kekelirunn pemboyon pnjok. 

Demikion •. 

KETUA : 
Terimo kosih. 
Soya silohkon FPDI • 

FPDI (ABERSON MARLJ SIHALOHO) : 
Sebelum komi teruslam, yodi yang dimnltsudkon ado yang snloh 

ketik koto "suo~• diboco "sotu•. 

fR!EfiiN4Ali I 

28 nyot (1) di nlinen kedun. Oleh koreno todi di 28 0 y0 t 
(2) sonks1 tidok boleh d1kred1tkon. 

FPDI : • • • • • • • • • 



73 

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) : 
Oh, judi yang dimhkEud dnlnm Pnsnl 2tl oyot {1). 

Demikinn Bnpnk Pimpinnn, kepndo Pemerintnh ingin komi me­
minto penjeloson ntnu mempertonynknn, tndi juga sudnh dujelnsknn 
bohwn pemerksnnn itu hnnyn nknn dilnkuknn knlnu meminto resti­
tusi, sedongknn todi knlnu ternyatn din lebih kecil, ini knn 
sudnh dihitung oleh fiskusi, SPT-nyo sudoh dimosukkon, ini kon 
perhitungon pnjnk, ternyntu sesudoh dihitung ternyotn din le­
bih kecil. Kalau din misalnyn sudah lebih kecil tapi din tidnk 
mengajuknn restitusi. Kitn melnkukan pemerksnnonn kon knlnu din 
meminta restitusi ntnu kalnu ternyntn din lebih kecil, npn te­
rus otomatis din meminta restitusi npa tidnk terus dilnkuknn 
pemeriksnan otnu bagnimnnn. Kolnu misnlnyn din lebih kecil, ti­
dok memintn restitusi, knrenn itu din kon seharusnyn horus kitn 
kembo.liknn. 

Jodi, maksud komi supnya letok dnri setelnh dilokuknn ntou 
setelah dilokuknn pem~riksonn in1. Tadi dijelnsknn knlnu din min­
to restitusi. Kalou senndninyo tidok misnlnyo lontos bogn15nno, 
apo kito tidok, tentunyo horus formal meminto restitusi itu. 

Don kemudinn komi juga minto bntoson waktunya, knrenn disi­

ni tidak dijelnskon dnlom beropn lama, misnlnyo oke din melnku­
knn memintn restitusi,· tentu knpon pemeriksonn dilnkukon knn ter­
seroh Pemerintoh. 

Ini supnyo imbong nnto.rn WP dengnn Pemerintnh. Jodi, korenn 
knlau kito bondingkon dengnn Posol 29, disnnn knlou kurong Peme­
rintoh horus dilunosi dolnm selombot-lnmbotnyo 3 bulnn seteloh 
tnhun pojok bernkhir. Ini moksudnyo supoyn berlnku seimbong. 

Jodi komi moksudnyo seteloh pemeriksoon todi don juga yo 
tentu selnmbnt-lnmbotnyn dikembolikon knpnn, yo komi juga me­
ngusulkon 3 bulan. Kolou Pemerintoh jugn horus boyar 3 bulan, 
kenopo WP tidok punyo hak seperti itu. Ini supoyo serosi, selo­
ros, seimbong. 

Itu pertnnynon komi, terimo knsih. 

KETUil. : 

Terimo kosih. 

Jodi belum odo persetujuon, perlu penjeloson lebih lonjut. 
Silahkon podn Froksi ABRI. 

FABRI (ISMU P~SOPUTRA) : 

Dnri Froksi ABRI untuk Pnsol 2tl A ini Pndo dosornyo subs-

substonsinyo •••••••••v 
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substnnsinya tidak ada masnlah, nnmun komi juga ingin mendnpnt­
knn keseimbangon nntnrn Pnsnl 2~ A dengnn 29. Ini dnlom rnngko 
menggiotkon apresinsi mnsynrnknt didnlom pembnynrnn pnjnk, jndi 
ndn imbnng-imbnngnnnya, bnik kewnjibnn fiskus mnupun kewnjibnn 
Wnjib Pojnk, sehinggn komi jugn senndo dengnn ynng disnmpniknn 
oleh rekan dnri FP.DI tndi, kiranyn dopnt dijelnsknn mengapn di­
sini tidnk dicnntumkan bntos wnkt,nyn, mungkin sudoh ado didnlnm 
hukum, bnrongknli dengan meng-conch podn kup posnl sekinn, sesuni 
kup, demikian 

Demikion Bopnk Ketun, terimn knsih. 

KETUA : 

Terimn knsih Frnksi ABRI. 
Sayn lanjutkan pod~ Frnksi KP 
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F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO) : 
Terima kasih saudara Ketua 
Dar i F raks i Karya Pembangunan tent ang mater i nya t i dak ada 

permasalahan, hanya memang ada hal yang perlu mendapatkan penje­
lasan jangka waktu bisa. diselesaikan memang kira-kira ada kaitan­
nya dengan beberapa pasal yang di KUP jadi Ketentuan Umum menge­
nai soal tata cara itu kalau tidak salah dalam Pasal 17. jadi 
kalau dikaitkan disana maka kiranya yang paling kompeten adalah 
pemerintah yang memberikan penjelasan mengenai soal ini, kami 
akan dengarkan. Terima kasih. 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih Pak Sabar, sebelum sampai pemerintah saya 

persilahkan dari FPP. 

F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) : 
Kami sama minta supaya Pemerintah me~jelaskan andaikata ada 

kaitan dengan KUP apa juga tidak perlu kita perkuat, karena juga 
Pasal 29 ini berdekatan sekali tentang keserasian antara masing­
masing kewajiban fiscus dan Wajib Pajak. 

KETUA RAPAT 
Terima kasih Pak Mukro, saya lanjutkan saya silahkan Pemer­

intah untuk memberikan penjelasan tambahan untuk lebih gamblang 
terutama mencapai kesimbangan katanya Pak Aberson. 

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) : 
Mengenai batas waktunya yang ditanyakan oleh keempat fraksi 

dapat kami sebutkan bahwa batas waktunya adalah 12 bulan semuanya 
juga dicantumkan dalam Pasal 17 b dari RUU KUP, 17 KUP. Perlu 
diketahui. bahwa kelebihan ini yang ada disini adalah kelebihan 
menurut perhitungan Wajib Pajak yang perlu diuji benar tidaknya 
dan fiscus itu berhadapan dengan semua Wajib Pajak, fiscus berha­
dapan dengan r i buan Waj i b Pajak, ka 1 au mereka ban yak mengaj ukan 
restitusi dengan sendirinya menurut saya wajar saja kalau 
pemerintah waktunya 12 bulan wajar saja, sebab pemerintah berha­
dapan dengan sedemikian banyak Wajib Pajak, kalau Wajib Pajak 

umpamanya ............• 
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umpamanya semuanya menyatakan lebih bayar, ya Pemerintah terikat 
juga 12 bulan harus diberikan, kalau 12 bulan itu dak diselesai­
kan sanksinya adalah permohonan restitusinya dianggap diterima, 
otomatis diterima itu sanksinya sebab ini baru kelebihan menurut 
hitungan-hitungan Wajib Pajak yang perlu diuji kebenarannya 
melalui pemeriksaan. Demikian terima kasih. 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih Pak Ismail, kembali saya serahkan kepada FPDI. 

F.PDI (ABERSON UARLE SIHALOHO) : 
Terima kasih Bapak Pimpinan, karena di KUP kami meminta 

menjadi 6 bulan. Karena kami disana meminta di KUP itu 6 bulan 
nah ini memang masalahnya berikut dengan pemeriksaan tapi sama 
dengan juga mengajukan keberatan ini secara tidak langsung, jadi 
tergantung kalau disana berhasil kami 6 bulan ya disini kami mita 
6 bulan. Kalau begitu tadi kan tiga ke dua belas itu ini Pak 
Dirjen, kalau 3 ke 6 itu bolehlah, ini jauh benar, karena ini dak 
pengertian di KUP saja ini Pak, 6 bulan Pak setelah di KUP nanti 
bagaimana keputusannya. Jadi angkanya disini 3 bulan tidak kita 
muat 6 bulan tidak kita muat 12 tidak kita muat, tentunya nanti 
larinya kepada KUP sebagai payung KUP apa dak demikian, ya maksud 
kami demikian memang tapi tadi Pak Dirjen tidak mau malah ter­
gantung ini katanya koq KUP begitu ? Kalau begitu kita tunggu 
dari KUP. 

KETUA RAPAT 
Jadi dengan demikian, ah masih ? 

F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO) : 
Jadi supaya ada clearnya ini, mengenai ketentuan ini akan 

kita cantumkan didalam penjelasan apa yang dicantumkan oleh KUP 
itu jadi kHa hanya cut Pasal berapa dari pada ini. Didalam 
pen j e 1 a san unt uk pas a 1 in i j angka wakt unya, ka 1 au nant; t; dak 
dicantumkan seolah-olah tidak, ini mengambang sampai berapa lama 
tapai kalau ini dicantumkan meskipun disana, maka dengan sendiri­
nya didalam Pasa·l 28 A ini Pemerintahpun terikat pada ketentuan 
itu jangka waktunya 12 bulan, maka itu dimasukkan dalam penje­
lasan, kita cut saja memperhatikan Pasal 17 ayat (b) dari pada 
KUP. 
Demikian 

KETUA RAPAT ..•..••.. 
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KETUA RAPAT : 
Terima kasih, sebetu1nya tidak dicantumkan juga bo1eh karena 

uu Pe rpaj akan in i me rupakan sat u paket dan KUP it u me rupakan 
payung dari semuanya tidak apa yang jelas disini tentu tata 
caranya akan kesana semua ha 1 in i ka 1 au d i·cant umkan juga t i dak 
apa, namun demikian bagaimana Pemerintah supaya dalam pe1aksanaan 
operasional di lapangan jangan sampai terjadi tumpang tindih atau 
simpang siur, silahkan. 

PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) : 
Ini mengenai batas waktu ini dalam KUP terus t~rang dalam UU 

sekarang ber 1 akupun sudah ada demi k ian dan in i memang ha 1-ha 1 
yang sepe rt i in i ada d i sana, t uj uannya memang unt uk menun j ukkan 
ke r i ngkasan dar i pad a in i dan memang mencoba sebanyak mungk in 
melakukan pemi1ahan, karena itu kita mempunyai KUP, terus terang 
saja kalau semuanya itu diwadahi di sini 1agi kita kembali ke uu 
yang lama, uu yang lama sekali itu memang kita tidak mengenal 
KUP, j ad i PPh dan sega 1 a per at u rannya, PPn dengan sega 1 a 
peraturan formalnya tata cara itu ditampung di UU itu, kemudian 
waktu reformasi tahun 1984 itu kita punya kesepakatan sebagaimana 
lazimnya di tata kromo perpajakan di banyak negara maju yang ini 
supaya mengat u r subst ansi PPh dan subst ansi PPn, 'kemud ian 
ketentuan formal dan tata caranya ada di sana. Dan itu tidak 
mungkin salah kalau disana kalau misalnya mengenai ini ditentukan 
12 bulan Pak itu pasti tidak mungkin salah Pak, ndak bakal dalam 
pelaksanaan itu nanti disini dijadikan dua tahun itu jelas 
mengatur ini, tidak bohong saya Pak. 

F.KP, {DRS. SABAR KOEMBINO) : 
Jadi kami tidak mempersalahkan mengenai soal itu, tetapi di 

dalam penjelasan itu yang akan membaca ini adalah awal. Jadi di 
dalam penjelasan kalau di dimasukkan tidak menuntut bahwa itu ada 
d i d a 1 am bat an g t u b u h n y a , t e t a p i d i d a 1 am pen j e 1 as an i t u b i sa 
dicantumkan supaya orang itu tahu, oh kewajiban dari Pemerintah 
i t u be 9 ;. n i -beg i n i , b i a r d i a 1 i hat send i r i nan t i t i d a k a p a t a p i 
menunjukkan itu untuk mempermudah, jangan sampai orang awam suruh 
membaca tiap-tiap kupon yang sekian tebalnya itu kan tidak. 
Maksud kita memberi kemudahan kepada di dalam penjelasan kita 
cantumkan. Karena di dalam Pasal 29 itu jelas-jelas, karena ini 
nanti juga ada .akan kami ajukan beberapa pertanyaan yang berkai­
tan dengan Pasal 29 yang kira-kira hampir sama nadanya. Sekian. 



78 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih Pak Sabar, saya rasa Pemerintah ka1au da1am 

penjelasan mungkin dapat diterima. 

PEMERINTAH, (DR. FUAD BAWAZIER) 
Kami prinsipnya tidak keberatan mau ditambah dalam penje-

1asan yang memang maksudnya yaitu dan kami tidak punya pengertian 
yang bisa lain kecuali ya seperti itu. Cuma biar Pak Sabar mantap 

ya si1ahkan saja. 

KETUA RAPAT, 
Dengan demikian Pasa1 28 A ini sudah bisa kita terima dengan 

penambahan penjelasan menunjuk kepada KUP. Terima kasih. 

Kita lanjutkan Pasal (29), silahkan Pak Sabar. 

PEMERINTAH, (DRS. ISMAEL MANAF) 
Pasal 29 sama halnya Pasa1 28 Ayat A tadi, Pasa1 29 ini yang 

alinea keduanya itu seharusnya 28 Ayat (1) mohon diperbaiki dulu. 
Saya bacakan, apabila pajak yang terhutang untuk satu tahun pajak 
ternyata lebih besar dari pada kridit pajak sebagaimaan dimaksud 
dalam Pasal 24 Ayat (1) maka kekurangan pajak yang terhutang 
harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah 
tahun pajak berakhir sebelum surat pemberitahuan disampaikan, 
ketentuan ini juga sudah ada sebenarnya dalam ketentuan yang lama 
hanya sekarang di aj ukan se 1 ambat-1 ambat nya t angga 1 25 maksudnya 
adalah agar jangan sampai pembayaran itu sampai menunggu saat­
saat terakhir tanggal 31 pada saat mana juga tahun anggaran kita 
ditutup sehingga menjadi sangat menyulitkan. Perlu kami je1askan 
bahwa ini kan hitungan-hitungan pajak sendiri, ia mengisi SPT ia 
hitung pajaknya, pajaknya sekian, pajaknya dibandingkan dengan 
kridit pajak yaitu yang telah dibayar sendiri dan terhutang. Dan 
menurut hitungan dia sendiri ada kekurangan, kekurangan itu wajar 
kalau diberikan waktu sampai tanggal 25 bulan ketiga sebelum SPT 
dimasukkan, karena aturannya adalah SPT dimasukkan selambat­
lambatnya tanggal 31 Maret kalau itu tahun bukunya sama dengan 
tahun taqwim, kalau tahun bukunya tidak sama dengan tahun taqwim 
berarti 3 bulan sesudah akhir tahun buku. Ini dihitung sendiri 
saya kurang saya bayar, tanggal 25 bulan ketiga. Terima kasth. 
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KETUA RAPAT, 
Kami persilahkan Pak Sabar, 

F.KP, (DRS. SABAR KOEMBINO) 
Terima kasih Saudara Ketua, jadi untuk hal ini saya memang 

sabar betul menunggu sampai Pemerintah selesai, tapi mulai bayi 
saya sudah sabaar terus, Jadi khusus untuk Pasal 29 ini disitu 
dinyatakan apabila pajak yang terhutang suatu tahun pajak ternya­
ta lebih besar, saya bukan mengenai masalah besar kecilnya pajak 
tetapi dengan istilah tahun pajak. Di dalam tahun pajak ini kan 
ada dua hal yang satu mempergunakan tahun taqwim dan satunya 
menggunakan tahun buku. Jadi kami menyarankan didalam penjelasan 
supaya Waj i b Pajak di nyatakan juga bahwa karena di da 1 am 
penjelasan juga dinyatakan ada pembedaan itu tanggal-tanggal yang 
untuk tahun taqwin dan tanggal-tanggal untuk tahun buku. Jadi 
supaya didalam hal ini akan lebih jelas hal-hal yang sudah jelas 
supaya lebih jelas jadi rakyat golkar kita tidak bingung nanti ya 
Pak, maka kami sarankan sebelumnya itu dinyatakan yang dimaksud­
kan tahun pajak dalah tahun taqwin dan tahun buku, sehingga 
dengan demikian akan runtut dari pada penjelasan. 
saudara Ketua, terima kasih. 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih, saya silahkan FPP 

F,PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) : 

Demikian 

Bapak Ketua, jadi ternyata batas waktu .Yang Pasal 29 ini 
mempunyai perbedaan dengan batas waktu yang dimaksud dengan Pasal 
28 itu, jadi jelas berbeda maka disini diatur tersendiri didalam 
pas a 1 1 angsung besert a bat as wakt unya. 01 eh karen a ; t u maka 
berdasarkan pengertian kami demikian, maka kami setuju dengan 
Pasal 29 ini. ·rerima kasih. 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih, saya lanjutkan kepada POI 

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) : 
Kami sudah t i dak ada mas a 1 ah men gena i pas a 1 ; n i , ya sudah 

ace. oh sudah Pak Ketua. 

KETUA RAPAT : 

Terimakasih, Fraksi ABRI 
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F.ABRI (IR. SOEDJALMO) 
Terima kasih, dari Fraksi ABRI Pasal 29 ini substansiil 

tidak ada permasalahan, namun kami" dengan penjelasan itu tadi 
barangkali ingin mendapatkan sedikit penjalasan tambahan, bagai­
mana kalau sudah tutup tahun anggaran baru Wajib Pajak mengetahui 
bahwa ada keke 1 i ruhan, j ad i dis in i ada keku rang an paj ak yang 
diperhitungkan, apakah pasa1 ini tidak nanti membahayakan bagi 
Wajib Pajak sendiri ataukah memang ada pengaturan lainnya. 

Yang kedua, men gena i saran dar i rekan FKP tad i ka 1 au memang 
ingin ditqmbahkan penje1asan sebagaimana yang tadi dije1askan, 
kami sendiri tidak keberatan, ini akan 1ebih memperje1as. Terima 
kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih, saya si1ahkan pemerintah untuk memberikan 

penjelasan tambahan. 

PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) : 
Mengenai SPT pembetu1an, juga mengenai tahun pajak juga ada 

dida1am disana jelas sekali masing-masing tahun pajak apa SPT ada 
juga SPT pembetU1an yang bapak sudah 1ewat itu baru ingat ada SPT 
pembetu1an, semuanya itu diatur detail tentang tata cara seperti 
it u d ida 1 am KUP. Sedangkan mengena i bag a i mana ka 1 au t a hun buku 
ini macam-macam ada didalam penjelasan Pak, di penje1asan ha1aman 
88 itu diberi contoh seka1igus apa artinya, kan tadi Pak Sabar 
bi 1 ang t i dak semua pembukaannya Januari sampa i dengan 31 
Desember kan begitu Pak, ada yang tahun ini. Nah itu contoh dalam 
pen j e 1 a san sebet u 1 nya sudah cukup j e 1 as yang men yampa i kan it u, 
ka1au pembukuan itu Januari sampai dengan Desember bayarnya ·itu 
25 Maret. Sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun 
taqwin artinya bukan Januari Desember misalnya dimu1ai tanggal 1 

Juli sampai dengan 31 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi 
dengan 25 Sept ember dan set e rusnya kit a b i sa member i cont oh­

cont oh sepe rt i it u. Jad i yang 1 az i m J anuar i -Desembe r sudah ada 
yang n·yimpang itu diberi satu pola contohnya, saya rasa sudah 
cukup jelas dalam penjelasan. Terima kasih Pak. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih, dimana Pak Sabar ? 
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F.KP {DRS. SABAR KOEMBINO) 
Kalau memang sudah setuju, boleh Pak kan tidak ada masalah. 

KETUA RAPAT : 
Oak ada masalah, FABRI ? 

F.BRI 
Tidak ada masalah 

KETUA RAPAT : 
Jadi Pasal 29 ini kita setujui 

RAPAT SETUJU 

Terima kasih, kita· lanjutkan untuk Pasal 30 semua dihapus, nah 
tentunya kolom keterangannya pindah ke KUP kemudian hanya satu 
yang ketentuan ini dihapus karena sudah tercakup dalam Pasal 28 A 
sudah kita bicarakan, kemudian 31 ayat (2) juga demikian hanya 
pindah ke KUP. Jadi Pasal 30 dengan Pasal 31 halaman 74-75 pada 
sandingan ini semua dihapus ada komentar. 

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) 
Diperiksa dulu Pak ! 

KETUA RAPAT : 
Nah nanti Tim Penyerasi. 

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) 
Catatannya diperiksa apa sudah benar pindah atau belum, 

jangan-jangan pindahnya ke tempat lain. 

KETUA RAPAT : 
Jadi diberikan catatan kepada Tim Penyerasi untuk mengecek 

pada apa sudah pindah atau belum, jangan-jangan pindah KUD nanti 
ya, baik kita setujui ini dihapus untuk dilihat pada KUP oleh Tim 
penyerasi. 

Rapat Setuju 

Sekarang kita masuk kepada Bab VII Ketentuan Lain-lain, tidak ada 
perubahan ketentuan lai-lain juga Pasal ':! A , kami persilahkan· 
pemerintah untuk dapat memberikan penjelasunnya. 
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PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) 

Pasa1 31 A 
Kepada Waj i b Pajak yang me 1 akukan penanaman mod a 1 d i b i dang­

bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat 

diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Pembangunan nasional memerlukan penanaman modal dalam jumlah yang 
memadai agar terdapat pertumbuhan yang serasi, selaras, dan 
seimbang pembangunan harus dlilaksanakan merata diseluruh bidang 
dan daerah wilayah Indonesia untuk mendorong dan meningkatkan 
pembangunan kese 1 u ruh b i dang us aha dan dae rah t e rsebut, kepada 
Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha 

tertentu dan atau daerah--daerah tertentu dapat diberikan fasi-

1 it as pe rpaj ak<:'ln yang ket ent uannya d i at u r 1 eb i h 1 anj ut dengan 

peraturan pemerintah. 

Sekian Pak 

K£TUA RAPAT : 
Terima kasih Pak Isamel, kalau tadi sudah dimulai dengan 

FKP, nah tentunya sekarang lari kepada FPP, silahkan. 

F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) : 

Bapak Ket ua, j ad i karena Pas a 1 31 in; menyangkut pembe ri an 
fasilitas perpajakan yang nantinya akan dikuasakan kepada 

peraturan pemerintah untuk atas nama UU ini mengatur tentang 

fasilitas perpajakan yang diberikan itu, oleh karena itu barang­

ka1i Pasal 31 A inilah yang oleh. UU ini tidak cukup dengan 
penjelasan yang ada tetapi harus diberikan batasan-batasan maupun 
rambu-rambunya. Dan barangkali pihak pemerintah sudah siap dalam 
hal ini dengan rambu-rambu tersebut sehingga ·kami nantinya dapat 
menilai lebih lanjut yang merupakan satu kesatuan terhadap 
pembahasan Pasal 31 A ini, kalau pemerintah sudah siap kami mohon 
sekaligus nanti menyampaikan untuk pembahasan kita pada putaran 
kedua setelah pertama ini. Terima kasih. 

KETUA RAPAT 

Terima kasih Pak Mukrom, saya silahkan kepada POI 
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F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) 
Terima kasih Bapak Pimpinan, kami pada prinsipnya sudah sama 

dengan yang disampaikan o1eh rekan dari FPP, karena ini pemberian 
fasi1itas perpajakan di bidang-bidang usaha tertentu dan juga di 
daerah-daerah tertentu yang memang akan di atur dengan peraturan 
pemerintah tapi UU ini menurut hemat kami per1u memberikan krite­
ria atau indikatbr bidang-bidang ~saha tertentu itu yang seperti 
apa dan kemudian juga daerh-daerah tertentu itu yang seperti apa, 
karena ini kemba1i kita memberikan fasilitas-fasilitas karena 
kalau sa1ah ini dikelola, ini bisa menimbulkan kesenjangan dan 
kecemburuan baik antar daerah maupun juga antar usaha. Jadi 
dengan tidak mengurangi kepercayaan kita kepada pemerintah tapi 
bagaimana lazimnya suatu uu, karena UU ini adalah merupakan 
kaput us an po 1 it i k dar i rakyat me 1 a 1 u i wak i 1-wak i 1 nya, maka kami 
kira per1u dan seperti yang disampaikan o1eh rekan dari FPP kami 

-
persilahkan pemerintah dulu mempersiapkan rancanganya itu tentu 
akan dapat kita masukkan nanti didalam penjelasan, yang dida1am 
RUU ini dikatakan cukup jelas ya ka1au ada penjelasannya tapi 
masih terlalu singkat sekali atau ter1a1u umum sehingga kita 
tidak bisa mengambi1 dari penjelasan ini bagaimana kira-kira 
kriteria bidang-bidang usaha tertentu itu dan juga daerah-daerah 
tertentu itu. Jadi kami yakin ini Bu Sri sudah senyum-senyum saya 
kira sudah siap ini dengan rumusannya, monggo Bu mudah-mudahan. 
Jadi demikian Pak Pimpinan, terima kasih 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih Pak Aberson, saya 1anjutkan Fraksi ABRI 

F.ABRI {IR. SOEDJALMO) 
Terima kasih saudara Ketua, Pasa1 31 A Fraksi ABRI juga 

ingin menyarankan kepada pemerintah agar dapatnya diberikan 
kriteria dida1am penjelasan pasal ini khususnya yang menyangkut 
bidang-bidang usaha tertentu, daerah-daerah tertentu dan kriteria 
mengenai jenis-jenis dari pada fasilitas perpajakan yang mungkin 
diterapkan. Hal ini saya kira sudah merupakan concern kita semua 
dan pada waktu rapat Pleno Pansus yang lalu ini sudah secara 
garis besa.r, secara prinsip memang sudah ada kesepakatan dari 

kita bersama u'ntuk memberikan rainbu-rambulah agar nanti pp yang 
akan dike 1 uarkan it u k i ra-k ira sudah menampung se 1 u ruh as pi ras; 
yang ada secara substansial. 

Tentunya ......••...•. 

' ,,, .. ' 
I,:,·,,· I 



Tent unya ha 1 in i t i dak mengu rang i kepe rcayaan kit a kepada 

peme r; nt ah send i r i dan kami juga sependapat dengan re kan 
terdahulu bahwa untuk memudahkan pembahasan, kriteria-kriteria 

ini seyogyanya dapat dipersiapkan konsepnya dari pemerintah untuk 

nanti kita sepakati. Terima kasih. 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih, FKP 

F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO) 
Terima kasih saudara Ketua, saya rasa pasal ini adalah pasal 

baru yang memang harus kita renungkan baik-baik, apalagi bab-nya 
adalah ketentuan lain, jadi mungkin lain dari pada yang lain. 
Jadi dari FKP itu memang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih 
lagi dari pemerintah, disini dinyatakan didalam rangka penanaman 
modal di bidang-bidang itu usaha bidang-bidang usaha tertentu, 
tentunya didalam hal ini kita harus tahu, bidang-bidang usaha apa 
saja tertentu. Demikian pula di daerah-daerah tertentu apakah 
dalam rangka dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerin~ah yang 

nyangkut mengenai Indonesia bagian timur ataukah sekarang daerah 

terpencil sehingga ini perlu ada penjelasan. 

Yang ketiga fasilitas perpajakan, kita sudah mengetahui 

bahwa didalam UU PPh ini sudah ada beberapa fasilitas yang kita 

berikan, mungkin ada fasilitas yang lain kita belum tahu, inilah 

ingin kami dapat penjelasan, barangkali pemerintah bisa 

menjelaskan sehingga nanti bisa kita mengambil sikap-sikap atau 
langkah-langkah selanjutnya 

Demikian saudara Ketua, ada beberapa hal untuk kita renungi 
sebagai suatu anlog untuk kita mengadakan pembicaraan di dalam 

Musym:ar<'!h. 
Sekian terima k8sih 
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KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BQ~R1: 

Terima kasih Pak Sabar. 
Saya persilahkan Pemerintah. 
Dengan berbagai pertanyaan dengan penjelasan mungkin sudah 

ada konsep pemecahannya kami persilahkan. 

PEMERINTAH {_Qj:_I{..J_I;_I\jj_: 

Terima kasih. 
Ini memang Pasal--pasal seru. Sudah diberikan penjelasan 

oleh Pemerintah di dalam pengantar rnaupun di dalam musyawarah 
Fraksi-fraksi mengenai ini. Itu dengan berbagai macam pertim­
bangannya dan ki ta semua pada dasarnya me rasa perl unya jalan 
keluar untuk menghadapi klhal-hal yang sangat spesi fik. Saya 
rasa hal itu sudah disepakati yaitu bagaimana misalnya mengangkat 
daerah 
ekspor 

yang 
dan 

benar-benar 
bagaimanakah 

terpencil, 
misalnya 

negara lain dan seterusnya. 

bagaimana untuk mendorong 
menampung perjanjian dengan 

Prinsif-prinsif ini sudah ada yang mungkin tidak cukup jelas 
pada penjelasan yang ada untuk Pasal 31 a. Kemudian sebagaimana 
telah ditawarkan dengan maksud-maksud seperti itu sebetulnya 
seperti hal yang sudah diberikan di kawasan Amerika fasili tas 
untuk FT yang berlaku, dan bagaimanakah seperti daerah terpencil 
yang diatur dalam PP 63 tahun 1992, kemudian bagaimana hal-hal 
seperti yang perlu dirumuskan adalah bahwa hal-hal seperti ini 
berlakunya adalah umum, artinya kalau khusus tapi umum. 

Kalau i tu diberlakukan adalah untuk kegiatan i tu, .di daerah 
itu. ya semua orang itu mempunyai hak yang sama terhadap perpa­
jakan itu. Itu kan prinsip-prinsip itu semuanya sudah kita sepa­
kati. 

Tinggal barangkali bagaimanakah dirumuskan Pemerintah akan 
sangat senang hati misalnya semua Fraksi juga membikin rumusan 
barangkali nanti digabungkan untuk membikin satu rumusan di dalam 
penjelasan. Atau kalau memang dikehendaki Pemerintah akan me­
nyampaikan t>erumusannya di dalam untuk penjelasan, karena say a 
rasa kalau dib~tang tuguh sudah saya tidak melihat lagi mau 
diperbaiki apa lagi begitu. 

Sudah mentok itu yang penting di penjelasannya, karena masih 
ada cukup panjang untuk perincian rambu-rambunya saya rasa kita 
sepakat perlunya rambu-rambu itu. 

Karena ........ . 
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Karena itu dengan segala hormat dipersilahkan setiap Fraksi 
membikin rambu-rambu ataupun istilahnya untuk menyempurnakan 
penjelasan nanti kita gabungkan kemudian kita dapatkan bersama. 

Entah itu akan ditimuskan atau dengan cara lain kami serah­
kan kepada Bapak Pimpinan. Kalaupun kami yang diminta kami juga 
nantinya akan menyerahkan. 

Sekian dan terima kasih Pak. 

Terima kasih Pak Fuad. 
Dengan demikian batang tubuh kita sudah sepakat perlu penje­

lasan-penjelasan yang lebih rinci terhadap bidang-bidang usaha 
tertentu, daerah-daerah tertentu dan fasilitas-fasilitas perpaja­
kan apa yang harus ditetapkan. Semua Fraksi minta penjelasan dan 
tadi juga sudah menyebutkan. 

Kalau Pemerintah sekarang sudah punya mungkin bisa diutara­
kan untuk dapa t ki ta sesuaikan dengan rumusan-rumusan masing­
masing Fraksi ini dan nanti ki ta bicarakan. Kalau memang Peme­
rintah sudah punya, kalau memang belum punya mungkin kita masuk­
kan ke Tim Perumus atau bagaimana kami serahkan ke floor, seka­
rang 

Pemerintah punya tidak. 

Juga memberi kesempatan kepada Fraksi-fraksi kalau berminat 
untuk menyusunkan Pak. Nanti di Tim Perumus bisa dipadukan 
dengan kami. 
Terima kasih Pak. 

Resminya yang kami punya sudah ada sekarang di penjelasan. 

FPP bagaimana. 

Sebe~ulnya Pak Fuad berjanji dari dulu mau merumuskan ini 
Pak, jadi kita menunggu saja dari Pak Fuad. 

Baik kita menunggu dari Pemerintah. 
Dari FPDI. 

FPDI 
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FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO): 

Kami setuju ini kan Pemerintah yang minta Pak. Jadi kan 
Pemerintah lebih tahu lah. Kalau kami yang buat nanti itu tidak 
seperti usul inisiatif lagi kan. 

Jadi kami kira untuk Fraksi saya juga Pak Fuad monggo, kami 
percaya Pemerintah silahkan, buat nanti secara tertulis, ki ta 
bagikan. Semua kita punya inilah tingkat untuk bagaimana. 
Substansinya sudah setuju kita memang tidak akan ada perobahan di 
batang tubuh, hanya di penjelasan rambu-rambu tadi ya untuk 
supaya ya kami di wakil-wakil rakyat ini ada yang mau diterangkan 
lah kepada rakyat Indonesia Pak Sabar ya. 

Jadi, kami kira kami persilahkan Pemerintah Pak Pimpinan. 

Terima kasih Pak Aberson. 
Dari FABRI mungkin. 

FABRI (SUDJALMOl: 

· Kami mendukung usul rekan-rekan terdahulu Pak. Jadi memang 
masalah ini pertama pengalaman juga ada pada Pemerintah hal-hal 
yang spesi fikpun sudah dalam jangkauan Pemerintah. Jadi saya 
ki ra mungkin lebih memudahkan kalau konsepnya dari Pemerintah. 
Dan kami hanya ingin lebih menekankan bahwa ini nanti seyogyanya 
lebih banyak menjadi tugas Tim Perumus. 

Jadi kalau Fraksi-fraksi ingin mengusulkan penyempurnaan 
barangkali nanti melalui wakilnya yang ada di Tim Perumus. 
Karena substansinya kita pada hakekatnya sudah setuju Pak. 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER): 

Terima kasih FABRI. 
FKP. 

Saudara Ketua. 
' 

Jadi meskipun di dalam hal ini nanti semua setuju akan 
di.masukkan dalam tim Perumus, namun dalam konsepnya yang akan 
dibua t oleh pemerintah set.idak-tidaknya i tu juga mengkaj i kepada 
apa yang telah dikemukakan oleh FKP. 

Pada ............ . 
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Pada tanggapan terhadap pengantar musyawarah dari jawaban 
Pemerintah. Jadi an tara lain ki ta kemukakan bahwa umpamanya 
sekarang usaha-usaha tertentu menyangkut hal-hal yang belum 
merangsang bagi antara lain. Itu belum tentu kalau yang lain­
lainnya setuju tapi ini kita tetap diterima saja saya belum 
pernah, yang sudah merangsang tidak usah. 

Tenang-tenang saja ya. 
Jadi modal yang diperlukan sangat besar dan memerlukan suatu 

teknologi yang canggih semuanya. Itu salah satu kriteria produk­
sinya itu akan mendapatkan nilai memenuhi sangat memenuhi pajak 
hidup dari pada rakyat. orang banyak. 

Mengenai daerah-daerah tertentu kami antara lain juga men­
cantumkan sudah ada kaitannya apakah dikaitkan dengan Indonesia 
Bagian Timur kalau tidak tentunya apa kriteria daerah terpencil, 
daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, 
kang, inilah masalah-masalah yang memerlukan di 
ada. 

daerah terbela­
dalam GBHN i tu 

Mengenai masalah soal tarif pajak apakah bukan mengenai soal 
fasili tas perpajakan. Ki ta sudah menentukan bahwa ki ta sudah 
menentukan mengenai soal tari f pajak yang sudah ki ta setuj ui 
bersama, namun apakah masih ada suatu tarif yang lain, karena 
sarnpai sekarang itu kita rasakan dengan ketentuan pajak 35 persen 
bagi mereka, itu tidak terasa ini memang tidak ada keluhan apa­
apa, tadi suatu fakta yang bisa kita pakai. Juga keunggulan­
keunggulan imperatif, komperatif dari pada bahasa Indonesia. Ini 
juga kita bisa masukkan sebagai kriteria-kriteria. 

Itu semuanya sudah kami kemukakan pada waktu menjawab atau 
memberi tanggapan terhdap Pengantar Musyawarah dari pada jawaban 
Pernerintah. 

Dernikian Saudara Ketua. 

Terima kasih Pak Sabar. 
Dari sudah tanggapan FKP ini, ingin kami betulkan bagian 

timur Indonesiatidak kita pakai. Jadi kita pakai adalah kawasan 
Indonesia Timur. 

Jadi kriteria maupun rambu-rambu yang sudah dikemukan oleh 
FKP saat memberi tanggapan atau saat pengantar musyawarah. Ini 
salah satu acuan. Pasal saya serahkan kepada Fraksi-fraksi 
apakah penjelasan ini ki ta serahkan kepada Tim Perumus untuk 
nanti dibicarakan secara lebbih mendetail dan masuk penjelasan. 

Saya persilahkan FPP. 

Bapak Ketua. 
Saya kira masalah ini masalah kualitatif, saya kira karena masa-

lah kwalitatif ........... . 
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lah kwali tati f, barangkali Panja inilah yang bisa membahasnya 
tidak usah di bawa ke perumus yang sifatnya tentu bersifat tek­
nis. Tadi FKP sudah menyampaikan pandangannya. 

Saya kira Pemerintah bisa menyusun berdasarkan pandangan FKP 
dan juga FPP sudah menyampaikan juga tentang agro bisnis dan agro 
bisnis ini kemudian juga daerah terpencil, kemudian mengenai 

koperasi. 
Dan tanggapan Menteri pada waktu i tu ki ta berikan rambu-

rambu lah setelah seluruh Fraksi menyampaikan masalah i tu oleh 
karena itu supaya kita memberikan waktu kepada Pemerintah untuk 

menyusun rambu-rambu itu. 
Kem·udian ki ta bahas pada besok hari a tau pada kesempatan 

lain khusus membahas ini, sedangkan Pasal ini sudah kita sahkan. 
Jadi karena kwali tati f kami pandang wewenang Panja ini lah 

yang akan menetapkannya bersama Pemerintah. 
Terima kasih Bapak Pimpinan. 

Terima kasih FPP. 
Saya persilahkan FPDI. 

Terima kasih Pak Pimpinan. 
Kami berpendapat ini masalahnya memang masih masalah sub­

stansi, karena sebagaimana ki ta ketahui bahwa kedudukan batang 
tubuh dengan penjelasan itu kekuatan mengikatnya itu sama. Jadi 
karena Pasal ini sedemikian pentinga dan strategis dan kita juga 
akan memberikan kepercayaan kepada Pemerintah. 

Tadi kami sudah mengatakan bahwa ini bisa menimbulkan kecem­
buruan di bidang usaha sendiri dan juga bisa kecemburuan antara 
daerah, maka ini hal yang sangat substansial. Kami misalnya 
cenderung agar fasilitas perpajakan itu diberikan kepada bidang­
bidang usaha. 

Jadi kami bicara masalah bidang usaha. 
Yang memproduksi qtau yang tergolong cabang-cabang produksi 

yang panting terutama ~agi yang menguasai hajat hidup orang 
banyak itu di daerah-daerah tertentu itu perlu diberikan fasili­
tas perpajakan. 

Jadi bidang usahanya, ada misalnya nanti suatu bidang usaha 
tertentu di ~ daerah tertentuyang dia tidak bisa bersaing dengan 
daerah-daerah yang lain yang memproduksi barang yang sama. karena 
perbed.aan misalnya sarana dan prasarana perhubungan. 

Supaya produknya itu kompetitif di pasaran dalam negeri 
maupun luar neoeri perl u ki ta bicaral<an fasi 1 i tas perpajakan. 
Karena kepent:).ng.annya di -sana barangkali supaya i tu .-=tda laporan 
pekerjaan bagi. rakyat di daerah itu. 

Dan ......... . 

"I 

I.' 
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Dan mereka juga memang tidak mungkin lagi mungkin berusaha 
di bidang usaha yang lain karena sumber daya alamnya memang hanya 
untuk itu dia bisa mengejar. 

Nah hal itu harus karena ada tercermin. Kami percaya Pak 
Pemerintah sebetulnya sudah lebih tahu dari kami soal ini~ Dan 
itu kami percaya monggo rumuskan nanti kita dibagikan kepada kita 
sama-sama dan ki ta bicarakan, tapi jangan ki ta serahkan kepada 
Tim Perumus, tapi di sini Pak Dirjen, karena ini sangat substan­
sial sekali. 

Sekian terima kasih Pak Pimpinan/. 

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER): 

Terima kasih Pak Aberson. 
Jadi dengan demikian sebetulnya dapat kami simpulkan. 

Satang tubuh Pasal 31 a ini sudah sepakat, kita sepakati, namun 
demikian dalam penjelasan perlu ki ta bicarakan bersama-sama di 
Panja ini, karena sampai saat ini belum ada suatu konsep yang 
pasti. 

Kita berharap kepada Pemerintah dapat menyusun suatu konsep 
pada waktu yang lain atau besok atau lusa atau besok sore dapat 
ki ta bicarakan berikut dengan pasal-pasal yang lainnya. Dapat 
kita setujui ini. 

FKP (DRS. LEONARD TOMASOA): Intrupsi. 

Sebelum kita sepakati Pasal 31 a ini, tentang batang tubuh 
barangkali kami ingin mendapat penjelasan lagi sedikit dari Peme­
rintah sehubungan apa yang dikatakan Bapak Dirjen tadi bahwa di 
batang tubuh ini tidak ada lagi yang bisa kita menambah atau kita 
berikan penjelasan. 

Maksud kami, kalau menu rut penghematan kami di sini ki ta 
masih bisa. Jadi disamping di penjelasan di batang tubuh juga 
bisa kita kasih penjelasan di situ. Daerah-daerah tertentu itu 
bisa saja ki ta tambahkan antara lain Kawasan Timur Indonesia, 
daerah terpencil lainnya, daerah perbatasan misalnya begitu. 

Jadi kami belum dapat menerima kalau dikatakan oleh Bapak 
Dirjen tadi bahwa di batang tubuh ini sudah tidak bisa kita 
kotak-katik lagi. 

Barangkali perlu ada penjelasan yang lebih rinci begitu, 
kenapa. Karena begini Bapak Pimpinan, kalau di dalam GBHN saja 
itu, di kawasan Indonesia Timur dijelaskan, dicantumkan kenapa di 
dalam undang-undang perpajakan ini ki ta di batang tubuh ki ta 
tidak mau menjelaskan atau pun tidak akan menaruh di situ kata­
kata kawasan Timur Indonesia .dan daerah terpencil lainnya. Itu 
di GBHN itu perlu. 

Hal ini 
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Hal ini barangkali perlu kita simak, karena fasilitas perpa­
jakan ini sangat didambakan oleh para Pengusaha kita di kawasan-
timur Indonesia. Tanpa rnenutup kernungkinan kepada kawasan-
kawasan lain di luar Indonesia. yang rnengalami harnbatan di bidang 
prasarana rnialnya, di bidang transportasi, maksud karni dibidang 
infrastruktur itu rnisalnya. 

I ni dari dul u bolak bal ik. Sudah 5 tahun ini Pernerintah 
selalu rnenghernbas hernbuskan tentaung pembangunan kawasdan Tirnur 
Indonesia, tapi tidak pernah diikuti dengan sesuatu yang kong­
krit. 

Contoh kongkrit Bapak Dirjen dalarn 3 - 4 tahun terakhir ini 
untuk 3 kali ada harga kenaikan piket. Itu tiket pesawat udara 
rnaupun tiket kapal laut, tetapi kenaikkan ticket pesawat rnaupun 
kapal laut ini diberlakukan sarna di seluruh Indonesia pada saat 
mana Perneringah rnenggernbbar-gernborkan pernbangunan kawasan tirnur. 
Ini barangkali yang rnenjadi uneg-uneg dari anggota Dewan yang 
kebetulan punya dornisili di daerah sana. 

Itu untuk berhadapan dengan rnasyarakat di sana, karena 
rnemang agak suli t ki ta untuk rnernberikan penjelasan. Sehubungan 
dengan pernikiran bahwa wakil rakyat itu ternpat bertanya, tempat 
rneminta penjelasan dari rnasyarakat, apa lagi dari rekan-rekan 
ki ta di karnpus-karnpus rnisalnya kenapa kok selarna ini Pernerintah 
selalu meneriakkan pembangunan di kawasan timur, tetapi tidak 
per·nah ada sesuatu yang kongkrit, sehingga ada istilah Pernerintah 
dalam membicarakan masalah kawasan Timur itu ini hanya Nato (no 
ection top only) barangkali. 

Murnpung ini sifat rapat ini tertutup hal ini rnasih ada di 
panja ini barangkali Bapak Oirjen bisa rnernbekali kamilah bagai­
mana agar supaya kita bisa rnenghadapi pertanyaan-pertanyaan dari 
ternan-ternan di rnasyarakat rnaupun di kampus,rnaupun di organisasi­
organisasi sosial ataupun para pengusaha-pengusaha kita yang 
kebetulan berada di kawasan Timur. 

Contoh lainnya Bapak Dirjen Pelita VI itu·ada kata-kata 
rneningkatkan daya saing pengusaha di daerah. Untuk daerah Jawa 
barangkali tidak ada rnasalah, tapi kalau untuk daerah-daerah di 
kawasan Timur ataupun daerah-daerah terpencil apa yang mau kita 
tingkatkan daya saing para pengusaha ini. Kalau tidak ada pernbe­
rian fasilitas-fasilitas perpajakan. 

_Nah sehubungan dengan seluruhnya itu tadiBapak Dirjen, karni 
rnohon barangkali, apa salahnya sih kita canturnkan di dalarn batang 
tubuh wong di GBHN saja, di Repelita ada. Saya fikir hanya itu 
yang dapat karni sarnpaikan. 

Terirna kasih Bapak Dirjen, terima kasih Bapak Pirnpinan. 

Terirna kasih Bapak Leo. Jadi kiranya tadi kita sudah sepa­
kat bahwa batang tubuh dan penjelasan itu merupakan satu keutuhan 
yang tidak bisa dipisah-pisahkan. 

Andaikata ........ . 
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Andaikata ki ta muat dalam batang tubuh, kemudian terlalu 
panjang. Mungkin kita memerlukan penjelasan-penjelasan, memerlu­
kan contoh-contoh apakah ticket pesawat, ticket kapal ticket 
perahu, nanti bisa di penjelasan, saya rasa juga pengertiannya 

akan sama. 
Namun demikian karena ini permintaan dari anggota Dewan 

kepada Bapak Dirjen untuk dapat menjelaskan dalam hal ini Pak 
Fuad, kami persilahkan Pak. 

Supaya lebih mantap. 

Tentunya prinsipnya sama dengan Pak Boer terangkan itu. 
Jadi yang kami maksudkan i tu pun yang tidak bisa berubah sama 
sekali itu bukan dalam artian ini kaya kitab suci begitu bukan. 
Maksud saya untuk menampung apa yang kita dengarkan dari seluruh 

Fraksi-fraksi itu. 
Itukan panjang. Itu mesti penampungannya adalah di sana. 

Sebab substansinya adalah untuk investasi bidang tertentu yang 
saya tangkap tadi dengan daerah tertentu. Intinya kan itu, cuma 
bagaimana penggunaan daerah Indonesia tertentu ini ada rambunya 

begitu. 
Nah ini dengan berbagai macam panjang tadi itu tentunya daya 

tempatnya hanya dimungkinkan di penjelasan itu yang saya maksud 
i tu. Untuk menampung substansi i tu begi tu. Bukan i ni nya i ni. 
kaya kitab suci begitu yah .. 

Di sana daya tammpungnya. 
Dengan sendi rinya dimaksudkan pula daerah i tu tentunya terpiki r 
kawasan Timur Indonesia, tetapi perlu disadari betul bahwa tidak 
hanya yang memungkinkan itu kawasan Timur Indonesia saja. Karena 
terus terang saja, kalau saja ini karena ini masaiah perpejakan 
ini mempunyai implikasi langsung pada orang. 

Mohon maaf agak sedikit berbeda dengan distatemen GBHN 
Pemerintah itu tidak begitu mempunyai konotasi lain langsung 
kepada konsep orang begi tu. Ini mempunyai konotasi langsung 
bagaimana dengan kocek orang. Karena i tu statemen_:statemen di 
perpajakan harus 1ebih sangat akurat harus sangat implementati f 
tidak boleh bersifat hanya politis semata-mata, tapi implementa­
tifnya itu bagaimana. 

Sebab di Indonesia itu bagaimanapun juga ada di daerah barat 
yang mungkin akanmendapatkan ini dan sebaliknya begitu. Cuma di 
sana lebih banyak di sini lebih sedikit. Lain kalau demarkasinya 
itu jelas. Si ini memang jelas begini, ini memang jelas begini, 
~nl. memang jela~ begini. kebetulan di sini i tu ada kantong-kan­
tong yang makmur, sehingga ada kantong-kantong juga yang sangat 
jelek, nah 'menghindari hal-hal yang tidak perlu, marilah kita 
dengan ari f dan bijaksana memberikan i tu di dalam penjelasan. 
Tentunya justru motivasinya adalah seperti yang Pak Leo katakan 
tadi. 

Sekian ............ . 
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Sekian tambahan penjelasan dari kami Pak. 
Terima kasih. 

Terima kasih. 
Saya rasa Pak Tomasoa sudah begitu jelas, nanti tolong kita 

rumuskan bersama-sama tentunya dalam penjelasan itu, sehingga 
aspi rasi dari kawasan Indonesia Timur ini bisa tercakup. Nanti 
kita bisa bicara masalah Indonesia tertinggalnya, bagaimana 
kriteria yang sudah ada keputusan Pemrintah, Peraturan Pemerintah 
mengenai IDT, mengenai daerah miskin, mengenai FT, mengenai 
kawasan berikat dan sebagainya-sebagainya itu. 

Dan itu sudah ada peraturan-peraturan yang sudah selama ini 
dikeluarkan Pemerintah apakah masih philip tidak boleh dibesar­
besarkan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa batang tubuh ki ta 
setujui. 

Oh masih. 

Sebentar Pak. 
Kami juga mengulangi yang dipertanyakan oleh Pak Sabar tadi, 

karena termasuk juga yang perlu dijelaskan ini atau dirambu­
rambukan ini, wujud dari pada fasilitas perpajakannya ini dalam 
bentuk apa. 

Saya kira demikian Pak. 

Jadi dalam penjelasan i tu nanti ada mengenai rambu-ra.mbu. 
dalam penjelasan itu akan timbul akan muncul rambu-rambu mengenai 
bidang-bidang usaha, kemudian mengenai daerah-daerah tertentu, 
kemudian mengenai fasilitas perpajakan. 

Jadi ada tiga rambu-rambu pokok di sana. 
Sekar~ng ini belum bisa kita rumuskan, kalau kita diskusikan juga 
belum ada acuan tentunya akan memakan waktu yang cukup l.:tma. 
Jadi kita sepakat batang tubuh ini kita setujui, penjelasan nanti 
kita micarakan waktu yang lain. 

Setu.j u. 
eh masih. 
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FKP~.,,(DRS~ LEONARD TOMASOA : 

"·' '<. 

Terf~~ :kas{h gapak Pimpinan kami belum dapat menangkap 

alasan m~ngapa Satang Tubuh ini tidak boleh kita rubah kita 

tambah, itu saja yang dari tadi ingin minta penjelasan 

berigu Pak Dirjen kenapa. Kan di pasal-pasal didepan ini 

kan banyak yang ki ta rubah kanan ki ri, di tambah i tu 

ditarnbah ini, f<of< pas.::tl ini. ng.::t~\ boleh <Jit:u. T .... :ldi dij.:J.v~n.b 

Bapaf< D:irjen bahwa ini buf<an ~>ebagai fdtab ::o:;uc.i l.nJh:an tickd< 

bisa di rubah. b(:~rar··ti kt:.•n1un~Jki nan ada pel uan~J untul< rrler-LJL<lh 

i ·t u kr:t t:a k/3. n 1 '"" h me nflmb,"... h rn 1. ~o . .r.:ll ny.'l. J n i ya ba r~a nn I<. a l i n<J.t:::O·''l 1<. 

Pirnpi nan sekedar klari f i l<:asi untuk penj elasan i tu. 

KETUA RAPAT : 

f<.alau saya boleh rnenangl<:ap Pak :Jla apa :y·anq diut.:J.J~.J.I<.an 

oleh Dirjen tadi rnungkin salah dan ini tidak mempengaruhi 

floor tidak. Sernua Undang Undang 1r11 boleh, 8at.:.H1~J :ru!:n!l1 

boleh dirubah, Penjelasan boleh dirubah la wonq narnanya 

perubahan. Tapi Satang Tubuh yanq ada tertulis dalarn Pasal 

31 a. ini sudah merangkum sehingga cukup ringkas. sehingga 

cukup sederhana dan dapat dimengerti. Bisa kita tulis 

satu-persatu, umpamanya Daerah TuJ"tinggal, Terpencil 

kemudian Kawasan Timur, kernudian Usaha Tertentu juga 

Koperasi, KUD umpamanya bisa saja tetapi <:~langkah 

panjanS:Jnya ini per:::'.epsi ~:>i..lya, jad:i bukan rna:::.al;<.lil l)olc'h dan 

tidaknya dirubah. Boleh saja dirubah Pak cuma kita sepakat 

atau kita rubah semua atau tidak. Tadi beberapa fraksi 

mengutarakan, Batang Tubuhnya sudah cukup soderhana 

Penjelasannya perlu l(:~'bih dimantaph::nn deri~J.'lll rand:Hl'"r< . .tmbu 

l<eti.n"~ yang l<it:a $E~butkan tadi yaitu w:;.Hha tc~r·tcHrtu, bidan~J 
"ter~t;erltu fasi 1 i tas ter·tentutentang per·paj al<.an Jnal<.sudnya. 
Jadi bita kita setujui Batang Tubuh ? 

( F~apat Setuju ) 

Penjelasan nanti kita bicarakan terima kasih. Masih 
r.tda ~IJaktu ?.Pasal ~.1)2 kami lanjutkan silakan PE~merintah. 

:. /!.'J~-·.:_.:,;-'<:~!-{!) . "!l . 

.. ·' .. 

'·. 
• !' ~· 

P¢MER.XNTAH ··~: ( · ISMAIL MANAF•r•) .· : 
'p;l~a!lf'32 tata. cara peng'e·r-~~n: pajak · dan sang:::.i saksi 

· ... · :dengan pelaksanaal'l ... ;~l,Jh~~ng Undang i ni di lakukan 

entuan se~~~,tf:.~ro.an~ ::1diatur· dengan Undang 

~.ntuan \umJ .• M~J;~~::~~~.tatCi:: car a perpaj akan. Oi . 
.. . . ~r·ever >~e~~9,~,~;.;9ahwa ... ketentL, n formalnya 

tC~i>·.....t.o:aomikian. ·· ;;~,j~E , 
POI 

FA8fn .. _ .....•• 
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FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) : 
Ter·ima l<asih Bapak Pirnpinan rnengenai Pasal 32 ~~""'u' 

cat.::J."tan karni j uqa tidak ada masalah, k<J.rena i nl rr1.-::tsalah 
tata cara pengenaan pajakdan sangsi saksi, yang berkenaan 
dengan pelaksanaan ini yang dilakukan sesuai dengan keten­
tuan yang sebagairnan~ ada didalam KUP. Jadi kami tidak ada 
masalah karni setuju Ok punya Pak Ketua, terima kasih. 

( Keempat Fraksi dan Pemerintah setuju ) 

KETUA RAPAT : 
Nek nggak kroso kebangetan nek iki kok, nek nggak 

percoyo neh yo angel aku wis yo. Dengan demikian Pasal 32 

d:isetuj ui dengan penuh, nek nggal< percaya aku juga ngak 
ngerti lah. Ok kita lanjutkan ke BAB VIII Ketentuan Peral­
ihal1. BAB VIII yang baru juga ·tidal< ada per·ubahan, pada 
Pasal 33, kita lanjutkan kepada Pasal 33 Ayat (1) kami 
persllakan Pernerintah 

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL MANAF ) : 
Pasal 33 a, Ayat (1) Wajib Pajak yang tahun bukunya 

berakhi 1··. 

KETUA RAPAT : 
Uelurn Pasal .:::S3 a, tetap ya '? Oh ya. · lrd se111U<HIY.'l 

tetap, jadi tidak ada permasalahan ini setuju ? 

( Kernpat Fraksi dan Perner·irrtah setuj u ) 

Terima kasih kita lanjutkan pasal 33 a Ayat (1). 

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL MANAF) : 
Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah 

tanggal 30 Juni tahun 1995, wajib rnenghitung pajaknya 
masalah ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagai­
mana telah diubah terakhir dengan Undang Undang ini. Keten­
tuan i rd adalah ketentuan per·al i han seperti ki ta ketahui 
bahwa pajak ini terhutang untuk 1 tahun pajak adalah tahun 
buku kecual:i kalau tahun bkukunya tidak sama dengan tahun 
taqwim. Ayat ini memberlakukan apabila tahun bukunya berak­
hir setelah 30 Juni 1995, maka berlaku tahun pajak 19945 
berlaku Undang Undang ini. Sebab tahun buku kan bisa mulai 
1 April sarnpai dengan 1 Maret, ada yang 1 Oktober sampai 30 
September rnacam-macam itu variasinya. Maka kalau tahun 
bukunya setelah 1 Juni 1995, berlakulah Undang Undang 
setelah adanya perubahan Undang Undang ini. 

KETUt<) ... H •••••• H 
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KETIJA RAPAT :. 
Terima kasih. saya persilakan FPP ? 

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD ) 
Ini ketentuan peralihan jadi sepanjang yang diatur 

didalam ayat asal didalam ketentuan ini. Pasal 3~ Ayat (l) 
lni. r!H:'?.nurut kami seba·Ja.i ja . .lan l<c.dunr untul< t:i.d;J.l< lflni"I.!<:JL·-­

kan negara maupun wajib pajak yang bersangkutan. Karcna itu 

tetap kami terima. 

KETUA RAPAT : 
Saya persilakan FDI ? 

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) 
Ter·ima l<;asih Bar>al<: Pimpinan ada yan~J sedildt l<.nmi 

pe!~lu klarifikasi tentunya aya·t ini tidal< ber'trif-d':~::.uo:::l ur1tul\ 

as:FJ.r \·\'P yan~J ber~.:~a.ns:-,11-::utan mer·ubah tahun bukurlyal<ttn tid.::tf;::. 

Jadi dia hanya sekedar untuk menghitung pajaknya berdasar­

l<an l<etentuan Undanq U11dang yang bar~u, y.::l.i tu tahun .1 <)e:-s ya 

:t n:t k.::m t:entu pada wal<tu k<.::trena dia i ni ~:.~c~bn I t.Hnnv.::t. Jadi 
y.1.ng berlal<u ~~ebelt.Jrn dtr:thun .1993 itu. Tr1.pi. f-::a.rc·,n<t moman9 

ini mulai berlakunya kalau saya tidak salah apa tahun 

.1984. Sehingga dia dh:.ini diper·hi·tunql<an tanqqa1 :',0 Juni 

1995. Jadi kami kira karena ini masa peralihan, Ok Pak 

Ketua tidak ada masalah Ok punya. 

KETUA RAPAT 
Fraksi ABFU ? 

FABRI (IR. SOEDJALMO) : 
Terima l<asih S.::wd~:wa Ketua, dari r·r·af<.:.:·.i t'IUF~l bul\an 

rn~?rnpt'::~t--masalahkan sub~:s.·tansi. hanya disitti L·)rtl·an<.ll<.;1l:t. por·lu 

p('.H]j<.:~lasan lebih lanjut. Pasal 33 a. twat (1) ini 1ncrn<Hi~J 

aturan peralihan. Disini hanya rnencantumkan yang tahun 
bukunya bet"l:d<hi r· 30 :jUNI UAGAIMANA l)[~NOIIN Yr"1NC ·r t'llllJi'1 t::UKU .. · 

NVA b~rakhir ·Maret .1</95. dan juga mengenai Und.:~nSJ Undan~J 

Nornor ·.7. Tahun .19fl3, sebagaimaka ki ta ntal<l umi suduh di r·ubah 

dengah~Nomor 7 Tahun .199.1 dan Undang Undang yang sekarang 
ki ta ··,h~dapi • . adalah Undang Undang yang hakekatnya tidal<. 

· mencat:>ut ·s.el uruh Undang undang ·yang ·ada. hanya P.'lda Pasal·-
... :·_{.·,::· . . < '. ,' ' . '· ··.. . .· 
pasal.~.t~rtentLt telah diadaka.n .perubahan. Jadi barangkali 

.; ·'''::·,s\ . .lt:>s ., ..... ,, :i!~Y~ ~~mang untuK pe.Jf4t'i11an, namun barangkali perlu 
"··:-: ~-. !..;·;.;,. :"::. ·-4rl~+·~;.~·-":·:1/lf",· ~·..t ·~, .... •· \. • \.·. ·l,, ... ;t.~·. ·,}· :· .- . 
.. dll~n.~ .. ap~: dengan 1dent1v1k'a$1 .:supaya tidak mernbingungkari • 

. ··: :'; .Jad:t t!Wtti'ri~l<f;n :U'nifang Undang' Nbrrior 7 Tahun . 1. 9b,-J sebagaimana 
:_..':·::·:.:· : '·.: ... ~·q!.;$.:~·:-~'l~i~f.···j: .·_,;.l ... ~ --~.~ .. ( .. \. ',·;., . ' .~ ·) ·. ,:' ', . ,'' . . •, 

·• tela!il~:'dl~ban :iJS;engan Undahgr,~Aihd~hg Nomor 7 Tahur 1991., dan 
··.~·V:!•'(' ·~·.··. : ·. '. ,· . :: ...... ' :· ,' ,: '· .. '{'-;.··~·~~ · .. , '·•. .'·. ' . .. : 

.terak.M~~,:<i1'r,ut>.at'] dengan Unda~g Undang ini. 
··.·.:" _.:::~~·.f~~r.('-;;,.~:: .. : ''.·.:~·.; ·. )--.~·.; . . .:·.·~~ :·· 

... :· .. j.,:-;·:t,;., 

... . 
.. ~;f;\~f;<;:~::~·.:;!j . ··:~1:::~~(- .. ·.J.,' 

·. :.-. 

~::·~i :~.~~.:~·· .. ·,.:. :· 
',"i@f;'·,,j.~ 
: :::::~!~::(::.:~'· 
, . ; :·.:· :c·:'·1~<. 1!/• ( . . \' 

·:: ;:·:.r;· ... _.:·- ~: i.!~ · :' \ 

Di.:ltl ........... . 



97 

Dan yang kedua, kami mohon juga didalam penj elasan, ayat 

satu pada halaman 89 ini hakekatnya penjelasan ini mengu­

lang kembali. Barangkali ada hal-hal yang tadi didalam 

pengantar oleh Pemerintah ada penjelasan sedikit barangkali 

itu bisa ditampung didalam Penjelasan. Sehingga fungsi 

Penjelasan ini betul--betul menjelaskan karena kalau kita 

baca itu hanya mengulang demikian terima kasih. 

KETUA RAPAT : 
Terima kasih FABRI, silakan FKP 

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) : 
Dadi pola pikiran kami sejalan apa yang diutarakan 

oleh Fraksi ABRI tadi menyatakan Undang Undang Nomor 7 

T <lhun 1983, i tu sebai knya di lengl<:api dengan per·ubahannya. 
Karena ini akan diberlakukan Undang Undang yang baru. 
lltt··l ltt\,,1 Ito'! I 11·· 'II•Ltlt I•PI I otl•:ll fllto'lll<l lllldo'lll<l Vo'lll<l l)o:>l'll l;tpl 
I I' . " I I " II • ·• I ' I I I' I '"'I' I··· I " IIIII I I I II I I It It I 'II I I I I II 
sebetulnya. rehun 1.98~ itu sebe·tuliJYo Ultdolt~J Utt<.k.liiU Ydlt'.J 

baru itu sudah berlaku namum diberikan keringanan bagi 

wnj i I> p,·\j a I\. .Ja(li l\anora i n:i. ada ma:,;a peral :i han berlal<:unya 
II II q,,f,;t 11•11\,",'1 .jj l••'lt<ff•.o'll,f dl<r'o'l lttllf fltll o"'.ll<~ llli•tlilll\/o'l •·:.~•IIi fl<l<fo'l 

I I •I IIIIo• I 

kasih .. 

KETUA RAPAT :; 
I,. ·I 1111.1 I·, .. Itt' l',tl ·~.ti·.,IJ ' 

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL MANAF) : 
Terima kasih Pak. pertama menjawab pertanyaan dari 

Fraksi ABRI mengenai yang tahun bukunya misalnya 3i Maret 
• I 111 '·" n I • I I I 
' I ' I I ' I I I I I . • I I ' " II ,, I It 1 ... •l·o.o I I·· I' It I•. I' I· lit•· Ill• ,,, I I I I I I IIIII IIIt 

nya pembukaan waj ib pajal..:. l tu al..:.an HtLI.Lol .L .J.:.UIL~<..t.ll :.:.>i..llltp•.-11 

tanggal 31 Oesember. Tapi bagaimanapun juga ada prosentase 

sangat kecil kalau mereka itu tahun bukunya itu tidak 

l·•·t I •'1••11 "''' ·l~·"q"'' l.odtlllt l.nqwiltt wdt ld l.n l'f" Itt n.dn lo.ttl. Y•'ltHt 
I I I 'ill'" I I tllttll I ttl tilt, ·I I,. I ,tl II II It, I I Itt .,. ',.I til ,,, 

.Jutt.l. LctltUtt <.Jt;pcttt (.l'./')~). l.LU :;;udalt ltdl Ute., lltt~"''~ .. lil-.tll..J u,,.,,,,,~.J 

Undang ini. Tapi kalau mereka yang sebelum itu masih pakai 

Undang Undang lama jadi klirkart. Kemusian mengenai penam-
1,.-tl,,·," llttd<llt<t lllf··L'tttct l··h•IIIOI l lnltlllt 19ql I.PI 11::, t.r'l t'llt<l ,.,.n)n 
I ' I ' ' ' I ' I ''II I I II I f •. II II .. I .. I I :·II I ' I" I II I I " f I f"' II I ,. fill I I II I I .. ' . ' "l ' . , . I I II II 

f-:(i.~IIIU<...I.liclll l:>t:Wpt.11t<..:kt!-)1J.'L ya tidal< LI:.;H.llt dli UbU.It l\ut UII<J. l.t.::t ,;ti,Jtl.l 

dcngan Undang Undang ini. Ini kebetulan katanya hanya satu 
·I It tl ··· t1 t ,.,, I. t \·'•'' I t··l I· it 1,·111 I"'" I•.•' I ·1 'i l•.itl l -1 l11l ''"' l<.ndttlf<f 1":'" In 11<1 1 ·1 II 
··•·tllll•••l ..... ,.~ ~IJIIU ''··Ill I•·.HII , ... ~.IIIII , .. ,,,,.,11 '··· '" l:tll "" 
panjang lebar katanya. 

1<1• II 
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Jadi yang terakhir diubr:th dengan Undang Undang ini jadi 

lebih ringkas itu ken~pa kami demikian. Tapi kalau dirasa 

masih kurang jelas saya rasa bisa saja nanti sekali lagl di 

Timus untuk penjelasan itu. Sedangkan ini mengenai 

fasilitas perpajakan ini tidak ada kaitannya dengan 

fasilitas perkajakan di atas. Ini transisinya transisi 

untuk mengklirkan saja Dari waktu Undang Undang lama 

transisi ketransisi lagi, nah sekarang ini menunta·3kan 

tr·an~'· is i nya b(0q i t:u, 

fiskus, maupun bagi 

bagik terima kasih. 

yt:l ::;;upay.::.\ ada kc~pa:::;t:i.arl b.:'t~J:i. ar>D.r·at, 

v~ajib pajak sendiTi r·1antin~/tl dc·rr1ikinr1, 

KETUA RAPAT : 
Ter·ima k;.'lsih Pal< r:·utld, :::.ilakan Fr·af<:r:~i f'IUG~l 

FABRI (IR. SOEDJALMO ) · 
Saya kira terima kasih dengan penjesasan 8apak diijcn. 

jadi karena penjE~lasann}"a tacli sudah dapat kanti ptl.hd.rni, da.n 
substansi pasal ini dan penulisan r·urnu:::.an yanq :7:.E~P·2Tti :i ni 
akhirnya memberikan lebi~1 kepastian bagi pclaksanaan aturan 

pelaksanaan ini. jndi. kat:a.nya l<..c.dau f<.epa:c:.;ti.<:tll ~:;uh.tHI~/a F\1.1,~ 

Aber·~3CHI j adi l<.arni j U0tt ~::.c·tuj u Pal<., ter~ir11a 1-::.:J.~.',i h. 

KETUA RAPAT : 
Terirna l<.asih Fn;~l<~>i f.~rmr, l<.arrd ~dL,\k;:-<11 l'l<.l' 

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) 
Vr.:t boh~h sc-::tuj u. 

KETUA RAPAT : 
Berarti boleh disetujui Pasal 2:.3 r~~/at (1). 

( Rapat Setuju ) 

,I , se~uai 'kesepal<atan i.ni memang jam 16.30 \·HU sel\ar-ang 

jam 16 .• 30 WIB kurang 2 meni t nah boleh saya setuj u saj a> 

ini ja~{~jd6 ~ak. namun ~emikian kes~mpatan bebornpa menit 
. ' ~· ·~1' ·,~1 i. ·i ' : . ' • 

i ni ak~f~·::kami, 94nakan dengan w!i'ktu yang s i ngka t ka lnu ld ta 

mel i ha~'}se.s..LJai den~)an pengumuman tadi. l<eni.;ttan dar· i PanG us 
ba'hwa. 6'~

4

~1 Rabu tann~:vll s Oktober, 1995 masih n.::.p,''t F'.::-tn:ia. 
narnt.tn; ¥~;1f,atff:harfhya st.tdah Rapat 'q~bun~;~an· Panja. 

"if!:•' .. T~.ngga1:lh·;.6::;·0ktqber 1994: ini: Ke,tua Pansus laporan sesuai 
· :,r\l~~:'!t,;:.i:·..;~:~~~~9:~ ·~~~:·l?'~fyahg · te'rdaht.i'll.,.l·!~ · Kemudian tang<;J<:d 10 

,,..· )!j '\' .;. j ' .' .·l~:~;.;•:l,.·•,:;(t. .;· -~~:r•t-·.' .... '..• ·\,~: ,''' . ', .'.' ; ~ . r .. ; .· ' 

{•!·:;,'., . d~:ren . :.e;n. ki ta mendenga r l.a.pci ran da ri masi ng-li· '.sing 

. t~~f:- : P:~~.rS:.'·. . .. ·~ri:i'~s:' Y~ng di l~ksan.aK~'rt'cti 6PR·~·RI (Gedu. Lh 'i·l<oli,!. 

j,;;::r Ta;rigga~,~.$;~;fl··:,:5e:Hiyusunan Pendapat:·'Akhir dan peny( ... pur·naan · 1 

:;,;. Re:~can~;~·:'i.J'hd(1ng . Undang. tanggal .12 dEHni.l<.iim dan 1 :: Sidang 

p~'ripur)f;f\'a~','bewan' membacakan perubahan Undanf.~ Undanq 1 ni. 

Oleh .....•.•• ~ 

1'.1, I' 
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Oleh sebab i tu karena waktu sudah cukup mendesak, perl u 
kami utarakan kembali untuk di ingat-ingat dan mungkin 
didalami bahwa masih ada Pasal Pasal yang belum kita sele­
saikan. Disamping sudah banyak Pasal Pasal yang sudah 
banyak kita bicarakan dan selesaikan. Yang pertama Pasal 1 
ini·masih pending dan ini juga mengacu kepada kepada KUP. 
Kemudian Pasal 2 Ayat (1) huruf b, masih pending, kemudian 
Pasal 4 Ayat (1) huruf d, juga masih pending, kemudian 
Pasal 4 a, b, f, g, i, j ini coba nanti dicocokan, tapi 
daftar saya malah tidak demi kian i ni dari Sekretariat. 4 
dalam catatan saya sudah setuju hanya Ayat (4) saja, 3, f, 
g, coba nanti di Tim Perumus tolong dianukan. Kemudian 
Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c, d mengenai beran angka PTKP 
ini tadi sudah secara anu kita utarakan, namun pasal beri­
kutnyabelum kita bicarakan. Pasal 17 ya belum kita bicara­
kan ayat ayatnya Pasal 9 ayat (1) masing pending, Pasal 10 
Ayat (3) masih pending, Pasal 10 Ayat (4) masih pending, 
Pasal 11 Ayat (2) masing pending, Pasal 11 a dan 11 bukan 
bendi ngnya tetapi di tunda dan di tata kembal i bel um ki ta 
bicarakan. Konsep Pasal 11 dan 11 a sudah kita terima, 
Pasal 13 diserahkan kepada penyerasi, Pasal 14 Penjelasan, 
Pasal 21 ada tadi yang masih pending yaitu mengenai Benda­
hawan Pemerintah. Pasal 22 idem dan kemudian Pasal 23 juga 
ada, Pasal 27 juga. Jadi mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu 
dapat melihat hal-hala yang menurut catatan masing-masing 
yang masih pending maupun ditunda untuk dapat diselesaikan. 
Dengan catatan Ketua kita yang pending itu 13 point, yang 
perumusan 22 poi~t (pending itu maksudnya pending murni ada 
yang di tunda). Jadi demi kian mohon perhatian untuk besok 
kita mulai dengan pembicaraan lanjutan Pasal 33 ini, kalau 
bisa tentunya kita tuntaskan. Sebab kalau dilihat di Pasal 
33 itu hanya beberapa ayat saja, kemudian tinggal 35, kalau 
lihat lembarnya tinggal 3 lembar ini kira-kira kalau diser­
ahkan Pak Aberson 2 menit selesai ini kemudian kita lanjut­
kan dengan pasal-pasal berikutnya. 
Dengan demi kian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekal ian, ki ranya 
waktu kesepakatan sudah melampaui 4 menit dan Sidang Panja 
pada ha ri i ni say a akhi ri, say a ucapkan te rima kasi h 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Rapat ditunda sampai hari Selasa jam 09.00 WIB. 

Jakarta, 3 Oktober 1994 

a.n. KETUA RAPAT 




